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	PENDAHULUAN


	
	Kegiatan Kepolisian disusun melalui proses manajemen dengan menggunakan segala sumber daya Polri yang dimiliki untuk menangani setiap ancaman dan gangguan Kamtibmas. Manajemen Operasional Polri merupakan suatu proses penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang unsur-unsur (fungsi) operasional Polri melalui kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian untuk mewujudkan keamanan dalam negeri.
Manajemen kegiatan kepolisian senantiasa diarahkan pada pencapaian tujuan Polri sebagaimana visi dan misi yang termuat dalam Grand Strategi Polri, dan telah dijabarkan dalam Rencana Strategi Polri (Renstra Polri), dan Rencana Kerja Tahunan Polri (RKT) dengan memperhatikan Perkiraan Keadaan Intelijen (Kirka Intel) dan Kebijakan Kapolri (commander wish) maka
diselenggarakan melalui Kegiatan Kepolisian oleh fungsi utama kepolisian dari tingkat Mabes Polri sampai tingkat Polsek, dalam bentuk Kegiatan Rutin maupun Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD).

Penyelenggaraan operasi kepolisian dilaksanakan berdasarkan hakikat ancaman gangguan Kamtibmas yang sudah tidak efektif lagi ditanggulangi oleh kegiatan kepolisian rutin, kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD). Sasaran operasi dapat berupa Potensi Gangguan (PG), Ambang Gangguan (AG) dan Gangguan Nyata (GN) yang menurut perkiraan khusus (Kirsus) Intelijen dan berdasarkan penilaian pimpinan kesatuan dipandang perlu untuk diselenggarakan operasi kepolisian.
Operasi kepolisian diselenggarakan sesuai dengan eskalasi gangguan Kamtibmas yang berkembang dalam masyarakat mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat kewilayahan yang dilaksanakan secara sinergi dengan pendekatan sistem dan manajemen.
Modul ini membahas materi manajemen operasional kepolisian yang tentang manajemen kegiatan kepolisian dan manajemen operasi kepolisian.
Tujuan modul ini adalah agar peserta didik memahami dan mampu melaksanakan manajemen kegiatan Kepolisian dan operasi kepolisian.

	
	


	
	STANDAR KOMPETENSI


	
	Memahami manajemen operasional kepolisian.
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	Kompetensi Dasar


	
	1. Memahami manajemen kegiatan Kepolisian
Indikator Hasil Belajar :
a. Menjelaskan pengertian, dasar MKK dan kegiatan fungsi utama kepolisian;

b. menjelaskan manajemen kegiatan rutin;

c. menjelaskan kegiatan rutin yang ditingkatkan;

d. menjelaskan ketentuan pemberian dukungan dalam kegiatan kepolisian.

e. Menjelaskan format administrasi manajemen kegiatan kepolisian

2. Memahami manajemen operasi Kepolisian

Indikator Hasil Belajar :
a. menjelaskan pengertian dan dasar manajemen operasi kepolisian;
b. menjelaskan manajemen operasi kepolisian terpusat;
c. menjelaskan manajemen operasi kepolisian kewilayahan tingkat Polda;
d. menjelaskan manajemen operasi kepolisian kewilayahan tingkat Polres;
e. Menjelaskan format administrasi manejemen operasi kepolisaian;


	
	


	[image: image4.wmf]
	Materi PELAJARAN


	
	1.  Pokok Bahasan 1:

Manajemen kegiatan Kepolisian

Sub pokok bahasan :
a. Pengertian, dasar MKK dan kegiatan fungsi utama kepolisian;

b. Manajemen kegiatan rutin;

c.     Kegiatan rutin yang ditingkatkan;

d. Ketentuan pemberian dukungan dalam kegiatan kepolisian.

e. Format administrasi manajemen kegiatan kepolisian

2. Pokok Bahasan 2:
Memahami manajemen operasi Kepolisian

Sub pokok bahasan :
a. Pengertian dan dasar manajemen operasi kepolisian;
b. Manajemen operasi kepolisian terpusat;
c. Manajemen operasi kepolisian kewilayahan tingkat Polda;
d. Manajemen operasi kepolisian kewilayahan tingkat Polres;
e. Format administrasi manejemen operasi kepolisaian;
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	Metode Pembelajaran


	
	Metode pembelajaran yang digunakan dalam modul ini menggunakan metode yang bervariatif meliputi :
1. Metode Ceramah
Metode ini digunakan untuk menjelaskan materi tentang manajemen Operasional Kepolisian.
2. Metode Tanya jawab
Metode ini digunakan untuk menanyakan materi-materi yang belum dipahami dan penguatan materi.
3. Metode Diskusi
Metode ini digunakan untuk memberikan kesempatan peserta didik untuk mengembangkan kreatifitas berfikir mengeluarkan ide dan gagasan dalam memahami materit tentang manajemen operasi kepolisian.
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	Alat/Media, Bahan dan Sumber Belajar


	
	1. 
Alat/Media:
a. laptop. 

b. white Board. 
c.       pengahpus.
d. LCD/Proyektor.

e. laser Pointer.
f.       papan flip chart.
2.    Bahan  

a. spidol.
b. kertas HVS.
c.      kertas flip chart.
d. fomat penilaian praktek (lembar pengamatan).
3.     Bahan/sumber belajar :
a. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
b. Peraturan Kapolri Nomor 1 tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian
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	Proses Pembelajaran


	
	1. Tahap awal : 15 menit

Pendidik menyampaikan apresepsi :

a.
Pendidik membuka kelas dan perkenalan.
b.
Pendidik menyampaikan tujuan pembelajaran. 

c.
Pendidik mengeksplor peserta didik tentang materi yang akan disampaikan.

2. Tahap inti : 420 menit

a. Pendidik menjelaskan materi tentang manajemen pelaksanaan tugas Propam Polri.

b. Pendidik membuka forum tanya jawab.

c. Pendidik menugaskan peserta didik untuk memberikan contoh penerapan fungsi manajemen operasional kepolisian.

3. Tahap akhir : 15 menit
a. Pendidik memberikan penguatan materi.
b. Pendidik menyimpulkan materi pembelajaran yang telah di sampaikan kepada peserta didik.
c. 
Pendidik mengevaluasi hasil pembelajaran.
4. Tahap Pencapaian kompetensi : 90 menit


	
	5. 
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	TagihanTugas

	
	1. Peserta didik mengumpulkan resume pelajaran.
2. Peserta didik mengumpulkan penugasan tentang penerapan fungsi manajemen operasional Kepolisian.
3. Peserta didik mengumpulkan hasil diskusi 

	
	4. 
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	Lembar Kegiatan

	
	1. Tugas resume pelajaran. 

2. Lembar tugas praktek penerapan manajemen dalam pelaksanaan operasional Kepolisian.
3. Lembar Diskuasi

	
	4. 
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	Bahan Bacaan

	
	PENGANTAR MANAJEMEN OPERASIONAL KEPOLISIAN
Kata manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno management yang memiliki arti seni, melaksanakan dan mengatur. Manajemen belum memiliki definisi yang mapa dan diterima secara universal. Kata menajemen mungkin berasal dari bahasa Italia (1561) Maneggiare yang berarti “mengendalikan”, terutama “mengendalikan kuda” yang berasal dari bahasa latin manus yang berarti tangan. Kata ini mendapat pengaruh dari bahasa Perancis Manege yang berarti “kepemilikan kuda” (yang berasal dari bahasa Inggris yang berarti seni mengendalikan kuda), dimana istilah Inggris ini juga berasal dari bahasa Italia. Bahasa Prancis lalu mengadopsi kata ini dari bahasa Inggris menjadi Menajement yang memiliki arti seni melaksanakan dan mengatur. 
Mary Parker Follet mendefinikan manajemen sebagai seni menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini berarti bahwa seorang manajer bertugas mengatur dan mengarahkan orang lain untuk mencapai tujuan organisasi.
Ricky W. Griffin mendefinikan manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengkoordi-nasian dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (Goals) secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang dilaksanakan secara benar, terorganisis dan sesuai dengan jadwal. 
Istilah manajemen terjemahannya dalam bahasa Indonesia hingga saat ini belum ada keseragaman. Ada pendapat lain yang menjelaskan antara lain  :
a. Manajemen menurut Lawrence A. Appley (American Management Association)  :


“Keahlian untuk menggerakkan orang untuk melakukan suatu pekerjaan “.
b. Manajemen  menurut  Oey Liang Gie  (Guru besar Manajemen UI) :
“Seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordiasian dan pengontrolan daripada ‘Human and Natural Resources’ untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu “.
c. Manajemen menurut George R. Terry, Phd  :
“Manajemen sebagai proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan : Perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain “.
Bila kita mempelajari literature manajemen akan ditemukan bahwa istilah  manajemen mengandung 3 (tiga) pengertian yaitu :

d. Manajemen sebagai suatu proses
1) Manajemen sebagai suatu proses dengan mana pelaksanaan suatu tujuan tertentu diselenggara kan dan diawasi.
2) 
Manajemen adalah fungsi untuk mencapai sesuatu melalui kegiatan orang lain dan mengawasi usaha-usaha individu untuk mencapai tujuan yang sama.

e. Manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen.
Segenap orang yang melakukan aktifitas manajemen dalam suatu badan tertentu disebut manajemen.
f. Manajemen sebagai suatu seni (art) dan sebagai suatu ilmu pengetahuan (science).
Mengenai inipun sesungguhnya belum ada keseragaman pendapat, segolongan mengatakan bahwa  menejemen adalah seni  dan segolongan yang lain mengatakan bahwa manajemen adalah ilmu. Sesungguhnya kedua pendapat itu sama mengandung kebenarannya.

Menurut G.R. Terry manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah tujuan-tujuan organisasional atau maksud-maksud yang nyata.
Manajemen  juga adalah suatu ilmu pengetahuan maupun seni, seni adalah suatu pengetahuan bagaimana mencapai hasil yang diinginkan atau dalam kata lain seni adalah kecakapan yang diperoleh dari pengalaman, pengamatan dan pelajaran serta kemampuan untuk menggunakan pengetahuan manajemen.

Menurut Mary Parker Follet manajemen adalah  suatu seni untuk melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini mengandung perhatian pada kenyataan bahwa para manajer mencapai suatu tujuan organisasi dengan cara mengatur orang - orang lain untuk melaksanakan apa saja yang perlu dalam pekerjaan itu, buka dengan cara melaksanakan pekerjaan itu oleh dirinya sendiri.

Menurut James A.F Stoner manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian upaya anggota organisasi dan menggunakan semua sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Dari gambaran diatas menunjukkan bahwa manajemen adalah suatu keadaan terdiri dari proses yang tunjuk oleh garis (line) mengarah kepada proses perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian yang mana keempat proses tersebut saling mempunyai fungsi masing-masing untuk mencapai suatu tujuan organisasi.

Manajemen Operasional Polri adalah suatu proses penyusunan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang unsur-unsur (fungsi) operasional Polri melalui kegiatan kepolisian dan operasi kepolisian untuk mewujudkan keamanan dalam negeri.

Manajemen operasional Polri meliputi:

a.   Manajemen Kegiatan Kepolisian yang selanjutnya disingkat MKK adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis dan integratif melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan kepolisian.
b.   Manajemen Operasi Kepolisian yang selanjutnya disingkat MOK adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan operasi kepolisian.
PENGANTAR MANAJEMEN OPERASIONAL POLRI

POKOK BAHASAN 1
MANAJEMEN KEGIATAN KEPOLISNA

Manajemen  kegiatan  kepolisian  senantiasa  diarahkan  pada  pencapaian tujuan Polri sebagaimana visi dan misi yang termuat dalam Grand Strategi Polri, dan telah dijabarkan dalam Rencana Strategi Polri (Renstra Polri), dan Rencana  Kerja  Tahunan  Polri  (RKT)  dengan  memperhatikan   Perkiraan Keadaan Intelijen (Kirka Intel) dan Kebijakan Kapolri (commander wish) maka diselenggarakan  melalui Kegiatan Kepolisian  oleh fungsi utama kepolisian dari tingkat Mabes Polri sampai tingkat Polsek, dalam bentuk Kegiatan Rutin maupun Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD).
A. Pengertian, Dasar dan kegiatan fungsi utama kepolisian 
Manajemen Kegiatan Kepolisian yang selanjutnya disingkat MKK adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis dan integratif melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan kepolisian.

berdasarkan Tugas Pokok Kepolisian.
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

a. tugas pokok Polri dirumuskan sebagai berikut:

1) memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;

2) menegakkan hukum; dan

3) memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;

b. dalam melaksanakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas:

1) melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

2) menyelenggarakan   segala   kegiatan   dalam   menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;

3) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

4) turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

5) memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;

6) melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

7) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;

8) menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;

9) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup, dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

10) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;

11) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; dan

12) serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

2. Penjabaran tugas pokok Polri dalam Kegiatan Kepolisian, sebagai berikut:

a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat:

1) mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui kegiatan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;

2) menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan; dan

3) membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;

b. menegakan hukum:

1) melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan; dan

2) menyelenggarakan Identifikasi Kepolisian, Kedokteran Kepolisian, Laboratorium Forensik (Labfor),   Indonesia Automatic Finger Print Identification System (Inafis), dan Psikologi Kepolisian;

c. memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat:

1) melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan pertolongan;

2) mengayomi hak asasi manusia; dan

3) memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian. 

B.   Manajemen Kegiatan Rutin
Manajemen Kegiatan Rutin merupakan Kegiatan Kepolisian yang disusun dalam rangka menghadapi ancaman serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dilaksanakan oleh satuan fungsi utama srtiap hari sepanjang tahun dan  diklasifikasikan sebagai sasaran rutin.

1. Perencanaan

a. dalam rangka penyelenggaraan Kegiatan Rutin perlu disusun rencana-rencana kegiatan sebagai pedoman pelaksanaan antara lain:

1) Rencana Kegiatan Tahunan (RKT)

(a) pada tingkat Mabes Polri

(1) Kasatker pengemban fungsi utama menyusun RKT, sebagai penjabaran dari Rencana Kerja Polri (Renja); dan

(2) RKT yang disusun oleh Kasatker menjadi induk RKT bagi kewilayahan;

(b) pada tingkat Polda

(1) Kasatwil menyusun RKT sebagai penjabaran dari Renja Polda dan penjabaran dari RKT Satker Mabes Polri; dan

(2) Kasatker pengemban fungsi utama tidak menyusun RKT;

(c) pada tingkat Polres dan Polsek

(1) Kasatwil dan pengemban fungsi utama tidak menyusun RKT; dan

(2) Polsek tidak menyusun RKT;

2) Rencana Kegiatan Bulanan (RKB)

(a) pada tingkat Mabes Polri

(1) RKB disusun oleh Kasatker pengemban fungsi utama; dan

(2) penyusunan RKB berpedoman pada RKT Satker Mabes Polri;

(b) pada tingkat Polda

(1) RKB disusun oleh Kasatwil/Kasatker pengemban fungsi utama, dan menjadi induk RKB pada Satwil/Satfung di tingkat Polres; dan

(2) penyusunan RKB berpedoman pada RKT Polda;

(c) pada tingkat Polres

(1) RKB disusun oleh Kasatwil/Kasatfung pengemban fungsi utama, dan menjadi induk RKB pada tingkat Polsek; dan

(2) penyusunan RKB berpedoman pada RKT Polda.

(d) pada tingkat Polsek

(1) RKB disusun oleh Kapolsek/Kasium Polsek, dan menjadi induk RKB pada tingkat Unit Polsek; dan

(2) penyusunan RKB berpedoman pada RKB Polres;

3) Rencana Kegiatan Mingguan (RKM)

(a) pada tingkat Mabes Polri

(1) RKM disusun oleh Kasatker pengemban fungsi utama; dan 

(2) penyusunan RKM berpedoman pada RKB Satker Mabes Polri;  

(b) pada tingkat Polda

(1) RKM disusun oleh Kasatwil/Kasatker pengemban fungsi utama dan menjadi induk RKM pada Satwil/Satfung di tingkat Polres; dan

(2) penyusunan RKM berpedoman pada RKB Polda;

(c) pada tingkat Polres

(1) RKM disusun oleh Kasatwil/Kasatfung pengemban fungsi utama, dan menjadi induk RKM pada tingkat Polsek; dan

(2) penyusunan RKM berpedoman pada RKB Polres;

(d) pada tingkat Polsek

(1) RKM disusun oleh Kapolsek/Kasium Polsek, dan menjadi induk RKM pada tingkat Unit Polsek; dan

(2) Penyusunan RKM berpedoman pada RKB Polsek;

4) Rencana Kegiatan Harian (RKH)

(a) pada tingkat Mabes Polri

(1) RKH disusun oleh Kasatker pengemban fungsi utama; dan

(2) penyusunan RKH berpedoman pada RKM Satker Mabes Polri;

(b) pada tingkat Polda

(1) RKH disusun oleh Kasatwil/Kasatker pengemban fungsi utama dan menjadi induk RKH pada Satwil/Satfung di tingkat Polres; dan

(2) penyusunan RKH berpedoman pada RKM Polda;

(c) pada tingkat Polres

(1) RKH disusun oleh Kasatwil/Kasatfung pengemban fungsi utama dan menjadi induk RKH pada tingkat Polsek; dan

(2) penyusunan RKH berpedoman pada RKM Polres;

(d) pada tingkat Polsek

(1) RKH disusun oleh Kapolsek/Kasium Polsek, dan menjadi induk RKH pada tingkat Unit Polsek; dan

(2) penyusunan RKH berpedoman pada RKM Polsek;

b.     penyusunan rencana kegiatan berdasarkan pada:

1) hasil analisa dan evaluasi terhadap:

(a) perkembangan lingkungan strategis;

(b) data Astagatra (geografi, demografi, sumber daya alam,  ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan);

(c) gangguan Kamtibmas yang terjadi;

(d) daerah rawan Kamtibmas; 

(e) daerah rawan bencana alam;

(f) daerah rawan kecelakaan dan pelanggaran Lantas;

(g) kalender Kamtibmas;

(h) kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah;

(i) perkiraan keadaan intelijen;

(j) perkembangan situasi Kamtibmas;

(k) laporan Polisi; 

(l) laporan informasi/pengaduan masyarakat;

(m) laporan hasil penyelidikan; 

(n) analisis dan evaluasi kegiatan kepolisian periode sebelumnya; dan

(o) data lain dalam sistem informasi operasional Polri;

2) Kegiatan Rutin diselenggarakan oleh semua fungsi utama yang tergelar mulai dari tingkat Mabes Polri sampai tingkat Polsek dan diselenggarakan secara terus-menerus sepanjang hari dan sepanjang tahun;

3) pelaksanaan Kegiatan Rutin berjalan secara sendiri-sendiri sesuai dengan tugas pokok satuan fungsi masing-masing;

4) personel yang dilibatkan dalam Kegiatan Rutin adalah personel yang bertugas pada satuan fungsi masing-masing; dan

5) hasil dari analisa dan evaluasi Kegiatan Rutin menjadi pertimbangan dilakukannya Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD);

c.     dalam penyelenggaraan Kegiatan Rutin, maka Kasatwil/Kasatker/Kasatfung/Kapolsek terlibat dalam kegiatan-kegiatan:

1) mengorganisasikan unsur-unsur kesatuan yang meliputi personel, anggaran, logistik dan metode untuk dihadapkan kepada sasaran kegiatan; dan

2) melaksanakan semua rencana yang telah disusun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan;

d. peranan fungsi-fungsi kepolisian dalam perencanaan:

1) pengemban fungsi utama memberikan dukungan berupa:

(a) bahan keterangan/informasi mulai dari tingkat Mabes Polri sampai Polsek dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan; 

(b) fungsi Intelkam dalam rangka penyusunan Kirka Intel;

(c) khusus pengemban fungsi Intelijen memberikan dukungan berupa Kirkaintel tentang perkembangan situasi kamtibmas secara berkala kepada para pengemban fungsi utama dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan oleh fungsi utama yang berkepentingan; dan

(d) khusus pengemban fungsi Reserse memberikan dukungan bahan keterangan/informasi berupa anatomi kejahatan (anatomy of crime) kepada para pengemban fungsi utama dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan oleh fungsi utama yang berkepentingan;

2) pengemban fungsi bantuan dan fungsi pendukung memberikan berupa:

(a) pengemban fungsi bantuan  memberikan bantuan  kepada pengemban fungsi utama berupa teknologi informasi, Inafis,  Iknas, Labfor, hukum, personel; dan   

(b) pengemban fungsi pendukung memberikan dukungan kepada pengemban fungsi utama berupa perencanaan, kompetensi personel, latihan dan pendidikan, kesehatan personel, pemeriksaan psikologi, anggaran, logistik;

e.     rencana Kegiatan berisi secara lengkap dan jelas, yaitu:

1) sasaran dan/atau target;

2) cara bertindak;

3) pelibatan kekuatan personel;

4) logistik;
5) anggaran; dan

6) hasil yang akan dicapai;

f.    penggunaan Rencana Kegiatan
penggunaan Rencana Kegiatan  didistribusikan kepada Kasatker pada tingkat fungsi utama yang melaksanakan   kegiatan preemtif, preventif, penegakan hukum serta Humas;

g.     penentuan sasaran

1) landasan penentuan sasaran:

(a) kebijakan pimpinan;

(b) Kalender Kamtibmas;

(c) data awal, meliputi :

· data kekuatan sendiri, yang mencakup: personel, logistik dan anggaran;

· data situasi Kamtibmas; dan

· data karakteristik kerawanan daerah;

(d) Kirkaintel;

2) langkah penentuan sasaran:

(a) melakukan pengumpulan dan penyusunan bahan keterangan/informasi, berupa:

· data situasi Kamtibmas yang memuat informasi mengenai PG, AG, dan GN; dan

· laporan hasil Kegiatan fungsi utama yang terdahulu;

(b) mengolah bahan keterangan melalui kegiatan pemilahan, penafsiran, dan penyimpulan, untuk disusun dalam format Kirkaintel yang akan disajikan kepada unsur pimpinan selaku pengambil kebijakan;

(c) menentukan klasifikasi sasaran dan/atau target kegiatan melalui penilaian bobot ancaman dan gangguan Kamtibmas, terdiri dari:

· sasaran rutin;

adalah sasaran yang telah terpetakan berdasarkan Kakerda dan Anatomy of Crime; dan

· sasaran selektif yang diprioritaskan;

adalah sasaran yang dipilih dari sejumlah sasaran rutin yang ditetapkan menjadi sasaran utama dan yang dapat mempengaruhi sasaran lain;

3)  sasaran Kegiatan Rutin:

(a) PG;

(b) AG; dan

(c) GN;

4) sasaran kegiatan selektif yang diprioritaskan:

(a) PG yang berdampak lebih besar akan munculnya AG bahkan GN;
(b) AG yang berdampak lebih besar akan munculnya GN; dan
(c) GN yang dapat berdampak luas;

5) bentuk sasaran Kegiatan Rutin:

(a) situasi, dengan unsur-unsurnya: 

· lokasi (tempat);

· waktu; dan

· penyebab;

(b) pelaku (orang, sindikat, badan hukum);

(c) benda atau barang; dan

(d) kegiatan masyarakat/pemerintah;

h.     cara bertindak

cara bertindak yang dipilih dalam rangka menangani sasaran dan/atau target adalah:

1) pola bertindak:

(a) cara bertindak dengan mengedepankan fungsi Deteksi;

(b) cara bertindak dengan mengedepankan fungsi preemtif;

(c) cara bertindak dengan mengedepankan fungsi preventif; dan

(d) cara bertindak dengan mengedepankan fungsi Penegakan Hukum;

2) cara bertindak teknis, yaitu cara bertindak yang digunakan oleh pengemban fungsi teknis, dapat dibedakan dalam:

(a) cara bertindak fungsi Intel: peyelidikan, pengamanan dan penggalangan;

(b) cara bertindak fungsi Reserse: penyelidikan dan penyidikan;

(c) cara bertindak fungsi Sabhara: pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, TPTKP, dan penegakan hukum terbatas;

(d) cara bertindak fungsi Binmas: penyuluhan, penerangan, pembimbingan, tatap muka, sambang, dan lain-lain;

(e) cara bertindak fungsi Lalu Lintas: pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli, penegakan hukum terbatas (teguran dan tilang) dan lain-lain; dan

(f) cara bertindak fungsi Humas: mengelola media, penyampaian informasi kepada masyarakat, menetralisir berita negatif dan mengelola trending topic;

3)  cara bertindak taktis, yaitu cara bertindak di lapangan yang diakukan oleh pengemban fungsi teknis, baik perorangan maupun unit atau kesatuan dalam menghadapi sasaran dan/atau target yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi saat itu;

i.    pelibatan sumber daya Polri

pelibatan sumber daya Polri dalam penyelenggaraan Kegiatan Rutin, meliputi:

1) personel

(a) secara kuantitas diselenggarakan oleh seluruh personel yang ada pada fungsi utama masing-masing; dan

(b) secara kualitas (kompetensi) disesuaikan dengan tantangan tugas yang dihadapi;

2) logistik

logisitik yang digunakan adalah yang dimiliki oleh fungsi-fungsi kepolisian yang teregistrasi dalam Simak BMN,  dan dalam penggunaannya disesuaikan dengan tugas pokok fungsi serta ancaman dan gangguan Kamtibmas yang dihadapi; dan

3) anggaran

Dukungan anggaran dalam penyelenggaraan Kegiatan Rutin berdasarkan RKA-KL/ DIPA pada masing-masing fungsi kepolisian, dengan mempedomani aturan yang berkaitan dengan penggunaan keuangan negara;

2. Pengorganisasian

a.     struktur organisasi

pelaksanaan Kegiatan Rutin menggunakan struktur organisasi sesuai Struktur Organisasi Tata Cara Kerja (SOTK) yang berlaku pada kesatuan masing-masing;

b.     kesatuan penyelenggara dan pengemban tanggung jawab Kegiatan Rutin pada tingkat kesatuan Polri, sebagai berikut:

1) pada tingkat Mabes Polri:

(a) Kasatker/Kasatfung sebagai koordinator dan sekaligus Penanggung Jawab Kegiatan Rutin;

(b) Baintelkam Polri bertanggung jawab atas Kegiatan Rutin dalam kegiatan deteksi dan preemtif, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya;

(c) Bareskrim Polri bertanggung jawab atas Kegiatan Rutin dalam kegiatan penegakan hukum, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya;

(d) Baharkam Polri bertanggung jawab atas Kegiatan Rutin dalam kegiatan preemtif, preventif, dan penegakan hukum terbatas, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya; 

(e) Korlantas Polri bertanggung jawab atas Kegiatan Rutin dalam kegiatan preemtif, preventif dan penegakan hukum terbatas, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya; dan

(f) Densus 88 AT bertanggung jawab atas Kegiatan Rutin dalam bentuk deteksi, kontra naratif dan kontra radikal, penindakan, penyidikan, identifikasi dan sosialisasi, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya;
(g) Divhumas Polri bertanggung jawab atas Kegiatan Rutin dalam kegiatan Penmas sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya;
2) pada tingkat Polda yaitu:

(a) Kasatwil/Kasatker sebagai koordinator dan sekaligus Penanggung Jawab Kegiatan Rutin;

(b) pengemban fungsi Intelkam bertanggung jawab atas Kegiatan Rutin dalam kegiatan deteksi dan preemtif, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya;

(c) pengemban fungsi Reserse (Reserse Umum, Khusus, dan Narkoba) bertanggung jawab atas Kegiatan Rutin dalam kegiatan penegakan hukum, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya;

(d) pengemban fungsi Sabhara bertanggung jawab atas Kegiatan Rutin dalam kegiatan preventif dan penegakan hukum terbatas, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya;

(e) fungsi Pamobvit bertanggung jawab atas Kegiatan Rutin dalam kegiatan preventif, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya;

(f) fungsi Polairud  bertanggung jawab atas Kegiatan Rutin dalam kegiatan preventif dan penegakan hukum dalam lingkup kewenangannya, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya; 

(g) pengemban fungsi Binmas bertanggung jawab atas Kegiatan Rutin  dalam kegiatan preemtif, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya;

(h) fungsi Lalu Lintas bertanggung jawab atas Kegiatan Rutin dalam kegiatan preventif, penegakan hukum dan penegakan hukum terbatas, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya; dan

(i) fungsi Humas bertanggung jawab atas Kegiatan Rutin dalam kegiatan Penmas sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya;

3) pada tingkat Polres yaitu:

(a) Kasatwil/Kasatfung sebagai Koordinator dan sekaligus Penanggung Jawab Kegiatan Rutin;

(b) pengemban fungsi Intelkam bertanggung jawab atas Kegiatan Rutin dalam kegiatan deteksi dan preemtif, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya;

(c) pengemban fungsi Reserse (Reskrim/Narkoba) bertanggung jawab atas Kegiatan Rutin dalam kegiatan penegakan hukum, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya;

(d) pengemban fungsi Sabhara/Pamobvit  bertanggung jawab atas Kegiatan Rutin dalam kegiatan preventif, dan penegakan hukum terbatas, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya;

(e) pengemban fungsi Polair  bertanggung jawab atas Kegiatan Rutin dalam kegiatan preventif dan penegakan hukum dalam lingkup kewenangannya, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya;

(f) pengemban fungsi Binmas bertanggung jawab atas Kegiatan Rutin  dalam kegiatan preemtif, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya;

(g) pengemban fungsi Lalu Lintas bertanggung jawab atas Kegiatan Rutin dalam kegiatan preventif, penegakan hukum dan penegakan hukum terbatas, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya; dan

(h) pengemban fungsi Humas bertanggung jawab atas Kegiatan Rutin dalam kegiatan Penmas sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya;

4) pada tingkat  Polsek,  yaitu:

(a) Kapolsek sebagai koordinator dan sekaligus Penanggung Jawab Kegiatan Rutin;

(b) pengemban fungsi Intelkam bertanggung jawab atas Kegiatan Rutin dalam kegiatan deteksi dan preemtif, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya;

(c) pengemban fungsi Reserse bertanggung jawab atas Kegiatan Rutin dalam kegiatan penegakan hukum, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya; 

(d) pengemban fungsi Sabhara (Patroli) bertanggung jawab atas Kegiatan Rutin dalam kegiatan preventif dan penegakan hukum terbatas, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya;

(e) pengemban fungsi Binmas bertanggung jawab atas Kegiatan Rutin  dalam kegiatan preemtif, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya; dan

(f) pengemban fungsi Lalu Lintas bertanggung jawab atas Kegiatan Rutin dalam kegiatan preventif, penegakan hukum dan penegakan hukum terbatas, sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan peranannya;

c.    prinsip-prinsip dalam pengorganisasian:

1) adanya kesatuan perintah guna menghindari keraguan bertindak bagi pelaksana Kegiatan Rutin di lapangan;

2) terjaminnya rentang kendali mulai dari pimpinan satuan (Penanggung Jawab), Pengendali/Pengendali Langsung dilapangan sampai pada pelaksana Kegiatan Rutin;

3) pendelegasian wewenang yang jelas dan teratur; dan

4) adanya lapis-lapis kekuatan dan kemampuan untuk keperluan backup Kegiatan Rutin;

d. administrasi

1) administrasi Kegiatan Rutin  disusun terpisah dengan administrasi Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) dan dengan administrasi lainnya; dan

2) penyusunan administrasi dalam Kegiatan Rutin, sesuai dengan kepentingan tugas masing-masing fungsi utama, antara lain: 

(a) Surat Perintah Tugas dan lampirannya;

(b) Kartu Tanda Anggota (KTA);

(c) daftar Alut dan/atau Alsus yang digunakan;

(d) belangko/format yang dibutuhkan;

(e) administrasi dukungan anggaran; dan

(f) administrasi lainnya yang diperlukan.

3. Pelaksanaan

a.     fungsi utama mengaplikasikan Rencana Kegiatan yang telah tersusun dalam tahapan:

1) tahap persiapan

(a) penyiapan administrasi yang dibutuhkan dan pendistribusiannya;

(b) penyaluran dukungan anggaran;

(c) kesiapan logistik berupa alat kelengkapan perorangan dan satuan (Alut dan/atau Alsus);

(d) penjelasan-penjelasan, tentang:

(1) sasaran kegiatan;

(2) cara bertindak;

(3) pelibatan kekuatan, baik personel, logistik yang digunakan;

(4) penggunaan anggaran kegiatan;

(5) pelaksanaan kegiatan;

(6) pengendalian kegiatan; dan

(7) keberhasilan yang diharapkan;

(e) drill-drill yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan cara betindak yang ditentukan dalam Rencana Kegiatan;

2) tahap pelaksanaan:

(a) Acara Arahan Pimpinan (AAP), berupa:

(1) sasaran dan/atau target kegiatan;

(2) cara bertindak yang dipilih;

(3) pelibatan kekuatan, baik personel maupun logistik yang digunakan;

(4) penggunaan anggaran kegiatan;

(5) pelaksanaan kegiatan;

(6) pengendalian kegiatan; dan

(7) keberhasilan yang diharapkan; 

(b) petunjuk/arahan/penekanan yang perlu diperhatikan;

(c) peringatan-peringatan, berupa: risiko kegagalan yang mungkin dihadapi, kewaspadaan terhadap hal-hal yang dapat merugikan secara pribadi atau satuan;

(d) tanya jawab antara pemberi AAP dengan pelaksana kegiatan;

(e) ploting kekuatan personel dan alat perlengkapannya untuk menghadapi sasaran;

(f) menggerakkan kekuatan ke tempat sasaran;

(g) melaksanakan Kegiatan Rutin; dan

(h) membuat Perkiraan Cepat (Kirpat) oleh fungsi Intelijen sesuai perkembangan atau kebutuhan;

3) tahap akhir:

(a) konsolidasi

konsolidasi dilakukan setelah pelaksanaan Kegiatan, berupa:

(1) pengecekan personel, baik dari jumlah maupun kondisi kesehatan;

(2) pengecekan logistik perorangan dan satuan yang digunakan; dan

(3) pengumpulan terhadap hal-hal yang dihasilkan dalam kegiatan, baik berupa bahan keterangan maupun benda-benda (barang bukti) yang disita; dan lain-lain;

(b) kaji ulang

melakukan kegiatan penelaahan, analisa dan evaluasi secara mendalam serta sistematis, terhadap:

(1) pelaksanaan kegiatan;

(2) hasil kegiatan; 

(3) hambatan-hambatan selama pelaksanaan kegiatan; dan

(4) lain-lain yang diperlukan;

(c) penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan;

b.     hasil yang diharapkan pada setiap sasaran Kegiatan Rutin

1) pada sasaran PG yaitu:

(a) PG di bidang Astagatra sebagai faktor stimulan atau pencetus tidak berkembang menjadi AG bahkan GN; dan

(b) PG yang tidak dapat hilang karena sifatnya, maka diharapkan tidak berkembang menjadi menjadi GN;

2) pada sasaran AG yaitu :

(a) AG tidak berkembang menjadi GN;

(b) AG tidak menghambat aktivitas masyarakat secara luas; dan

(c) hilangnya kekhawatiran masyarakat terhadap AG;

3) pada sasaran GN yaitu:

(a) GN terlokalisir sehingga tidak berdampak luas dan mengkhawatirkan masyarakat lain; dan

(b) GN dapat ditangani dengan baik dan tuntas;

4. Pengendalian

a. Kegiatan Rutin dikendalikan melalui mekanisme, sebagai berikut:

1)  pengendalian pada tingkat Mabes Polri dilakukan melalui:

(a) Rapat Pimpinan (Rapim) Polri, 

(b) Apel Kasatwil, 

(c) Rapat Kerja Tehnis (Rakernis);

(d) Gelar Operasional (GO), dan

(e) Analisa dan Evaluasi (Anev);

2)  pengendalian pada tingkat Polda dilakukan melalui: 

(a) Rapat Pimpinan Tingkat Polda, 

(b) Rapat Kerja Tehnis (Rakernis);

(c) Gelar Operasional (GO), dan

(d) Analisa dan Evaluasi (Anev);

3)  pengendalian pada tingkat Polres dilakukan melalui:

(a) Gelar Operasional (GO); dan 

(b) Analisa dan Evaluasi (Anev); 

4)  pengendalian pada tingkat Polsek dilakukan melalui Analisa dan Evaluasi (Anev);

b.     maksud dan tujuan dilakukannya pengendalian terhadap pelaksanaan Kegiatan Rutin adalah:

1) memelihara arah dan dinamika pelaksanaan Kegiatan Rutin sesuai dengan perencanaan;  

2) menjamin tergelarnya Kegiatan Rutin;

3) menghindari timbulnya penyimpangan-penyimpangan; dan

4) melakukan tindakan korektif apabila terdapat penyimpangan;

c.    metode pengendalian Kegiatan Rutin, yatu :

1) bersifat administratif.

a) pelaporan hasil kegiatan bersifat harian, mingguan,  bulanan dan tahunan;

b) pelaporan hasil kegiatan yang bersifat insidentil;

c) melaksanakan Analisa dan Evaluasi (Anev) bersifat rutin terhadap kegiatan dan perkembangan situasi Kamtibmas;

d) melaksanakan gelar perkara bersifat insidentil; dan
e) pengawasan dan pemeriksaan (Wasrik) bersifat rutin terhadap laporan hasil kegiatan;

2) bersifat teknis dan taktis

(a) pengendalian langsung didasarkan atas kewenangan yang melekat pada jabatan struktur organisasi Polri;

(b) penunjukan terhadap pejabat yang bertanggung jawab sebagai pengendali langsung di lapangan;

(c) asistensi dan/atau supervisi;

(d) inspeksi mendadak (on the spot);

(e) melakukan penilaian tingkat keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Rutin; dan

(f) menetapkan sistem pengendalian saat pelaksanaan Kegiatan Rutin sebagai akibat adanya perubahan cara bertindak yang disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi lapangan;

d.     sasaran dan waktu pengendalian Kegiatan Rutin:

1) sasaran pengendalian:

(a) pemilihan dan penentuan sasaran;

(b) cara bertindak yang ditentukan;

(c) cara pengamanan dan penyelesaian akhir;

(d) urut-urutan tindakan;

(e) personel yang dilibatkan;

(f) penggunaan anggaran;

(g) penggunaan logistik; dan

(h) produk-produk tertulis;

2) waktu pengendalian:

(a) sebelum pelaksanaan Kegiatan Rutin;

(b) selama Kegiatan Rutin berlangsung; dan

(c) akhir Kegiatan Rutin;

e.    subjek pengendalian Kegiatan Rutin;

1) pimpinan kesatuan secara berjenjang mulai dari Mabes Polri sampai Polsek, sesuai dengan struktur organisasi kepolisian;

2) pada tingkat Mabes Polri, Kegiatan Rutin dikendalikan oleh Kasatker/Kasatfung sesuai kewenangan pada fungsi teknis masing-masing;

3) pada tingkat Polda, Kegiatan Rutin dikendalikan oleh Kasatker/Kasatfung sesuai kewenangan pada fungsi teknis masing-masing;

4) pada tingkat Polres, Kegiatan Rutin dikendalikan oleh Kasatfung sesuai kewenangan pada fungsi teknis masing-masing; dan

5) pada tingkat Polsek, Kegiatan Rutin dikendalikan oleh Kapolsek sedangkan Kanit mengendalikan sesuai kewenangan pada fungsi teknis masing-masing;

Apabila Kegiatan Rutin belum menunjukkan hasil yang maksimal baik secara kuantitas maupun kualitas ancaman, tindak pidana dan gangguan Kamtibmas yang menjadi sasaran/target maka Kasatwil dapat merencanakan dan melaksanakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD). 

C.   Manajemen Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) 

Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD)  merupakan kegiatan kepolisian yang menangani kegiatan masyarakat dan/atau pemerintah yang berdampak kepada terganggunya situasi Kamtibmas serta mengakibatkan keresahan masyarakat berdasarkan perkiraan khusus intelijen yang diklasifikasikan sebagai sasaran selektif dan sasaran prioritas. Bentuk Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) meliputi Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan Gabungan Fungsi Utama Internal Polri dan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan Gabungan Fungsi Utama Internal Polri dan atau Stakeholders.
1. Perencanaan

a. Penyusunan rencana kegiatan berdasarkan:
1) Kegiatan Rutin belum signifikan dalam menangani sasaran (ancaman tindak pidana dan gangguan Kamtibmas);

2) adanya trend perkembangan gangguan Kamtibmas yang meningkat dari waktu ke waktu, baik secara kuantitas maupun kualitas;

3) adanya keresahan masyarakat yang menjadi perhatian  pemerintah dan dijadikan atensi pimpinan Polri maka perlu dilakukan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD);

4) berdasarkan perkiraan khusus intelijen dan penilaian Kasatwil perlu dilakukan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD); 

5) penyelenggaraan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), dilaksanakan oleh gabungan fungsi utama, dapat melibatkan fungsi bantuan, fungsi pendukung dan/atau stakeholders (eksternal); 

6) apabila hasil penyelenggaraan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) belum secara signifikan menurunkan gangguan Kamtibmas dan berdasarkan perkiraan khusus intelijen  maka diselenggarakan Operasi Kepolisian;

b.    pejabat Polri yang bertugas menyusun rencana kegiatan yaitu:
1) pada tingkat Mabes Polri, disusun oleh Asops Kapolri;

2) pada tingkat Polda, disusun oleh Karoops;

3) pada tingkat Polres, disusun oleh Kabagops; dan

4) pada tingkat Polsek, disusun oleh Kapolsek;

c.     peranan fungsi utama dalam penyusunan perencanaan:

1) seluruh pengemban fungsi utama memberikan dukungan berupa bahan keterangan/informasi kepada:

(a) unsur Sops mulai dari tingkat Mabes Polri sampai Polsek dalam rangka penyusunan Rencana Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD); 

(b) fungsi Intelkam dalam rangka penyusunan Kirka Intel bersifat aktual;

(c) khusus pengemban fungsi Intelijen memberikan dukungan berupa Produk Khusus Intelijen tentang perkembangan situasi Kamtibmas yang bersifat aktual kepada:

(1) Kasatker pada tingkat Mabes Polri dan Kasatwil pada tingkat Satwil, guna pengambilan kebijakan lebih lanjut;

(2) unsur Sops pada masing-masing kesatuan kepolisian sebagai bahan Anev dan koordinasi dengan para pengemban fungsi utama, guna penyusunan Rencana Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD); dan 

(3) para pengemban fungsi utama guna penyiapan segala hal ihkwal berkaitan dengan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang akan dilaksanakan;

2) khusus pengemban fungsi Reserse memberikan dukungan bahan keterangan/informasi berupa anatomi kejahatan (anatomy of crime) kepada:

a) Kasatker pada tingkat Mabes Polri, Kasatwil dan Kapolsek guna pengambilan kebijakan lebih lanjut;

b) unsur Sops sesuai dengan tingkatannya sebagai bahan koordinasi dengan para pengemban fungsi utama dan fungsi bantuan guna penyusunan rencana Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD); dan

c) para pengemban fungsi utama dan fungsi bantuan guna penyiapan segala hal yang berkaitan dengan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang akan dilaksanakan;

d. 
peranan fungsi bantuan dalam penyusunan perencanaan:

1) pengemban  fungsi bantuan memberikan dukungan dalam bentuk Rencana Fungsi (Renfung) yang memuat pelibatan personel, logistik  dan lain-lain yang diperlukan melalui Unsur Sops;

2) bantuan diberikan apabila ada permintaan dari unsur pelaksana yang membutuhkan melalui unsur Sops;

3) pemberian bantuan dilaksanakan melalui prosedur/mekanisme yang telah ditentukan, yaitu:

a) pada tingkat Mabes Polri adalah atas perintah Kapolri; dan

b) pada tingkat Polda/Polres/Polsek adalah atas perintah Kapolda, sedangkan Kapolri bersifat mengetahui;

e. 
perencanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) memuat secara lengkap dan jelas, tentang:

1) sasaran tertentu, yaitu sasaran selektif dan sasaran prioritas yang telah ditetapkan;

2) cara bertindak sesuai dengan fungsi masing-masing;

3) pelibatan kekuatan personel sesuai dengan kebutuhan;

4) anggaran yang digunakan adalah anggaran RKA-KL/DIPA dan/atau sumber dana lain yang dapat dipertanggungjawabkan;

5) logistik yang digunakan adalah Alut atau Alsus yang ada pada fungsi masing-masing; 

6) struktur Organisasi Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) disusun sesuai kebutuhan;

7) pelibatan pihak lain di luar Polri (eksternal) disesuaikan dengan kebutuhan dan peranannya; dan

8) hasil yang ingin dicapai situasi Kamtibmas dapat dikendalikan;

f.     distribusi Rencana Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD):

1) didistribusikan kepada Kasatfung yang dilibatkan dalam Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD); dan

2) APP kepada personel yang dilibatkan sesuai surat perintah Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD);

g.     penentuan sasaran Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD):

1) landasan penentuan sasaran:

a) analisa dan evaluasi situasi Kamtibmas yang dilakukan oleh unsur Sops;

b) kirka Intel aktual; dan

c) penilaian Pimpinan;

2) bentuk sasaran Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), meliputi:

a) situasi, dengan unsur-unsurnya:

(1) lokasi (tempat);

(2) waktu; dan

(3) penyebab;

b) pelaku (orang, sindikat, badan hukum);

c) benda atau barang; dan
d) kegiatan masyarakat/pemerintah;

3) langkah penentuan sasaran

a) melakukan pengumpulan dan pengolahan data gangguan Kamtibmas yang memuat informasi mengenai PG, AG dan GN;

b) melakukan pengumpulan bahan keterangan, yang bersumber dari laporan hasil Kegiatan Rutin terdahulu dan hasil Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) terdahulu;

c) mengolah bahan keterangan, melalui kegiatan pemilahan, penafsiran, dan penyimpulan, untuk disusun dalam format perkiraan Intelijen yang akan disajikan kepada unsur pimpinan;

d) menentukan klasifikasi sasaran selektif yaitu:
(1) Potensi Gangguan (PG)

PG yang berpotensi tinggi akan menimbulkan gangguan Kamtibmas, sebagai contoh:

(a) sikap fanatisme yang berlebihan;

(b) sikap individualistis dan egoisme yang berlebihan;

(c) apatisme yang meluas, terutama terhadap masalah hukum yang berlaku;

(d) perilaku main hakim sendiri dalam menyelesaikan masalah;

(e) sikap yang berseberangan dengan kebijakan pemerintahan; dan 

(f) lain-lain;

(2) Ambang Gangguan (AG)

AG yang berpotensi tinggi menimbulkan gangguan kamtibmas terutama terjadinya GN, yang perwujudannya berupa:

(a) adanya suatu kondisi atau keadaan sedemikian rupa yang berpotensi kuat menimbulkan konflik sosial/massa;

(b) pengerahan massa pada suatu kegiatan, baik kegiatan pemerintahan ataupun masyarakat; 

(c) demonstrasi yang diperkirakan berpotensi tinggi terjadinya GN; dan

(d) dan lain-lain;

(3) Gangguan Nyata (GN)

GN yang berdampak luas dan meresahkan masyarakat, yang perwujudannya berupa:

(a) kriminalitas tertentu yang menunjukkan kecenderungan terus meningkat melampaui batas toleransi;

(b) kriminalitas tertentu yang menimbulkan keresahan masyarakat; 

(c) kriminalitas tertentu yang merugikan dan merongrong kewibawaan pemerintah; dan

(d) kriminalitas tertentu yang mempunyai dampak merugikan, mengancam dan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara;

h.     penentuan sasaran selektif Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD)

1) persyaratan sasaran selektif

Sasaran selektif harus jelas dan tajam untuk penyusunan Rencana Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) guna menetapkan cara bertindak berikut kekuatan yang dilibatkan serta menjamin kecepatan dan ketepatan bertindak untuk memberikan kepastian dalam rangka pencapaian hasil selama kegiatan berlangsung;

2) kriteria sasaran selektif, sebagai berikut:

a) mempunyai dampak terhadap penurunan ancaman dan gangguan Kamtibmas serta dapat menekan angka Jumlah Tindak Pidana (JTP) dan meningkatkan angka Jumlah Penyelesaian Tindak Pidana (PJTP);

b) dapat mengurangi/menghilangkan keresahan masyarakat;

c) penanganan terhadap sasaran selektif Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) tersebut mempunyai dampak pencegahan terhadap meluasnya ancaman dan gangguan Kamtibmas serta akibat-akibat yang ditimbulkannya; dan

d) penanganan sasaran selektif Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) tersebut dapat mengubah situasi;

3) hal-hal yang harus dihindari dalam penentuan sasaran selektif adalah:

a) penentuan sasaran atau sasaran selektif tidak dilakukan asal jadi tanpa memperhatikan bobot ancaman;

b) sikap dan pandangan yang keliru dalam penentuan sasaran selektif yang diukur dari jumlah sasaran atau sasaran selektif yang akan diselesaikan dengan mengabaikan bobot ancaman; dan

c) kurang pemahaman dan pengertian terhadap klasifikasi sasaran atau sasaran selektif dan bobot ancaman serta tujuan-tujuan yang akan dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), sehingga dalam proses penentuan sasaran atau sasaran selektif tidak terlaksana dengan baik, selanjutnya perencanaan serta pelaksanaan kegiatannyapun tidak terarah dan tidak teroganisir dengan baik;

4) perubahan sasaran atau sasaran selektif dan penanganannya:

a) penyebab perubahan sasaran atau sasaran selektif:

(1) disebabkan oleh perkembangan situasi; dan

(2) disebabkan oleh perkembangan atas penanganan sasaran atau sasaran selektif, termasuk akibat kekeliruan dan/atau penyimpangan dalam melaksanakan kegiatan;

b) penanganan perubahan sasaran atau sasaran selektif:

(1) segera melaporkan perkembangan sasaran atau sasaran selektif kepada Penanggung Jawab Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) selaku atasan, secara lengkap dan rinci berikut alasannya; dan
(2) pemberitahuan dan penjelasan kepada Satgas Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) tentang perkembangan sasaran atau sasaran selektif dan penanganannya;

5) perkembangan sasaran atau sasaran selektif  yang mungkin terjadi:

a) timbul sasaran selektif baru

(1) sasaran selektif berkembang dan memenuhi kriteria sasaran selektif, sehingga menambah jumlah sasaran selektif yang akan ditangani selama kegiatan; dan

(2) penanganan terhadap sasaran selektif baru, dapat ditangani oleh satuan pelaksana tugas yang sedang menangani, atau membentuk satuan pelaksana tugas baru, yaitu:

(a) satuan pelaksana tugas Gabungan Fungsi Utama; dan atau

(b) satuan pelaksana tugas Gabungan Fungsi Utama dan Stakeholders (eksternal);
b) dalam hal sasaran atau sasaran selektif sebagian besar atau seluruhnya telah tercapai sedangkan waktu kegiatan masih tersisa, maka tentukan sasaran atau sasaran selektif baru untuk ditangani;

c) dalam hal sasaran atau sasaran selektif mengalami perubahan yang menyebabkan kesulitan dalam penanganannya, sedangkan sisa waktu kegiatan terbatas, maka langkah yang dilakukan yaitu:

a) sasaran atau sasaran selektif tidak ditangani lagi; dan

b) sasaran atau sasaran selektif tersebut menjadi sasaran atau sasaran selektif dalam kegiatan berikutnya;

d) dalam hal pelaku kejahatan yang dijadikan sasaran selektif berhasil melarikan diri ke luar negeri dan tujuannya tidak jelas, maka pelaku tetap dikejar walaupun prosesnya akan memerlukan waktu yang cukup lama dan melebihi waktu yang ditetapkan dalam Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), yakni dengan permintaan bantuan dari fungsi pendukung (Hubinter);

e) dalam hal pelaku kejahatan meninggal dunia, maka penyidikan terhadap perkara yang bersangkutan dihentikan: dan

f) dalam hal benda, baik benda sebagai alat kejahatan maupun sebagai hasil dari kejahatan, musnah, hancur atau hilang yang bukan disebabkan oleh tindakan satuan pelaksana tugas, maka langkah yang dilakukan yaitu:

(1) mencari alat bukti lain; dan

(2) membuat berita acara yang menjelaskan tentang benda dimaksud;

i.     cara bertindak

cara bertindak teknis dan taktis dalam Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) disesuaikan dengan sasaran atau sasaran selektif yang dihadapi;
j.     pelibatan sumber daya kepolisian

pelibatan sumber daya kepolisian dalam penyelenggaraan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), meliputi:

1) personel

a) secara kuantitas

(1) gabungan fungsi teknis  yaitu terdiri dari dua atau lebih fungsi teknis;

(2) dapat melibatkan kekuatan eksternal Polri sesuai dengan peranan dan kepentingannya; dan

(3) dapat dibantu oleh pengemban fungsi bantuan;

b) secara kualitas

personel yang dipilih berdasarkan kompetensi dan kepentingannya yang disesuaikan dengan tantangan tugas yang dihadapi;

2) logistik

a) penggunaan logistik dalam Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) disesuaikan dengan ancaman dan gangguan Kamtibmas yang dihadapi, bersumber dari:

1) logistik yang dimiliki oleh masing-masing fungsi, yang disesuaikan dengan sasaran yang dihadapi; dan

2) dapat meminta bantuan logistik dari unsur Slog;

3)   anggaran

penggunaan anggaran bersumber dari anggaran RKA-KL/DIPA dan/ atau sumber dana lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
k.     fungsi fungsi bantuan dan pendukung dalam Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD).

Dalam rangka pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) dapat melibatkan fungsi bantuan dan fungsi pendukung;

2. Pengorganisasian

a.     struktur organisasi

menggunakan struktur organisasi tertentu yaitu gabungan dari dua atau lebih fungsi utama, dapat dibantu oleh fungsi fungsi bantuan dan pendukung serta pelibatan pihak lain diluar Polri (eksternal)

1)  penanggung jawab:

Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) Gabungan Fungsi Utama Internal Polri dan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan Gabungan Fungsi Utama Internal Polri dan atau Stakeholders:
a) penanggung jawab pada tingkat Mabes Polri adalah Kapolri;

b) penangung jawab pada tingkat Polda adalah (Kapolda);

c) penangung jawab pada tingkat Polres adalah (Kapolres); dan

d) penangung jawab pada tingkat Polsek adalah Kapolsek;

2) pengendali:

a) Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan Gabungan Fungsi Utama Internal Polri;

(1) pengendali pada tingkat Mabes Polri adalah Asops Kapolri;

(2) pengendali pada tingkat Polda adalah Karoops;

(3) pengendali pada tingkat Polres adalah Kabagops; dan

(4) pengendali pada tingkat Polsek adalah Perwira atau pejabat yang ditunjuk;

b) Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan Gabungan Fungsi Utama Internal Polri dan atau Stakeholders;

pengendali pada tingkat Mabes Polri adalah Kasatgas yang ditunjuk oleh Kapolri; 
3) satuan tugas:

a) masing-masing kesatuan kepolisian yang menyelenggarakan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan Gabungan Fungsi Utama Internal Polri  membentuk tim satuan tugas sesuai kebutuhan, sedangkan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan Gabungan Fungsi Utama Internal Polri dan atau Stakeholders membentuk tim satuan tugas sesuai kebutuhan;
b) jumlah fungsi utama dalam tim satuan tugas yang terlibat dalam Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan Gabungan Fungsi Utama Internal Polri serta Gabungan Fungsi Utama Internal Polri dan/atau Stakeholders disesuaikan dengan kepentingannya;

c) jumlah personel dalam tim satuan tugas Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan Gabungan Fungsi Utama Internal Polri serta Gabungan Fungsi Utama Internal Polri dan/atau Stakeholders disesuaikan dengan peranannya; 

d) para kepala tim dan personel satuan tugas berasal dari pengemban fungsi utama yang ditunjuk; dan

e) personel yang dilibatkan dalam Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan Gabungan Fungsi Utama Internal Polri serta Gabungan Fungsi Utama Internal Polri dan/atau Stakeholders disesuaikan dengan kebutuhan;

b.     prinsip-prinsip dalam pengorganisasian:

1) adanya kesatuan perintah guna menghindari keraguan bertindak bagi pelaksana Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) di lapangan;

2) terjaminnya rentang kendali mulai dari Pimpinan Satuan, Penanggung Jawab, Pengendali hingga pada Satgas Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) di lapangan;

3) pendelegasian wewenang penyelenggaraan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) harus memiliki legalitas yang jelas; dan

4) adanya lapis-lapis kekuatan dan kemampuan untuk keperluan back-up Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD);

c.     administrasi dalam Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), berupa: 

1) administrasi Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) disusun terpisah dengan administrasi Kegiatan Rutin  dan dengan administrasi lainnya; dan

2) penyusunan administrasi dalam Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) adalah antara lain:

(a) Surat Perintah Tugas;

(b) Surat Perintah Penggeledahan;

(c) Surat Perintah Penyitaan;

(d) Surat Perintah Penangkapan;

(e) belangko/format yang diperlukan;

(f) administrasi anggaran; dan

(g) administrasi lainnya yang dibutuhkan;

3. Pelaksanaan

a. Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) dilaksanakan, dengan tahapan:

1) tahap persiapan

(a) penyiapan administrasi yang dibutuhkan dan pendistribusiannya;

(b) penyaluran dukungan anggaran;

(c) kesiapan logistik berupa alat kelengkapan perorangan dan satuan (Alut dan Alsus); 

(d) penjelasan-penjelasan, tentang:

(1) sasaran kegiatan;

(2) cara bertindak;

(3) pelibatan kekuatan, baik personel, logistik yang digunakan;

(4) penggunaan anggaran kegiatan;

(5) pelaksanaan kegiatan;

(6) pengendalian kegiatan; dan

(7) keberhasilan yang diharapkan;

(e) drill-drill yang dibutuhkan dan disesuaikan dengan cara betindak yang ditentukan dalam penyelenggaraan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD);

2) tahap pelaksanaan:

(a) Acara Pimpinan Pasukan (APP)/briefing, berupa:

(1) sasaran kegiatan;

(2) cara bertindak;

(3) pelibatan kekuatan, baik personel, logistik yang digunakan;

(4) penggunaan anggaran kegiatan;

(5) pelaksanaan kegiatan;

(6) pengendalian kegiatan; dan

(7) keberhasilan yang diharapkan; 

(b) petunjuk/arahan/penekanan yang perlu diperhatikan oleh para pelaksana; 

(c) peringatan-peringatan, berupa: risiko kegagalan yang mungkin dihadapi, kewaspadaan terhadap hal-hal yang merugikan secara pribadi atau satuan;

(d) tanya jawab antara pemberi AAP dengan pelaksana lapangan;

(e) ploting kekuatan personel dan alat perlengkapannya menghadapi sasaran;

(f) menggerakkan kekuatan ke tempat sasaran;

(g) melaksanakan kegiatan kepolisian; dan

(h) membuat Perkiraan Cepat (Kirpat) oleh fungsi Intelijen sesuai perkembangan dan/atau kebutuhan;

3) tahap akhir:

(a) konsolidasi

Konsolidasi dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan, berupa:

(1) pengecekan personel, baik dari jumlah maupun kondisi kesehatan;

(2) pengecekan logistik perorangan dan satuan yang digunakan; dan

(3) pengumpulan terhadap hal-hal yang dihasilkan dalam Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), baik berupa bahan keterangan maupun benda-benda (barang bukti) yang disita; 

(b) kaji ulang

Melakukan kegiatan penelaahan serta analisa dan evaluasi secara mendalam dan sistematis, terhadap:

(1) pelaksanaan kegiatan;

(2) hasil kegiatan; 

(3) hambatan-hambatan selama pelaksanaan kegiatan; dan

(4) lain-lain yang diperlukan;

(c) penyusunan laporan pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD);

b.     hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD):

1) terkendalinya PG, AG dan GN sehingga situasi Kamtibmas menjadi kondusif;

2) ancaman dan gangguan Kamtibmas tidak berkembang; dan

3) kepercayaan masyarakat terhadap Polri meningkat;

4. Pengendalian
a.     Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) dikendalikan melalui mekanisme, sebagai berikut:

1) pengendalian pada tingkat Mabes dilakukan melalui:

a) laporan hasil pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang diselenggarakan oleh satuan pelaksana tugas Mabes dan satuan pelaksana tugas Polda;

b) laporan insidentil pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang diselenggarakan oleh satuan pelaksana tugas Mabes dan satuan pelaksana tugas Polda; dan

c) Analisa dan Evaluasi (Anev) Pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang diselenggarakan oleh satuan pelaksana tugas Mabes dan satuan pelaksana tugas Polda; 

2) pengendalian pada tingkat Polda dilakukan melalui:

a) laporan hasil pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang diselenggarakan oleh satuan pelaksana tugas Polda dan satuan pelaksana tugas Polres;

b) laporan insidentil pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang diselenggarakan oleh satuan pelaksana tugas Polda dan satuan pelaksana tugas Polres; dan

c) Analisa dan Evaluasi (Anev) Pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang diselenggarakan oleh satuan pelaksana tugas Polda dan satuan pelaksana tugas Polres; 

3) pengendalian pada tingkat Polres dilakukan melalui:

a) laporan hasil pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang diselenggarakan oleh satuan pelaksana tugas Polres dan satuan pelaksana tugas Polsek;

b) laporan insidentil pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang diselenggarakan oleh satuan pelaksana tugas Polres dan satuan pelaksana tugas Polsek; dan

c) Analisa dan Evaluasi (Anev) Pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang diselenggarakan oleh satuan pelaksana tugas Polres dan satuan pelaksana tugas Polsek; 

4) pengendalian pada tingkat Polsek dilakukan melalui:

a) laporan hasil pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang diselenggarakan oleh satuan pelaksana tugas Unit Polsek;

b) laporan insidentil pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang diselenggarakan oleh satuan pelaksana tugas Unit Polsek; dan

c) Analisa dan Evaluasi (Anev) Pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) yang diselenggarakan oleh satuan pelaksana tugas Unit Polsek; 

b.     metode pengendalian dalam pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), adalah:

1) bersifat administratif;

a) laporan insidentil;

b) analisa dan evaluasi;

c) gelar perkara; dan

d) pengawasan dan pemeriksaan (Wasrik);

2) bersifat teknis dan taktis;

a) pengendalian melekat pada jabatan dalam Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD);

b) penunjukan terhadap pejabat yang bertanggung jawab sebagai pengendali langsung di lapangan;

c) asistensi dan/atau supervisi;

d) inspeksi mendadak (on the spot); dan

e) melakukan penilaian tingkat keberhasilan pelaksanaan Kegiatan Kepolisian Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD); 

c.    sasaran dan waktu pengendalian:

1) sasaran pengendalian:

a) pemilihan dan penentuan sasaran;

b) cara bertindak;

c) kekuatan personel;

d) pelibatan kekuatan dari fungsi bantuan khusus dan/atau dari Stakeholders, jika ada. 

e) Alut dan/atau Alsus yang digunakan;

f) penggunaan anggaran;

g) produk-produk tertulis tertentu;

h) cara pengamanan dan penyelesaian akhir; dan

i) urut-urutan tindakan;

2) waktu pengendalian:

a) sebelum pelaksanaan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD);

b) selama Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) berlangsung; dan

c) akhir Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD);

d. analisa dan evaluasi

Apabila Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) belum menunjukkan hasil yang maskimal, baik ditinjau dari segi kuantitas maupun kualitas dalam menangani sasaran, dan didukung dengan kirsus intelijen maka dapat direncanakan dan melaksanakan Operasi Kepolisian.

D. Ketentuan Pemberian Dukungan Dalam Kegiatan Kepolisian 
1. Fungsi bantuan

a.     fungsi bantuan adalah penanggung jawab secara teknis atas bantuan yang diberikan kepada fungsi utama, sedangkan penerima bantuan adalah penanggung jawab secara taktis;

b.     fungsi bantuan, selain melaksanakan tugas pokok dan perannya masing-masing juga memberikan bantuan kepada fungsi utama apabila ada permintaan dari fungsi utama;

c.    pemberian bantuan kepada fungsi utama atas perintah:
1) untuk tingkat Mabes Polri oleh Kapolri;

2) untuk tingkat Polda oleh Kapolda; dan

3) untuk tingkat Polres oleh Kapolres;

d.     perbantuan kekuatan kepada fungsi utama/Satwil yang bersifat BKO Fungsi bantuan pada fungsi teknis bersifat Bawah Kendali Operasi (BKO); dan

e.     logistik dan anggaran dibebankan kepada fungsi utama/satwil yang meminta Bawah Kendali Operasi (BKO) atau sesuai dengan kebijakan pimpinan;

2. Fungsi pendukung

fungsi pendukung mempersipkan personel, logistik dan anggaran sesuai permintaan fungsi utama/Satwil atas perintah:

a.    untuk tingkat Mabes Polri oleh Kapolri;

b.    untuk tingkat Polda oleh Kapolda; dan

c.    untuk tingkat Polres oleh Kapolres.
E. Format Administrasi Manajemen Operasi Kepolisian
a. Format administrasi rutin

b. Format administrasi rutin yang ditingkatkan 
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Manajemen operasi kepolisian

A. Pengertian dan Dasar Manajemen Operasi Kepolisian
1. Pengertian
Operasi Kepolisian adalah serangkaian kegiatan Polri yang diorganisir secara khusus dalam rangka pencegahan, penanggulangan dan penindakan terhadap gangguan Kamtibmas yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran/target operasi, cara bertindak, kekuatan personel, dukungan logistik dan anggaran tertentu.
2. Dasar

a. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia
B. Manajemen Operasi Kepolisian Terpusat
Operasi Kepolisian Terpusat merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dalam rangka penanggulangan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang dilaksanakan dalam kurun waktu, sasaran, Cara Bertindak (CB), pelibatan kekuatan dan dukungan sumber daya tertentu oleh beberapa fungsi kepolisian serta memiliki Target Operasi (TO) dan Satuan Tugas (Satgas) yang diselenggarakan pada tingkat Mabes Polri.

Operasi Kepolisian Terpusat terbagi dalam 3 (tiga), yaitu:

1. Mabes Polri secara mandiri:
a.    perencanaan 
perencanaan penyelenggaraan Operasi Kepolisian Terpusat oleh Mabes Polri secara mandiri dilakukan dengan tahapan:

1) rencana perencanaan operasi, Asops Kapolri melaksanakan kegiatan:

a) meminta Kirsus Intelijen untuk mendasari dalam penyusunan perencanaan rencana operasi;

b) rapat koordinasi dengan fungsi operasional untuk melaksanakan Analisis dan Evaluasi (Anev) terhadap perkembangan Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Sitkamtibmas), kalender Kamtibmas, kegiatan pemerintah, kegiatan masyarakat secara periodik, untuk kesiapan  pelaksanaan  operasi; dan
c) melaporkan kepada Kapolri tentang operasi yang akan dilaksanakan yang berisi tentang jenis operasi, sifat operasi, bentuk operasi, fungsi yang dikedepankan dan fungsi yang diikutsertakan;

2) perencanaan operasi, Asops Kapolri melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a) menyiapkan direktif pelaksanaan kegiatan perencanaan operasi;

b) menyelenggarakan rapat koordinasi dengan fungsi yang dikedepankan, fungsi yang diikutsertakan dan/atau stakeholders/pemangku kepentingan sesuai kebutuhan;

c) menyusun Rencana Operasi (Renops) dengan mendasari  Kirsus Intelijen;
d) menyiapkan dan menyusun rencana pengamanan (Renpam) (bila diperlukan); 
e) menyusun Rencana Garis Besar (RGB) Latihan praoperasi (Latpraops) yang berisi tentang tema, waktu, tempat, materi dan dukungan anggaran Latpraops;

f) membuat Surat Perintah Operasi (Sprinops) dan pelibatan personel; 
g) menyusun HTCK operasi yang dilampirkan dalam Rencana Operasi (Renops); 

h) menyiapkan format laporan/belangko dan dokumen lain yang diperlukan dalam Renops;

i) menyiapkan tanda pengenal operasi Kepolisian berupa pita  dan menyiapkan ban lengan, dengan ketentuan: 

(1) operasi Intelijen tidak menggunakan tanda operasi;
(2) operasi penegakan hukum tidak menggunakan tanda operasi kecuali operasi lalu lintas mengunakan pita warna biru;  
(3) operasi pengamanan kegiatan menggunakan warna merah putih;

(4) operasi pemeliharaan keamanan menggunakan warna merah; dan
(5) operasi pemulihan keamanan menggunakan warna kuning; 

pita operasi digunakan oleh seluruh anggota yang terlibat operasi, khusus pejabat operasi menggunakan ban lengan berwarna kuning di sebelah kiri;

j) merencanakan dan menyusun dukungan anggaran dan logistik operasi kepolisian yang dilampirkan dalam Rencana Operasi (Renops); 

k) menyiapkan ruang Posko operasi yang berisi piranti lunak, piranti keras dan panel data dalam bentuk manual dan/atau digital;
l) membuat  Perintah Operasi (PO); dan

m) menyusun dan melaksanakan asistensi dan/atau supervisi;
3) pelaporan tentang kesiapan pelaksanaan operasi, Asops Kapolri melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a) memaparkan Rencana Operasi (Renops) di hadapan Kapolri yang dihadiri para pejabat yang diikutsertakan dalam operasi kepolisian; dan

b) menyerahkan Rencana Operasi (Renops) kepada pejabat operasi kepolisian, dilanjutkan pengarahan dan pernyataan Kapolri tentang dimulainya operasi Kepolisian;

b.    pengorganisasian
1) dalam pengorganisasian penyelenggaraan Operasi Kepolisian Terpusat oleh Mabes Polri secara mandiri, maka susunan organisasi  dibagi dalam unsur-unsur, yang meliputi:
a) unsur pimpinan, terdiri dari:
(1) Penanggung Jawab Kebijakan Operasi (PJKO) dijabat oleh Kapolri; dan
(2) Wakil Penanggung Jawab Kebijakan Operasi (Wakil PJKO) dijabat oleh Wakil Kapolri (Wakapolri);
b) Kepala Pengawasan Operasi (Kawasops) dijabat oleh Irwasum Polri;
c) unsur staf pimpinan, Kepala Perencanaan dan Pengendalian Operasi (Karendalops) dijabat oleh Asops Kapolri, khusus Operasi Intelijen dijabat oleh Pejabat dari unsur ops pada Baintelkam, dalam pelaksanaan tugasnya  dibantu:

(1) Kepala Sekretariat Operasi (Kasetops) dijabat oleh Karobinops Sops Polri atau pejabat yang ditunjuk dari unsur Sops Polri, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Perencanaan Administrasi Operasi (Karenminops) dijabat oleh pejabat unsur Ops dari fungsi utama yang dikedepankan atau pejabat yang ditunjuk dan Kepala Administrasi Logistik Operasi (Kaminlogops) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari fungsi utama yang dikedepankan atau pejabat yang ditunjuk; dan 
(2) Kepala Pusat Pengendalian Operasi (Kapusdalops) dijabat oleh Karodalops Sops Polri atau pejabat yang ditunjuk dari unsur Sops Polri, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Data Operasi (Kadataops) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari unsur Sops Polri atau pejabat yang ditunjuk serta Kepala Analisa dan Evaluasi Operasi (Kaanevops) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari unsur Anev di Sops Polri atau pejabat yang ditunjuk;

d) unsur pelaksana, terdiri dari:

Kepala Operasi (Kaops) dijabat oleh pejabat dari fungsi utama yang dikedepankan, Wakil Kepala Operasi (Wakaops) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari fungsi utama lainnya dan dibantu oleh Kepala Administrasi Operasi (Kaminops) dijabat oleh pejabat unsur ops yang ditunjuk dari Satker Kepala Operasi dan Kepala Pos Komando (Kaposko) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari Satker Kepala Operasi serta Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) dijabat oleh pejabat  yang ditunjuk dari fungsi utama yang dikedepankan atau fungsi utama lainnya. 

Tugas dan peran Satgas satu dan seterusnya disesuaikan dengan Tupoksi Operasi yang dilaksanakan;

2) tugas dan tanggung jawab pada Operasi Kepolisian Terpusat oleh Mabes Polri secara Mandiri, meliputi:

a) PJKO, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) menetapkan arah kebijakan operasi; dan
(2) memberikan direktif penyelenggaraan operasi;

b) Wakil PJKO, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) membantu tugas PJKO dalam penetapan arah kebijakan dan pelaksanaan operasi kepolisian;

(2) memberikan saran dan pertimbangan kepada tugas PJKO;  
(3) mewakili tugas PJKO apabila berhalangan dan melaporkan hasilnya pada kesempatan pertama; dan 
(4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;

c) Kawasops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
(1) melaksanakan pengawasan operasi yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian operasi; dan

(2) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;
d) Karendalops, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(1) menerima arahan atau petunjuk dari PJKO untuk diteruskan kepada pelaksana operasi;

(2) menjabarkan dan meneruskan arahan atau petunjuk dari  PJKO kepada pelaksana operasi;   
(3) menyusun dan menyiapkan rencana administrasi operasi; 
(4) melaksanakan rapat koordinasi dengan fungsi operasional yang dilibatkan/stakeholders; 

(5) memimpin pelaksanaan Anev operasi secara periodik;  
(6) memberikan saran masukan kepada Kaops; 

(7) mengoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi di bawahnya: dan

(8) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;

e) Kasetops, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(1) melaksanakan tugas kesekretariatan operasi;

(2) mengoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi di bawahnya: 

(3) mengikuti  pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan
(4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Karendalops;

f) Karenminops, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(1) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas administrasi operasi;

(2) menyalurkan anggaran operasi serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran (Perwabku);

(3) menyiapkan format dan/atau blangko dan dokumen lain yang diperlukan;
(4) menyelenggarakan Latpraops;

(5) membuat laporan penyelenggarakan Latpraops
(6) menyusun dan mengirim Perintah Operasi (PO); dan
(7) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasetops;

g) Kaminlogops, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(1) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas administrasi logistik;

(2) menyalurkan kebutuhan logistik;

(3) melaksanakan pengecekan dan pembagian dukungan logistik operasi kepolisian sesuai kebutuhan;

(4) menyiapkan bekal kesehatan berkerja sama dengan Dokkes; 

(5) menyiapkan akses komunikasi (voice data video/teleconference, internet, faximile, handy talky dan telepon); dan
(6) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasetops;

h) Kapusdalops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pengendalian  operasi;

(2) mengoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya: 

(3) mengikuti  pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan
(4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Karendalops;

i) Kadataops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas penyiapan data operasi;

(2) menyiapkan data tentang peta situasi, struktur organisasi, tugas pokok, pelaksanaan, administrasi dan komando pengendalian operasi kepolisian yang ditempatkan di ruangan posko operasi dalam bentuk manual dan/atau digital;

(3) mengumpulkan, memperbarui dan menyajikan data serta informasi terkait penyelenggaraan operasi kepolisian; dan
(4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalops;

j) Kaanevops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas analisa dan evaluasi;

(2) memimpin kegiatan analisa dan evaluasi serta melaporkan hasilnya kepada Kapusdalopspus;

(3) menyusun dan menyiapkan laporan analisa dan evaluasi operasi; dan
(4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalops;

k) Kaops, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(1) memimpin pelaksanaan operasi; 

(2) memberikan petunjuk dan arahan kepada Satgas;
(3) mengendalikan  Satgas sesuai dengan dinamika perkembangan situasi;

(4) melaksanakan pengecekan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Satgas di lapangan;  

(5) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan 
(6) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;

l) Wakaops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) memberikan saran pertimbangan dan membantu pelaksanaan tugas Kaops;

(2) mewakili dan mengendalikan pelaksanaan operasi, bila Kaops berhalangan dan melaporkan hasilnya kepada Kaops pada kesempatan pertama; 

(3) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan
(4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaops;

m) Kaminops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
(1) menyusun Rengiat harian dan mingguan Kaops;

(2) menghimpun Rengiat harian dan mingguan Kasatgas;

(3) membuat laporan hasil kegiatan harian, mingguan, insidentil dan tengah operasi; 

(4) membuat laporan akhir operasi; dan
(5) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaops;

n) Kaposko, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pengendalian posko operasi;

(2) menyiapkan Posko dan perlengkapannya, meliputi:
(a) instrumen data kejahatan, meliputi:
· Data Crime Total (CT);
· Data Crime Rate (CR);
· Data Crime Clearence (CC);
· Data Crime Clock;
· Data Crime Indek;
· Data Crime Pattern;
· Data Crime Trend;
· Modus Operandi kejahatan;
· peta kerawanan Kamtibmas;
· peta kekuatan;
· peta pengendalian operasi; dan
· data-data lain sesuai perkembangan situasi;
(b) instrumen data kerusuhan masa, meliputi:

· data unjuk rasa;
· data keramaian; 

· dabulasi data rusuh masa (Riot);
· data kerugian/korban akibat rusuh massa;
· data pengerahan petugas;
· plotting data rusuh massa;
· peta lokasi kerawanan rusuh massa;
· peta kekuatan;
· peta pengendalian operasi; dan
· data-data lain sesuai perkembangan situasi;


(c) instrumen data bencana/bencana alam, meliputi:

· tabulasi data bencana;
· peta lokasi rawan bencana;
· data korban kerugian bencana;
· plotting data bencana;
· peta kejadian bencana;
· tabulasi data penanggulangan bencana;

· data kejahatan pada lokasi bencana;
· peta kekuatan;
· peta pengendalian operasi; dan
· data-data lain sesuai perkembangan situasi;
(d) instrumen data kecelakaan, antara lain:

· data kecelakaan darat, laut dan udara;
· data kecelakaan kerja;
· data pelanggaran angkutan darat, laut dan udara;
· data korban/kerugian akibat kecelakaan;

· tabulasi data kecelakaan;
· peta lokasi rawan kecelakaan;
· rekayasa lalu lintas;
· peta kekuatan;
· peta pengendalian operasi; dan
· data-data lain sesuai perkembangan situasi;
(3) memimpin, mengawasi dan mengendalikan seluruh petugas Posko;

(4) mengatur jadwal tugas Posko;

(5) menerima dan menghimpun laporan hasil pelaksanaan tugas Satgas di lapangan; 

(6) memaparkan kegiatan operasi pada saat kunjungan supervisi atau Wasops; 
(7) mengisi buku mutasi, tabulasi kegiatan, tabulasi kejadian pelaksanaan operasi; dan 

(8) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaops;

o) Kasatgas, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) membuat Rengiat dan melaporkan hasil giat kepada Kaops dengan memberikan tembusan kepada Karendalops;

(2) menentukan Cara Bertindak (CB);

(3) memimpin Satgas dalam pengungkapan atau penyelesaian Target Operasi (TO);  

(4) mengendalikan operasional Satgas dilapangan; 

(5) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan 
(6) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaops;

c. pelaksanaan
Pelaksanaan penyelenggaraan Operasi Kepolisian Terpusat oleh Mabes Polri secara mandiri dilakukan dengan tahapan:

1) menyelengarakan gelar pasukan sebagai tanda dimulainya operasi Kepolisian yang bersifat terbuka;

2) Satgas operasi  kepolisian untuk menangani Target Operasi (TO) yang telah ditetapkan;

3) memonitor, memetakan dan plotting kegiatan operasi Kepolisian;

4) menghimpun dan mendata laporan harian hasil operasi Kepolisian;

5) membuat analisa dan evaluasi harian dan/atau mingguan;

6) membuat Perkiraan Cepat (Kirpat) perubahan Target Operasi (TO) berdasarkan hasil Anev;

7) membuat perubahan Cara Bertindak (CB) apabila terjadi perubahan Target Operasi (TO); dan
8) melaporkan pelaksanaan dan hasil operasi secara berjenjang kepada penanggung jawab kebijakan operasi melalui Karendalops;

d. pengendalian
pengendalian penyelenggaraan Operasi Kepolisian Terpusat oleh Mabes Polri secara mandiri dilakukan  dengan kegiatan:

1) memantau setiap pentahapan operasi dan hasil yang dicapai;

2) memberikan petunjuk dan arahan secara langsung, melalui surat atau voice data video (video conference);

3) melaksanakan asistensi dan supervisi;

4) melakukan konsolidasi sumber daya yang digunakan dalam operasi Kepolisian;

5) penilaian yang berpedoman pada standar keberhasilan operasional kepolisian;

6) melaksanakan kaji ulang/wash up; dan
7) pelaporan hasil akhir operasi Kepolisian kepada penanggungjawab Kebijakan Operasi tembusan Karendalops dalam waktu paling lambat 14 hari kerja setelah operasi berakhir, dengan memuat:

a) pendahuluan;

b) pelaksanaan; 

c) hasil yang dicapai; 

d) analisa dan evaluasi (memuat hasil yang dicapai dan kendala yang dihadapi);

e) kesimpulan dan saran; dan
f) penutup;

2. Mabes Polri dengan Mengikutsertakan Personel Kewilayahan
a.     perencanaan 
perencanaan penyelenggaraan Operasi Kepolisian Terpusat oleh Mabes Polri dengan mengikutsertakan personel kewilayahan dilakukan dengan tahapan:

1) rencana perencanaan operasi, Asops Kapolri melaksanakan kegiatan:

a) meminta Kirsus Intelijen untuk mendasari dalam penyusunan perencanaan rencana operasi ;
b) rapat koordinasi dengan fungsi operasional untuk melaksanakan Analisa dan Evaluasi (Anev) terhadap perkembangan Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Sitkamtibmas), kalender Kamtibmas, kegiatan pemerintah, kegiatan pemerintah secara periodik untuk kesiapan pelaksanaan operasi; dan

c) melaporkan kepada Kapolri tentang operasi yang akan dilaksanakan yang berisi tentang jenis operasi, sifat operasi, bentuk operasi, fungsi yang dikedepankan dan fungsi yang diikutsertakan;

2) perencanaan operasi, Asops Kapolri melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a) menyiapkan direktif pelaksanaan kegiatan perencanaan operasi;

b) menyelenggarakan rapat koordinasi dengan fungsi yang dikedepankan, fungsi yang diikutsertakan dan/atau stakeholders/pemangku kepentingan sesuai kebutuhan;

c) menyusun Rencana Operasi (Renops) dengan mendasari  Kirsus Intelijen; 
d) menyiapkan dan menyusun rencana pengamanan (Renpam) (bila diperlukan); 
e) menyusun Rencana Garis Besar (RGB) Latihan praoperasi (Latpraops) yang berisi tentang tema, waktu, tempat, materi dan dukungan anggaran Latpraops;

f) membuat Surat Perintah Operasi (Sprinops) dan pelibatan personel;

g) menyusun HTCK operasi yang dilampirkan dalam Rencana Operasi (Renops);

h) menyiapkan format laporan/blangko dan dokumen lain yang diperlukan dalam Renops;

i) menyiapkan tanda pengenal operasi Kepolisian berupa pita  dan menyiapkan ban lengan, dengan ketentuan: 

(1) operasi Intelijen tidak menggunakan tanda operasi;
(2) operasi penegakan hukum tidak menggunakan tanda operasi kecuali operasi lalu lintas menggunakan pita warna biru; 

(3) operasi pengamanan kegiatan menggunakan warna merah putih;

(4) operasi pemeliharaan keamanan menggunakan warna merah; dan
(5) operasi pemulihan keamanan menggunakan warna kuning; 

pita operasi digunakan oleh seluruh anggota yang terlibat operasi, khusus pejabat operasi menggunakan ban lengan berwarna kuning di sebelah kiri;

j) merencanakan dan menyusun dukungan anggaran dan logistik operasi Kepolisian yang dilampirkan dalam Rencana Operasi (Renops); 

k) menyiapkan  ruang Posko operasi yang berisi piranti lunak, piranti keras dan panel data dalam bentuk manual dan/atau digital;
l) membuat  Perintah Operasi (PO); 

m) menyusun dan melaksanakan Asistensi dan/atau Supervisi;
n) memerintahkan Kapolda untuk menyiapkan kebutuhan personel yang diperlukan dalam operasi; 
o) menetapkan personel yang dilibatkan dalam operasi dengan surat perintah yang ditandatangani oleh Kapolri; dan
p) mempersiapkan penerimaan personel Satwil yang dilibatkan, administrasi, logistik dan anggaran pada Operasi Kepolisian Terpusat oleh Mabes Polri dengan mengikutsertakan personel kewilayahan;

3) pelaporan tentang kesiapan pelaksanaan operasi, Asops Kapolri melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a) memaparkan Rencana Operasi (Renops)  di hadapan Kapolri yang dihadiri para pejabat yang diikutsertakan dalam operasi Kepolisian; dan
b) menyerahkan Rencana Operasi (Renops) kepada pejabat operasi Kepolisian, dilanjutkan pengarahan dan pernyataan Kapolri tentang dimulainya operasi Kepolisian;

b.      pengorganisasian
1)  dalam pengorganisasian penyelenggaraan Operasi Kepolisian Terpusat oleh Mabes Polri dengan mengikutsertakan personel kewilayahan, maka susunan organisasi  dibagi dalam unsur-unsur, yang meliputi:
a) unsur pimpinan, terdiri dari:
(1) Penanggung jawab Kebijakan Operasi (PJKO) dijabat oleh Kapolri; dan
(2) Wakil Penanggung jawab Kebijakan Operasi (Wakil PJKO) dijabat oleh Wakil Kapolri (Wakapolri);

b) Kepala Pengawasan Operasi (Kawasops) dijabat oleh Irwasum Polri;
c) Unsur staf pimpinan, Kepala Perencanaan dan Pengendalian Operasi (Karendalops) dijabat oleh Asops Kapolri, dalam pelaksanaan tugasnya  dibantu:

(1) Kepala Sekretariat Operasi (Kasetops) dijabat oleh Karobinops Sops Polri atau pejabat yang ditunjuk dari unsur Sops Polri, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Perencanaan Administrasi Operasi (Karenminops) dijabat oleh pejabat unsur ops dari fungsi utama yang dikedepankan atau pejabat yang ditunjuk dan Kepala Administrasi Logistik Operasi (Kaminlogops) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari fungsi utama yang dikedepankan atau pejabat yang ditunjuk; dan 
(2) Kepala Pusat Pengendalian Operasi (Kapusdalops) dijabat oleh Karodalops Sops Polri atau pejabat yang ditunjuk dari  unsur Sops Polri, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Data Operasi (Kadataops) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari unsur sops Polri  atau pejabat yang ditunjuk serta Kepala Analisa dan Evaluasi Operasi (Kaanevops) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari unsur Anev di Sops Polri atau pejabat yang ditunjuk;

d) unsur pelaksana, terdiri dari:

Kepala Operasi (Kaops) dijabat oleh pejabat fungsi utama yang dikedepankan, Wakil Kepala Operasi (Wakaops), dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari fungsi utama lainnya dan dibantu oleh Kepala Administrasi Operasi (Kaminops) dijabat oleh pejabat unsur ops yang ditunjuk dari Satker Kepala Operasi dan Kepala Pos Komando (Kaposko) dijabat oleh pejabat unsur ops yang ditunjuk dari Satker Kepala Operasi serta Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari fungsi utama yang dikedepankan atau fungsi utama lainnya dan ditambah satgas BKO dari personel kewilayahan. 

Tugas dan peran Satgas satu dan seterusnya disesuaikan dengan Tupoksi Operasi yang dilaksanakan; 

2) 
tugas dan tanggung jawab pada Operasi Kepolisian Terpusat oleh Mabes Polri dengan mengikutsertakan personel kewilayahan, meliputi:

a) PJKO, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) menetapkan arah kebijakan operasi; dan
(2) memberikan direktif penyelenggaraan operasi;

b) Wakil PJKO, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) membantu tugas PJKO dalam penetapan arah kebijakan dan pelaksanaan operasi Kepolisian;

(2) memberikan saran pertimbangan kepada PJKO;  
(3) mewakili tugas PJKO apabila berhalangan dan melaporkan hasilnya pada kesempatan pertama; dan
(4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;

c) Kawasops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
(1) melaksanakan Pengawasan operasi yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian Operasi; dan

(2) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;
d) Karendalops, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(1) menerima arahan atau petunjuk dari PJKO untuk diteruskan kepada pelaksana operasi;

(2) menjabarkan dan meneruskan arahan atau petunjuk dari  PJKO kepada pelaksana operasi;  
(3) menyusun dan menyiapkan rencana administrasi operasi; 
(4) melaksanakan rapat koordinasi dengan fungsi operasional yang dilibatkan/stakeholders; 

(5) memimpin pelaksanaan Anev operasi secara periodik;  
(6) memberikan saran masukan kepada Kaops; 

(7) mengkoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya: dan

(8) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;

e) Kasetops, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(1) melaksanakan tugas kesekretariatan operasi;

(2) mengoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya; 
(3) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan
(4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Karendalops;

f) Karenminops, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(1) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas administrasi operasi;

(2) menyalurkan anggaran operasi serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran (Perwabku);

(3) menyiapkan format dan/atau belangko dan dokumen lain yang diperlukan;
(4) menyelenggarakan Latpraops;

(5) membuat laporan penyelenggarakan Latpraops;
(6) menyusun dan mengirim Perintah Operasi (PO); dan
(7) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasetops;

g) Kaminlogops, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(1) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas administrasi logistik;

(2) menyalurkan kebutuhan logistik;

(3) melaksanakan pengecekan dan pembagian dukungan logistik operasi Kepolisian sesuai kebutuhan;

(4) menyiapkan bekal kesehatan berkerja sama dengan Dokkes; 

(5) menyiapkan akses komunikasi (voice data video/teleconference, internet, faximile, handy talky dan telepon); dan
(6) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasetops;

h) Kapusdalops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pengendalian operasi;

(2) mengkoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya; 

(3) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan
(4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Karendalops;

i) Kadataops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas penyiapan data operasi;
(2) menyiapkan data tentang peta situasi, struktur organisasi, tugas pokok, pelaksanaan, administrasi dan Kodal operasi Kepolisian yang ditempatkan di ruangan posko operasi dalam bentuk manual dan/atau digital;
(3) mengumpulkan, memperbarui dan menyajikan data serta informasi terkait penyelenggaraan operasi Kepolisian; dan
(4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalops;
j) Kaanevops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas analisa dan evaluasi;
(2) memimpin kegiatan analisa dan evaluasi serta melaporkan hasilnya kepada Kapusdalopspus;

(3) menyusun dan menyiapkan laporan analisa dan evaluasi operasi; dan
(4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalops;

k) Kaops, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(1) memimpin pelaksanaan operasi;
(2) memberikan petunjuk dan arahan kepada Satgas;
(3) mengendalikan Satgas sesuai dengan dinamika perkembangan situasi;
(4) melaksanakan pengecekan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Satgas di lapangan; 
(5) melaksanakan koordinasi dengan Kapolda pada daerah operasi;

(6) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan
(7) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;

l) Wakaops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) memberikan saran pertimbangan dan membantu pelaksanaan tugas Kaops;

(2) mewakili dan mengendalikan pelaksanaan operasi, bila Kaops berhalangan dan melaporkan hasilnya kepada Kaops pada kesempatan pertama; 
(3) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik;  dan 
(4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaops.

m) Kaminops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) menyusun Rengiat harian dan mingguan Kaops;

(2) menghimpun Rengiat harian dan mingguan Kasatgas;

(3) membuat laporan hasil kegiatan harian, mingguan, insidentil dan tengah operasi; 

(4) membuat laporan akhir operasi; dan
(5) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaops;

n) Kaposko, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pengendalian posko operasi;

(2) menyiapkan Posko dan perlengkapannya, meliputi:
(a) instrumen data kejahatan, meliputi:
· Data Crime Total (CT);
· Data Crime Rate (CR);
· Data Crime Clearence (CC);
· Data Crime Clock;
· Data Crime Indek;
· Data Crime Pattern;
· Data Crime Trend;
· modus operandi kejahatan;
· peta kerawanan Kamtibmas;
· peta kekuatan;
· peta pengendalian operasi; dan
· data-data lain sesuai perkembangan situasi;
(b) instrumen data kerusuhan massa, meliputi:

· data unjuk rasa;
· data keramaian; 

· tabulasi data rusuh masa (Riot);
· data kerugian/korban akibat rusuh massa;
· data pengerahan petugas;
· plotting data rusuh massa;
· peta lokasi kerawanan rusuh massa;
· peta kekuatan;
· peta pengendalian operasi; dan
· data-data lain sesuai perkembangan situasi;


(c) instrumen data bencana/bencana alam, meliputi:

· tabulasi data bencana;
· peta lokasi rawan bencana;
· data korban kerugian bencana;
· plotting data bencana;
· peta kejadian bencana;
· tabulasi data penanggulangan bencana;

· data kejahatan pada lokasi bencana;
· peta kekuatan;
· peta pengendalian operasi; dan
· data-data lain sesuai perkembangan situasi;
(d) instrumen data kecelakaan, antara lain :

· data kecelakaan darat, laut dan udara;
· data kecelakaan kerja;
· data pelanggaran angkutan darat, laut dan udara;
· data korban/kerugian akibat kecelakaan;

· tabulasi data kecelakaan;
· peta lokasi rawan kecelakaan;
· rekayasa lalu lintas;
· peta kekuatan;
· peta pengendalian operasi; dan
· data-data lain sesuai perkembangan situasi;
(3) memimpin, mengawasi dan mengendalikan seluruh petugas Posko;

(4) mengatur jadwal tugas Posko;

(5) menerima dan menghimpun laporan hasil pelaksanaan tugas Satgas di lapangan; 

(6) memaparkan kegiatan operasi pada saat kunjungan supervisi atau Wasops; 
(7) mengisi buku mutasi, tabulasi kegiatan, tabulasi kejadian pelaksanaan operasi; dan
(8) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaops;

o) Kasatgas, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) membuat Rengiat dan melaporkan hasil giat kepada Kaops dengan memberikan tembusan kepada Karendalops;

(2) menentukan Cara Bertindak (CB);

(3) memimpin Satgas dalam pengungkapan atau penyelesaian Target Operasi (TO);  

(4) mengendalikan operasional tugas-tugas Satgas; 

(5) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik;  dan
(6) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaops;

c.     pelaksanaan
pelaksanaan penyelenggaraan Operasi Kepolisian Terpusat oleh Mabes Polri dengan mengikutsertakan personel kewilayahan dilakukan dengan tahapan:

1) menyelengarakan gelar pasukan sebagai tanda dimulainya operasi Kepolisian yang bersifat terbuka;

2) Satgas operasi  Kepolisian untuk menangani Target Operasi (TO) yang telah ditetapkan;

3) memonitor, memetakan dan plotting kegiatan operasi Kepolisian;

4) menghimpun dan mendata laporan harian hasil operasi Kepolisian;

5) membuat analisa dan evaluasi harian dan/atau mingguan;

6) membuat Perkiraan Cepat (Kirpat) perubahan Target Operasi (TO) berdasarkan hasil Anev; 

7) membuat perubahan Cara Bertindak (CB) apabila terjadi perubahan Targrt Operasi (TO); dan
8) melaporkan pelaksanaan dan hasil operasi secara berjenjang kepada penanggung jawab kebijakan operasi melalui Karendalops;

d.     pengendalian
pengendalian penyelenggaraan Operasi Kepolisian Terpusat oleh  Mabes Polri dengan mengikutsertakan personel kewilayahan dilakukan  dengan kegiatan:

1) memantau setiap pentahapan operasi dan hasil yang dicapai;

2) memberikan petunjuk dan arahan secara langsung, melalui surat atau voice data video (video conference);

3) melaksanakan asistensi dan supervisi;

4) melakukan konsolidasi sumber daya yang digunakan dalam operasi Kepolisian;

5) penilaian yang berpedoman pada standar keberhasilan operasional kepolisian;

6) melaksanakan kaji ulang/wash up;

7) pergeseran personel kewilayahan dari Mabes Polri ke Polda; 
8) pelaporan hasil akhir operasi Kepolisian kepada penanggungjawab Kebijakan Operasi tembusan Karendalops dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah operasi berakhir, dengan memuat:

a) pendahuluan;

b) pelaksanaan; 

c) hasil yang dicapai; 

d) analisa dan evaluasi (memuat hasil yang dicapai dan kendala yang dihadapi);

e) kesimpulan dan saran; dan

f) penutup;

3. Mabes Polri dan Satwil:
a.     perencanaan 
1) perencanaan penyelenggaraan Operasi Kepolisian Terpusat oleh Mabes Polri dan Satwil, dilakukan dengan tahapan:

a) Mabes Polri:

(1) rencana perencanaan operasi, Asops Kapolri melaksanakan kegiatan:

(a) meminta Kirsus Intelijen untuk mendasari dalam penyusunan perencanaan rencana operasi; 

(b) rapat koordinasi dengan fungsi operasional untuk melaksanakan Analisa dan Evaluasi (Anev) terhadap perkembangan Situasi Keamananan dan Ketertiban Masyarakat (Sitkamtibmas) kalender Kamtibmas, kegiatan pemerintah, kegiatan masyarakat secara periodik untuk kesiapan pelaksanaan operasi; dan
(c) melaporkan kepada Kapolri tentang operasi yang akan dilaksanakan yang berisi tentang jenis operasi, sifat operasi, bentuk operasi, fungsi yang dikedepankan dan fungsi yang diikutsertakan;

(2) perencanaan operasi, Asops Kapolri melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
(a) menyiapkan direktif pelaksanaan kegiatan perencanaan operasi;

(b) menyelenggarakan rapat koordinasi dengan fungsi yang diikutsertakan, para Kapolda dan/atau stakeholders/pemangku kepentingan sesuai kebutuhan;

(c) menyusun Rencana Operasi (Renops) dengan mendasari  Kirsus Intelijen;
(d) mengirimkan Rencana Operasi (Renops) ke Polda jajaran;
(e) menyiapkan dan menyusun rencana pengamanan (Renpam) (bila diperlukan); 
(f) menyusun Rencana Garis Besar (RGB) Latihan Praoperasi (Latpraops) yang berisi tentang tema, waktu, tempat, materi dan dukungan anggaran Latpraops;

(g) membuat Surat Perintah Operasi (Spriops)  dan pelibatan personel;

(h) menyusun HTCK operasi yang dilampirkan dalam Rencana Operasi (Renops); 

(i) menyiapkan format laporan/blangko dan dokumen lain yang diperlukan dalam Renops;

(j) menyiapkan tanda pengenal operasi Kepolisian berupa pita  dan menyiapkan ban lengan, dengan ketentuan: 

· operasi Intelijen tidak menggunakan tanda operasi;
· operasi penegakan hukum tidak menggunakan tanda operasi kecuali operasi lalu lintas mengunakan pita warna biru;  
· operasi pengamanan kegiatan menggunakan warna merah putih;

· operasi pemeliharaan keamanan menggunakan warna merah; dan
· operasi pemulihan keamanan menggunakan warna kuning; 

pita operasi digunakan oleh seluruh anggota yang terlibat operasi, khusus pejabat operasi menggunakan ban lengan berwarna kuning di sebelah kiri;

(k) 
merencanakan dan menyusun dukungan anggaran dan logistik operasi Kepolisian yang dilampirkan dalam Rencana Operasi (Renops); 

(l) 
menyiapkan  ruang Posko operasi yang berisi piranti lunak, piranti keras dan panel data dalam bentuk manual dan/atau digital;

(m) 
membuat  Perintah Operasi (PO); dan

(n) 
menyusun dan melaksanakan Asistensi dan/atau Supervisi;

(3) pelaporan tentang kesiapan pelaksanaan operasi, Asops Kapolri melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
(a) memaparkan Rencana Operasi (Renops) dihadapan Kapolri yang dihadiri para pejabat yang diikutsertakan dalam operasi Kepolisian serta melibatkan para Kapolda dapat dilaksanakan melalui sarana Vicon; dan
(b) menyerahkan Rencana Operasi (Renops) kepada pejabat operasi, dilanjutkan pengarahan dan pernyataan Kapolri tentang dimulainya operasi Kepolisian; dan

(c) mengirimkan  Perintah Operasi (PO) kePolda jajaran bahwa pelaksanaan Operasi dimulai pada jam J dan Renops berubah menjadi Perintah Operasi (PO);
b) tingkat Polda:
(1) rencana perencanaan operasi, Karoops Polda melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
(a) meminta Kirsus Intelijen untuk mendasari dalam penyusunan perencanaan rencana operasi tingkat Polda;

(b) rapat koordinasi dengan fungsi operasional untuk melaksanakan Analisa dan Evaluasi (Anev) terhadap perkembangan Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Sitkamtibmas), kalender Kamtibmas, kegiatan pemerintah, kegiatan masyarakat secara periodik untuk kesiapan pelaksanaan operasi; dan

(c) melaporkan kepada Kapolda tentang operasi yang akan dilaksanakan yang berisi tentang jenis operasi, sifat operasi, bentuk operasi, fungsi yang dikedepankan dan fungsi yang diikutsertakan;

(2) perencanaan, Karoops Polda melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

(a) menjabarkan direktif pelaksanaan kegiatan perencanaan operasi dari Mabes Polri untuk tingkat Polda;

(b) menyelenggarakan rapat koordinasi dengan fungsi yang diikutsertakan, para Kapolres dan/atau stakeholders/pemangku kepentingan sesuai kebutuhan;

(c) menyusun Rencana Operasi (Renops) dengan mendasari Renops Mabes Polri dan Kirsus Intelijen; 

(d) menyiapkan dan menyusun rencana pengamanan (Renpam) (bila diperlukan); 
(e) menyusun Rencana Garis Besar (RGB) Latihan Praoperasi (Latpraops) yang berisi tentang tema, waktu, tempat, materi dan dukungan anggaran Latpraops; 
(f) membuat Surat Perintah personel yang terlibat operasi yang dijadikan lampiran dalam  Rencana Operasi (Renops); 
(g) menyusun HTCK operasi yang dilampirkan dalam Renops; 

(h) menyiapkan format laporan/blangko dan dokumen lain yang diperlukan dalam Renops;

(i) menyiapkan tanda pengenal operasi Kepolisian berupa pita  dan menyiapkan ban lengan, dengan ketentuan: 

· operasi intelijen tidak menggunakan tanda operasi;
· operasi penegakan hukum tidak menggunakan tanda operasi kecuali operasi lalu lintas mengunakan pita warna biru;  
· operasi pengamanan kegiatan menggunakan warna merah putih;

· operasi pemeliharaan keamanan menggunakan warna merah; dan
· operasi pemulihan keamanan menggunakan warna kuning; 

pita operasi digunakan oleh seluruh anggota yang terlibat operasi, khusus pejabat operasi menggunakan ban lengan berwarna kuning di sebelah kiri;

(j) merencanakan dan menyusun dukungan anggaran dan logistik operasi Kepolisian yang dilampirkan dalam Rencana Operasi (Renops); 

(k) menyiapkan  ruang Posko operasi yang berisi piranti lunak, piranti keras dan panel data dalam bentuk manual dan/atau digital;
(l) membuat  Perintah Operasi (PO); dan
(m) menyusun Rencana Asistensi dan/atau Supervisi;

(3) pelaporan tentang kesiapan pelaksanaan operasi, Karo Ops Polda melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

(a) memaparkan Rencana Operasi (Renops) di hadapan Kapolda yang dihadiri para pejabat yang diikutsertakan dalam operasi Kepolisian dan Kapolres jajaran;

(b) menyerahkan Rencana Operasi (Renops) kepada pejabat operasi dan Kapolres jajaran; dan
(c) menerima dan menjawab Perintah Operasi (PO) dari Kapolri bahwa sudah mengerti dan siap melaksanakan serta meneruskan Perintah Operasi (PO) ke Kapolres jajaran;
c) tingkat Polres
(1) rencana perencanaan operasi, Kabagops Polres melaksanakan kegiatan, sebagai berikut:
(a) meminta Kirsus Intelijen untuk mendasari dalam penyusunan perencanaan rencana operasi tingkat Polres;
(b) rapat koordinasi dengan fungsi operasional untuk melaksanakan Analisa dan Evaluasi (Anev) terhadap perkembangan Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Sitkamtibmas), kalender Kamtibmas, kegiatan pemerintah, kegiatan masyarakat secara periodik untuk kesiapan pelaksanaan operasi; dan

(c) melaporkan kepada Kapolres tentang operasi yang akan dilaksanakan yang berisi tentang jenis operasi, sifat operasi, bentuk operasi, fungsi yang dikedepankan dan fungsi yang diikutsertakan;

(2) perencanaan, Kabagops Polres melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

(a) menjabarkan direktif pelaksanaan kegiatan perencanaan operasi dari tingkat Polda untuk tingkat Polres;

(b) menyelenggarakan rapat koordinasi dengan fungsi yang diikutsertakan, para Kapolsek dan/atau stakeholders/pemangku kepentingan sesuai kebutuhan;

(c) menyusun Rencana Operasi (Renops) dengan mendasari Rencana Operasi (Renops) Polda dan Kirsus Intelijen; 

(d) menyiapkan dan menyusun rencana pengamanan (Renpam) (bila diperlukan); 
(e) menyusun Rencana Garis Besar (RGB) Latihan praoperasi (Latpraops) yang berisi tentang tema, waktu, tempat, materi dan dukungan anggaran Latpraops; 
(f) membuat Surat Perintah personil yang terlibat operasi yang dijadikan lampiran dalam  Rencana Operasi (Renops); 
(g) menyusun HTCK operasi yang dilampirkan dalam Renops; 

(h) menyiapkan format laporan/blangko dan dokumen lain yang diperlukan dalam Renops;

(i) menyiapkan tanda pengenal operasi Kepolisian berupa pita  dan menyiapkan ban lengan, dengan ketentuan: 

· operasi Intelijen tidak menggunakan tanda operasi;
· operasi penegakan hukum tidak menggunakan tanda operasi kecuali operasi lalu lintas mengunakan pita warna biru;  
· operasi pengamanan kegiatan menggunakan warna merah putih;

· operasi pemeliharaan keamanan menggunakan warna merah; dan
· operasi pemulihan keamanan menggunakan warna kuning; 

pita operasi digunakan oleh seluruh anggota yang terlibat operasi, khusus pejabat operasi menggunakan ban lengan berwarna kuning di sebelah kiri; 

(j) merencanakan dan menyusun dukungan anggaran dan logistik operasi Kepolisian yang dilampirkan dalam Rencana Operasi (Renops); 

(k) menyiapkan  ruang Posko operasi yang berisi piranti lunak, piranti keras dan panel data dalam bentuk manual dan/atau digital;
(l) membuat  Perintah Operasi (PO); dan
(m) menyusun Rencana Asistensi dan/atau Supervisi;

(3) pelaporan tentang kesiapan pelaksanaan operasi, Kabagops Polres melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

(a) memaparkan Rencana Operasi (Renops) di hadapan Kapolres yang dihadiri para pejabat yang diikutsertakan dalam operasi Kepolisian dan Kapolsek jajaran;  
(b) menyerahkan Rencana Operasi (Renops) kepada pejabat operasi; dan

(c) menerima dan menjawab Perintah Operasi (PO) dari Kapolda bahwa sudah mengerti dan siap melaksanakan.
2) dalam hal penyelenggaraan Operasi Kepolisian Terpusat Mabes Polri dan Satwil, apabila Satwil  memerlukan bantuan (backup) dari satuan atas, maka Mabes Polri menyelenggarakan tugas dan tanggung jawab administrasi dan teknis, sedangkan Satwil menyelenggarakan tugas dan tanggung jawab administrasi dan taktis, dengan penjelasan sebagai berikut:

a) tugas dan tanggung jawab administrasi merupakan tugas dan tanggung jawab yang berada  pada Mabes Polri yang memberi backup dan Mabes Polri/Satwil yang menerima backup. Tugas dan tanggung jawab tersebut merupakan pelaksanaan tugas  pekerjaaan  yang terkait dengan penyiapan surat-menyurat, personel, logistik dan/atau anggaran sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan perkiraan khusus (Kirsus) yang terjadi;
b) tugas dan tanggung jawab administrasi merupakan tugas dan tanggung jawab yang berada  pada Polda yang memberi backup dan Polres yang menerima backup. Tugas dan tanggung jawab tersebut merupakan pelaksanaan tugas  pekerjaaan  yang terkait dengan penyiapan surat menyurat, personel, logistik dan/atau anggaran sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan perkiraan khusus (Kirsus) yang terjadi;
c) tugas dan tanggung jawab teknis merupakan tugas dan tanggung jawab yang berada pada satuan yang memberi backup berdasarkan situasi di lapangan; dan
d) tugas dan tanggung jawab taktis merupakan tugas dan tanggung jawab satuan yang menerima BKO;

b.    pengorganisasian 
1) dalam pengorganisasian penyelenggaraan Operasi Kepolisian Terpusat oleh Mabes Polri dan Satwil, susunan organisasi  dibagi dalam unsur-unsur, meliputi:
a) unsur pimpinan, terdiri dari:
(1) Penanggung jawab Kebijakan Operasi (PJKO) dijabat oleh Kapolri; dan
(2) Wakil Penanggung jawab Kebijakan Operasi (Wakil PJKO) dijabat oleh Wakil Kapolri (Wakapolri);
b) Kepala Pengawasan Operasi Pusat (Kawasopspus) dijabat oleh Irwasum Polri;

c) unsur staf pimpinan, Kepala Perencanaan dan Pengendalian Operasi Pusat (Karendalopspus) dijabat oleh Asops Kapolri, dalam pelaksanaan tugasnya  dibantu:

(1) Kepala Sekretariat Operasi Pusat (Kasetopspus) dijabat oleh Karobinops Sops Polri atau pejabat yang ditunjuk dari unsur Sops Polri, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Perencanaan Administrasi Operasi Pusat (Karenminopspus) dijabat oleh pejabat unsur ops dari fungsi utama yang dikedepankan atau pejabat yang ditunjuk dan Kepala Administrasi Logistik Operasi Pusat (Kaminlogopspus) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari fungsi utama yang dikedepankan atau pejabat yang ditunjuk; dan 
(2) Kepala Pusat Pengendalian Operasi Pusat (Kapusdalopspus) dijabat oleh Karodalops Sops Polri atau pejabat yang ditunjuk dari  unsur Sops Polri, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Data Operasi Pusat (Kadataopspus) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari unsur sops Polri atau pejabat yang ditunjuk serta Kepala Analisa dan Evaluasi Operasi Pusat (Kaanevopspus) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari unsur Anev di sops Polri atau pejabat yang ditunjuk;

d) unsur pelaksana Pusat, terdiri dari: 

Kepala Operasi Pusat (Kaopspus) dijabat oleh pejabat dari fungsi utama yang dikedepankan, Wakil Kepala Operasi  Pusat (Wakaopspus) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari fungsi utama lainnya dan dibantu oleh Kepala Administrasi Operasi (Kaminops) dijabat oleh pejabat unsur ops yang ditunjuk dari Satker Kepala Operasi dan Kepala Pos Komando (Kaposko) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari Satker Kepala Operasi serta Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari fungsi utama yang dikedepankan atau fungsi utama lainnya. 

Tugas dan peran Satgas satu dan seterusnya disesuaikan dengan Tupoksi Operasi yang dilaksanakan;

e) unsur pelaksana tingkat kewilayahan, terdiri dari:
(1) Polda:

i.
Kepala Operasi Polda (Kaopsda) dijabat oleh Kapolda;

ii.
Wakil Kepala Operasi  Polda (Wakaopsda) dijabat oleh Wakapolda;

iii.
Kepala Pengawasan Operasi Polda (Kawasopsda) dijabat oleh Irwasda;

iv.
Kepala Perencanaan Pengendalian Operasi Polda (Karendalopsda) dijabat oleh Karoops Polda, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu:

i)
Kepala Sekretariat Operasi Polda (Kasetopsda) dijabat oleh Kabagbinops Roops Polda atau pejabat yang ditunjuk, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Perencanaan Administrasi Operasi Polda (Karenminopsda) dijabat oleh pejabat  unsur ops dari fungsi utama yang dikedepankan atau pejabat yang ditunjuk, Kepala Administrasi Logistik Operasi Polda (Kaminlogopsda) dijabat oleh pejabat dari fungsi  utama yang dikedepankan; dan 

ii)
Kepala  Pusat Pengendalian Operasi Polda (Kapusdalopsda) dijabat oleh Kabagdalops Roops Polda atau pejabat yang ditunjuk dari  unsur Roops Polda, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Data Operasi Polda (Kadataopsda) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari unsur Roops Polda atau pejabat yang ditunjuk serta Kepala Analisa dan Evaluasi Operasi Polda (Kaanevopsda) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari unsur Anev di Roops Polda atau pejabat yang ditunjuk;
v.
Kepala Satuan Tugas operasi Polda (Kasatgasopsda) dijabat oleh pejabat dari fungsi utama yang dikedepankan dibantu oleh Wakil Kepala Satuan Tugas operasi Polda (Wakasatgasopsda) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari fungsi utama lainnya dan dibantu oleh Kepala Administrasi Operasi (Kaminops) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari Satker Kepala Operasi dan Kepala Pos Komando (Kaposko) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari Satker Kepala Operasi serta Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari fungsi utama yang dikedepankan atau fungsi utama  lainnya. Tugas dan peran Satgas 1 (satu) dan seterusnya disesuaikan dengan Tupoksi Operasi yang dilaksanakan. 

(2) Polres:

i. 
Kepala Operasi Polres (Kaopsres) dijabat oleh Kapolres;

ii.
Wakil Kepala Operasi  Polres (Wakaopsres) dijabat oleh Wakapolres;

iii.
Kepala Pengawasan Operasi Polres (Kawasopsres) dijabat oleh Kasiewas;

iv.
Kepala Perencanaan Pengendalian Operasi Polres (Karendalopsres) dijabat oleh Kabagops Polres, dalam pelaksanan tugasnya dibantu:

i) 
Kepala Sekretariat Operasi Polres (Kasetopsres) dijabat oleh Kasubagbinops Bagops Polres atau pejabat yang ditunjuk, dalam  pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Perencanaan Administrasi Operasi Polres (Karenminopsres) dijabat oleh pejabat unsur Ops dari fungsi utama yang dikedepankan atau pejabat yang ditunjuk dan Kepala Administrasi Logistik Operasi Polres (Kaminlogopsres) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari fungsi  utama yang dikedepankan atau pejabat yang ditunjuk;   

ii) 
Kepala Pusat Pengendalian Operasi Polres (Kapusdalopsres) dijabat oleh Kasubagdalops Bagops Polres atau pejabat yang ditunjuk dari unsur Bagops Polres, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Data Operasi Polres (Kadataopsres) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari unsur Bagops Polres atau pejabat yang ditunjuk serta Kepala Analisa dan Evaluasi Operasi Polres (Kaanevopsres) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari unsur Anev diBagops Polres atau pejabat yang ditunjuk; dan

iii)
 Kepala Pos Komando (Kaposko)  dijabat oleh pejabat yang ditunjuk;

v.
Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) dijabat oleh pejabat dari fungsi utama Polres.

Tugas dan peran Satgas 1 (satu) dan seterusnya disesuaikan dengan Tupoksi Operasi yang dilaksanakan;

f) 
tugas dan tanggung jawab pada Operasi Kepolisian Terpusat oleh Mabes Polri dan Satwil, meliputi:

(1) PJKO, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) menetapkan arah kebijakan operasi; dan
(b) memberikan direktif penyelenggaraan operasi;

(2) Wakil PJKO, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) membantu tugas PJKO dalam penetapan arah kebijakan pelaksanaan operasi Kepolisian;

(b) memberikan saran pertimbangan kepada PJKO; 

(c) mewakili tugas PJKO apabila berhalangan dan melaporkan hasilnya pada kesempatan pertama; dan
(d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;

(3) Kawasopspus, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
(a) melaksanakan pengawasan kebijakan Operasi yang diberikan arahan dan petunjuk PJKO;

(b) melaksanakan pengawasan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian Operasi; dan

(c) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;
(4) Karendalopspus, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(a) menerima arahan atau petunjuk dari PJKO tentang pelaksana operasi;

(b) menjabarkan dan meneruskan arahan atau petunjuk dari PJKO kepada pelaksana operasi;

(c) menyusun dan menyiapkan rencana administrasi operasi;
(d) melaksanakan rapat koordinasi dengan fungsi operasional yang dilibatkan/stakeholders;

(e) memimpin pelaksanaan Anev operasi secara periodik; 

(f) memberikan saran masukan dinamika operasi kepada Kaopspus dan Kaopsda;

(g) menerima laporan harian dan laporan akhir operasi dari Kaopspus dan Kaopsda;
(h) mengoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya; dan
(i) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;

(5) Kasetopspus, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(a) melaksanakan tugas kesekretariatan operasi;

(b) mengoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya; 
(c) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan
(d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Karendalopspus;

(6) Karenminopspus, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas administrasi operasi;
(b) menyalurkan anggaran operasi serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran (Perwabku);
(c) menyiapkan format dan/atau blangko dan dokumen lain yang diperlukan;

(d) menyelenggarakan Latpraops;

(e) membuat laporan penyelenggarakan Latpraops;
(f) menyusun dan mengirim Perintah Operasi (PO); dan
(g) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasetopspus;

(7) Kaminlogopspus, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas administrasi logistik;
(b) menyalurkan kebutuhan logistik;

(c) melaksanakan pengecekan dan pembagian dukungan logistik operasi Kepolisian sesuai kebutuhan;

(d) menyiapkan bekal kesehatan berkerja sama dengan Dokkes; 

(e) menyiapkan akses komunikasi (voice data video/teleconference, internet, faximile, handy talky, dan telepon); dan
(f) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasetopspus;

(8) Kapusdalopspus, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pengendalian operasi;

(b) mengoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya; 

(c) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan
(d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Karendalopspus;

(9) Kadataopspus, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas penyiapan data operasi;
(b) menyiapkan data tentang peta situasi, tugas pokok, pelaksanaan, administrasi, dan Kodal operasi Kepolisian yang ditempatkan di ruangan pengendalian operasi dalam bentuk manual dan/atau digital;
(c) mengumpulkan, memperbarui dan menyajikan data serta informasi terkait penyelenggaraan operasi Kepolisian; dan
(d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalopspus;

(10) Kaanevopspus, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas analisa dan evaluasi;
(b) memimpin kegiatan analisa dan evaluasi serta melaporkan hasilnya kepada Kapusdalopspus;

(c) menyusun dan menyiapkan laporan analisa dan evaluasi operasi; dan
(d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalopspus;
(11) Kaopspus, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(a) memimpin pelaksanaan operasi; 

(b) memberikan petunjuk dan arahan kepada Kasatgas;

(c) mengendalikan  Satgas sesuai dengan dinamika perkembangan situasi;

(d) melaksanakan pengecekan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Satgas; 

(e) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; 

(f)       melaporkan hasil kegiatan harian dan akhir Operasi kepada PJKO melalui Karendalopspus;  dan
(g) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;

(12) Wakaopspus, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) memberikan saran pertimbangan dan membantu pelaksanaan tugas Kaopspus;

(b) mewakili dan mengendalikan pelaksanaan operasi, bila Kaopspus berhalangan dan melaporkan hasilnya kepada Kaopspus pada kesempatan pertama; 

(c) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik;  dan
(d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaopspus;

(13) Kaminops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
(a) menyusun Rengiat harian dan mingguan Kaops;
(b) menghimpun Rengiat harian dan mingguan Kasatgas;

(c) membuat laporan hasil kegiatan harian, mingguan, insidentil dan tengah operasi; 

(d) membuat laporan akhir operasi; dan
(e) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaopspus;

(14) Kaposko, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pengendalian posko operasi;

(b) menyiapkan Posko dan perlengkapannya, meliputi:
· instrumen data kejahatan, meliputi:
· Data Crime Total (CT);
· Data Crime Rate (CR);
· Data Crime Clearence (CC);
· Data Crime Clock;
· Data Crime Indek;
· Data Crime Pattern;
· Data Crime Trend;
· modus operandi kejahatan;
· Peta kerawanan Kamtibmas (peta rawan situasi);
· peta kekuatan;
· peta pengendalian operasi; dan
· data-data lain sesuai perkembangan situasi;

· instrumen data kerusuhan masa, meliputi:

· data unjuk rasa;
· data keramaian; 

· tabulasi data rusuh massa (Riot);
· data kerugian/korban akibat rusuh massa;

· data pengerahan petugas;
· plotting data rusuh massa;
· peta lokasi kerawanan rusuh massa;

· peta kekuatan;
· peta pengendalian operasi; dan
· data-data lain sesuai perkembangan situasi;
· instrumen data bencana/bencana alam, meliputi:

· tabulasi data bencana;
· peta lokasi rawan bencana;
· data korban kerugian bencana;
· plotting data bencana;
· peta kejadian bencana;
· tabulasi data penanggulangan bencana;

· data kejahatan pada lokasi bencana;

· peta kekuatan;
· peta pengendalian operasi; dan
· data-data lain sesuai perkembangan situasi;

· 
instrumen data kecelakaan, antara lain:

· data kecelakaan darat, laut dan udara;
· data kecelakaan kerja;
· data pelanggaran angkutan darat, laut dan udara;
· data korban/kerugian akibat kecelakaan;
· tabulasi data kecelakaan;
· peta lokasi rawan kecelakaan;
· rekayasa lalu lintas;
· peta kekuatan;
· peta pengendalian operasi; dan
· data-data lain sesuai perkembangan situasi;

(c) memimpin, mengawasi dan mengendalikan seluruh petugas Posko;

(d) mengatur jadwal tugas Posko;

(e) menerima dan menghimpun laporan hasil pelaksanaan tugas Satgas di lapangan; 

(f) memaparkan kegiatan operasi pada saat kunjungan supervisi atau Wasops;
(g) mengisi buku mutasi, tabulasi kegiatan, tabulasi kejadian pelaksanaan operasi; dan 

(h) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalopspus;

(15) Kasatgas, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) membuat Rengiat dan melaporkan hasil giat kepada Kaopspus dengan memberikan tembusan kepada Karendalopspus;

(b) menentukan Cara Bertindak (CB);

(c) memimpin Satgas dalam pengungkapan atau penyelesaian Target Operasi (TO);  

(d) mengendalikan operasional pelaksanaan tugas-tugas Satgas; 

(e) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik;  dan
(f) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaopspus;

(16) Kaopsda, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(a) memimpin pelaksanaan operasi; 

(b) memberikan petunjuk dan arahan kepada seluruh pejabat operasi;
(c) mengendalikan pelaksanaan operasi  sesuai dengan dinamika perkembangan situasi di lapangan;
(d) melaksanakan pengecekan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Satgas; 
v.
mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; 

vi. 
melaporkan hasil kegiatan  harian dan akhir operasi kepada PJKO melalui Karendalopspus; dan
(g) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;

(17) Wakaopsda, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) memberikan saran pertimbangan dan membantu pelaksanaan tugas Kaopsda;

(b) mewakili dan mengendalikan pelaksanaan operasi, bila Kaopsda berhalangan dan melaporkan hasilnya kepada Kaops pada kesempatan pertama; dan
(c) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaopsda;

(18) Kawasopsda, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
(a) melaksanakan pengawasan pelaksanaan Operasi yang diberikan arahan dan petunjuk Kaopsda;

(b) melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Operasi; dan

(c) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaopsda;
(19) Karendalopsda, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(a) menerima arahan atau petunjuk dari Kaopsda tentang pelaksana operasi;

(b) menjabarkan dan meneruskan arahan atau petunjuk dari Kaopsda kepada pelaksana operasi;

(c) menyusun dan menyiapkan rencana administrasi operasi;
(d) melaksanakan rapat koordinasi dengan fungsi operasional yang dilibatkan/stake holder;

(e) memimpin pelaksanaan Anev operasi secara periodik;
(f) memberikan saran masukan kepada Kaopsda; 
(g) mengkoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya; dan
(h) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaopsda;

(20) Kasetopsda, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(a) melaksanakan tugas kesekretariatan operasi;

(b) mengoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya; 
(c) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan
(d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Karendalopsda;

(21) Karenminopsda, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas administrasi operasi;
(b) menyalurkan anggaran operasi serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran (Perwabku);

(c) menyiapkan format dan/atau blangko dan dokumen lain yang diperlukan;

(d) menyelenggarakan Latpraops;
(e) membuat laporan penyelenggaraan Latpraops;
(f) menyusun dan mengirim Perintah Operasi (PO); dan
(g) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada  Kasetopsda;

(22) Kaminlogopsda, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas administrasi logistik;
(b) menyalurkan kebutuhan logistik;

(c) melaksanakan pengecekan dan pembagian dukungan logistik operasi Kepolisian sesuai kebutuhan;

(d) menyiapkan bekal kesehatan bekerja sama dengan Dokkes;
(e) menyiapkan akses komunikasi (voice data video/teleconference, internet, faximile, handy talky, dan telepon); dan
(f) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasetopsda;

(23) Kapusdalopsda, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pengendalian operasi;
(b) mengoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya; 

(c) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan
(d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Karendalopsda;
(24) Kadataopsda, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas penyiapan data operasi;
(b) menyiapkan data tentang peta situasi, tugas pokok, pelaksanaan, administrasi, dan Kodal operasi Kepolisian yang ditempatkan di ruangan pengendalian operasi dalam bentuk manual dan/atau digital;
(c) mengumpulkan, memperbarui dan menyajikan data serta informasi terkait penyelenggaraan operasi Kepolisian; dan
(d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalopsda;

(25) Kaanevopsda, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas analisa dan evaluasi;
(b) memimpin kegiatan analisa dan evaluasi serta melaporkan hasilnya kepada Kapusdalopsda;

(c) menyusun dan menyiapkan laporan analisa dan evaluasi operasi; dan
(d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalopsda;

(26) Kasatgasopsda, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(a) melaksanakan  tugas harian Kaopsda; 

(b) memberikan petunjuk dan arahan kepada Satgas;
(c) mengatur  Satgas  sesuai dengan dinamika perkembangan situasi;

(d) melaksanakan pengecekan, pengawasan dan pengendalian Satgas di lapangan;  

(e) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan
(f) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaopsda;

(27) Wakasatgasopsda, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) memberikan saran pertimbangan dan membantu pelaksanaan tugas Kasatgasopsda;

(b) mewakili dan mengendalikan pelaksanaan tugas, bila Kasatgasopsda berhalangan dan melaporkan hasilnya kepada Kasatgasopsda pada kesempatan pertama; 

(c) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan
(d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasatgasopsda;

(28) Kaminops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) menyusun Rengiat harian dan mingguan Kaops;

(b) menghimpun Rengiat harian dan mingguan Kasatgas;

(c) membuat laporan hasil kegiatan harian, mingguan, insidentil dan tengah operasi;

(d) membuat laporan akhir operasi; dan

(e) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaopsda;

(29) Kaposko, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pengendalian posko operasi;

(b) menyiapkan Posko dan perlengkapannya, meliputi:
· instrumen data kejahatan, meliputi:

· Data Crime Total (CT);

· Data Crime Rate (CR);

· Data Crime Clearence (CC);

· Data Crime Clock;

· Data Crime Indek;
· Data Crime Pattern;

· Data Crime Trend;
· modus operandi kejahatan;

· peta kerawanan Kamtibmas (peta rawan situasi);

· peta kekuatan;
· peta pengendalian operasi;

· data-data lain sesuai perkembangan situasi;

· instrumen data kerusuhan massa, meliputi:

· data unjuk rasa;
· data keramaian;

· tabulasi data rusuh massa (Riot);
· data kerugian/korban akibat rusuh massa;

· data pengerahan petugas;

· plotting data rusuh massa;

· peta lokasi kerawanan rusuh massa;

· peta kekuatan;
· peta pengendalian operasi; dan
· data-data lain sesuai perkembangan situasi;

· instrumen data bencana/bencana alam, meliputi:

· tabulasi data bencana;

· peta lokasi rawan bencana;

· data korban kerugian bencana;

· plotting data bencana;

· peta kejadian bencana;

· tabulasi data penanggulangan bencana;

· data kejahatan pada lokasi bencana;

· peta kekuatan;
· peta pengendalian operasi; dan
· data-data lain sesuai perkembangan situasi;

· 
instrumen data kecelakaan, antara lain:

· data kecelakaan darat, laut dan udara;

· data kecelakaan kerja;

· data pelanggaran angkutan darat, laut dan udara;

· data korban/kerugian akibat kecelakaan;

· tabulasi data kecelakaan;

· peta lokasi rawan kecelakaan;

· rekayasa lalu lintas;

· peta kekuatan;
· peta pengendalian operasi; dan
· data-data lain sesuai perkembangan situasi;

(c) memimpin, mengawasi dan mengendalikan seluruh petugas Posko;

(d) mengatur jadwal tugas Posko;

(e) menerima  dan menghimpun laporan hasil pelaksanaan tugas Satgas di lapangan; 

(f) 
memaparkan kegiatan operasi pada saat kunjungan supervisi atau Wasops; 
(g) mengisi buku mutasi, tabulasi kegiatan, tabulasi kejadian pelaksanaan operasi; dan
(h) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalopsda;

(30) Kasatgas 1 (satu) dan seterusnya, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) membuat Rengiat dan melaporkan hasil giat kepada Kasatgasopsda dengan memberikan tembusan kepada Karendalopsda;

(b) menentukan Cara Bertindak (CB);

(c) memimpin Satgas dalam pengungkapan atau penyelesaian Target Operasi (TO);  

(d) mengendalikan operasional Satgas dilapangan;

(e) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan
(f) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasatgasopsda;

(31) Kaopsres, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(a) memimpin pelaksanaan operasi; 

(b) memberikan petunjuk dan arahan kepada seluruh pejabat operasi; 
(c) mengendalikan pelaksanaan operasi  sesuai dengan diamika perkembangan situasi di lapangan;
(d) melaksanakan pengecekan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Satgas; 
(e) melaporkan hasil kegiatan  harian dan akhir operasi kepada Kaopsda melalui Karendalopsda; dan
(f) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaopsda;

(32) Wakaopsres, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) memberikan saran pertimbangan dan membantu pelaksanaan tugas Kaopsres;

(b) mewakili dan mengendalikan pelaksanaan operasi, bila Kaopsres berhalangan dan melaporkan hasilnya kepada Kaopsres pada kesempatan pertama; dan
(c) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaopsres;

(33) Kawasopsres, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
(a) melaksanakan pengawasan pelaksanaan Operasi yang diberikan arahan dan petunjuk Kaopsres;

(b) melaksanakan Pengawasan Pelaksanaan Operasi; dan

(c) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaopsres;
(34) Karendalopsres, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(a) menerima arahan atau petunjuk dari Kaopsres tentang pelaksanaan operasi;
(b) menjabarkan dan meneruskan arahan atau petunjuk dari Kaopsres kepada pelaksana operasi;

(c) menyusun dan menyiapkan rencana administrasi operasi; 
(d) melaksanakan rapat koordinasi dengan fungsi operasional yang dilibatkan/stakeholders;

(e) memimpin pelaksanaan Anev operasi secara periodik;
(f) memberikan masukan kepada Kaopres; 
(g) mengoordinir pelaksanaan tugas unsur- unsur pelaksanaan operasi dibawahnya; dan
(h) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaopsres;

(35) Kasetopsres, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(a) melaksanakan tugas kesekretariatan operasi;

(b) mengoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya; 
(c) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan
(d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Karendalopsres;

(36) Karenminopsres, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas administrasi operasi;
(b) menyalurkan anggaran operasi serta  mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran (Perwabku);

(c) menyiapkan format dan/atau blangko dan dokumen lain yang diperlukan;

(d) menyelenggarakan Latpraops;

(e) membuat laporan penyelenggarakan Latpraops;
(f) menyusun dan mengirim Perintah Operasi (PO); dan
vii.
Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasetopsres;

(37) Kaminlogopsres, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas administrasi logistik;
(b) menyalurkan kebutuhan logistik operasi;

(c) melaksanakan pengecekan dan pembagian dukungan logistik operasi Kepolisian sesuai kebutuhan;

(d) menyiapkan bekal kesehatan bekerjasama dengan Dokkes;
(e) menyiapkan akses komunikasi (voice data video/teleconference, internet, faximile, handy talky, dan telepon); dan
(f) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasetopsres;

(38) Kapusdalopsres, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pengendalian operasi;

(b) mengoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya; 

(c) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan

(d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Karendalopsres;

(39) Kadataopsres, mempunyai tugas dan 
tanggung jawab:

(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas penyiapan data operasi;
(b) menyiapkan data tentang peta situasi, struktur organisasi, tugas pokok, pelaksanaan, administrasi, dan Kodal operasi Kepolisian yang ditempatkan diruangan pengendalian operasi dalam bentuk manual dan/atau digital;
(c) mengumpulkan, memperbarui dan menyajikan data serta informasi terkait penyelenggaraan operasi Kepolisian; dan
(d) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalopsres;

(40) Kaanevopsres, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas analisa dan evaluasi;
(b) memimpin kegiatan analisa dan evaluasi serta melaporkan hasilnya kepada Kapusdalopsres; 

(c) menyusun dan menyiapkan laporan analisa dan evaluasi operasi; 

(d) membuat laporan hasil kegiatan harian, mingguan, insidentil dan tengah operasi;

(e) membuat laporan akhir operasi; dan

(f) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kadpusdalopsres;

(41) Kaposko, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pengendalian posko operasi;

(b) menyiapkan Posko dan perlengkapannya, meliputi:
· instrumen data kejahatan, meliputi:

· Data Crime Total (CT);

· Data Crime Rate (CR);
· Data Crime Clearence (CC);

· Data Crime Clock;
· Data Crime Indek;
· Data Crime Pattern;
· Data Crime Trend;
· modus operandi kejahatan;
· peta kerawanan Kamtibmas (peta rawan situasi);
· peta kekuatan;
· peta pengendalian operasi; dan
· data-data lain sesuai perkembangan situasi;

· instrumen data kerusuhan massa, meliputi:

· data unjuk rasa;
· data keramaian; 

· tabulasi data rusuh massa (Riot);
· data kerugian/korban akibat rusuh massa;
· data pengerahan petugas;
· plotting data rusuh massa;
· peta lokasi kerawanan rusuh massa;
· peta kekuatan;
· peta pengendalian operasi; dan
· data-data lain sesuai perkembangan situasi;


· 
instrumen data bencana/bencana alam, meliputi:

· tabulasi data bencana;
· peta lokasi rawan bencana;
· data korban kerugian bencana;
· ploting data bencana;
· peta kejadian bencana;
· tabulasi data penanggulangan bencana;
· data kejahatan pada lokasi bencana;
· peta kekuatan;
· peta pengendalian operasi; dan
· data-data lain sesuai perkembangan situasi;

· 
instrumen data kecelakaan, antara lain:

· data kecelakaan darat, laut dan udara;
· data kecelakaan kerja;
· data pelanggaran angkutan darat, laut dan udara;
· data korban/kerugian akibat kecelakaan;
· tabulasi data kecelakaan;
· peta lokasi rawan kecelakaan;
· rekayasa lalu lintas;
· peta kekuatan;
· peta pengendalian operasi; dan
· data-data lain sesuai perkembangan situasi.

(c) memimpin, mengawasi dan mengendalikan seluruh petugas Posko;

(d) mengatur jadwal tugas Posko;

(e) menerima dan menghimpun laporan hasil pelaksanaan tugas Satgas di lapangan; 

(f) memaparkan kegiatan operasi pada saat kunjungan supervisi atau Wasopsres; 
(g) mengisi buku mutasi, tabulasi kegiatan, tabulasi kejadian pelaksanaan operasi; dan
(h) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalopsres;

(42) Kasatgas 1 (satu) dan seterusnya, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(a) membuat Rengiat dan melaporkan hasil giat kepada Kaopsres dengan memberikan tembusan kepada Karendalopsres;

(b) menentukan Cara Bertindak (CB);

(c) memimpin Satgas dalam pengungkapan atau penyelesaian Target Operasi (TO);  

(d) mengendalikan operasional pelaksanaan tugas-tugas Satgas; 

(e) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik;  dan
(f) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaopsres;

c. pelaksanaan
pelaksanaan penyelenggaraan Operasi Kepolisian Terpusat oleh Mabes Polri dan Satwil dilakukan dengan tahapan:

1) gelar pasukan sebagai tanda dimulainya operasi Kepolisian yang bersifat terbuka;

2) Satgas operasi  Kepolisian untuk menangani Target Operasi (TO) yang telah ditetapkan;

3) memonitor, memetakan, dan plotting kegiatan operasi Kepolisian;

4) menghimpun dan mendata laporan harian hasil operasi Kepolisian;

5) membuat analisa dan evaluasi harian dan/atau mingguan; 

6) membuat Perkiraan Cepat (Kirpat) perubahan Target Operasi (TO) berdasarkan hasil Anev;

7) membuat perubahan Cara Bertindak (CB) apabila terjadi perubahan Target Operasi (TO); dan

8) melaporkan pelaksanaan dan hasil operasi secara berjenjang kepada penanggungjawab kebijakan operasi melalui Karendalopsres;

d. pengendalian
pengendalian penyelenggaraan Operasi Kepolisian Terpusat oleh Mabes Polri dan Satwil dilakukan  dengan kegiatan:

1) memantau setiap tahapan operasi dan hasil yang dicapai;

2) pemberian petunjuk dan arahan secara langsung, melalui surat atau voice data video (video conference);

3) melaksanakan asistensi dan supervisi untuk tingkat Mabes Polri dan Polda;

4) melakukan konsolidasi sumber daya yang digunakan dalam operasi Kepolisian;

5) penilaian yang berpedoman pada standar keberhasilan operasional Kepolisian;
6) melaksanakan kaji ulang/wash up; dan
7) melaporkan hasil akhir operasi Kepolisian kepada Penanggung Jawab Kebijakan Operasi (PJKO) tembusan Karendalopspus, untuk Kaopsres melaporkan kepada Kaopsda tembusan Karendalopsda dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah operasi berakhir, dengan memuat:

(a) pendahuluan;

(b) pelaksanaan; 

(c) hasil yang dicapai; 
(d) analisa dan evaluasi (memuat hasil yang dicapai dan kendala yang dihadapi)

(e) kesimpulan dan saran; dan

(f) penutup. 

C. MANAJEMEN OPERASI KEPOLISIAN KEWILAYAHAN TINGKAT POLDA

Manajemen Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polda merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dalam rangka, penanggulangan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang dilaksanakan dalam kurun waktu, sasaran, cara bertindak (CB), pelibatan kekuatan dan dukungan sumber daya tertentu, serta memiliki Target Operasi (TO) oleh beberapa fungsi Kepolisian dalam bentuk satuan tugas (Satgas) yang diselenggarakan pada tingkat Polda.
Dalam Manajemen Operasi Kepolisian tingkat Polda terbagi dalam 3 (tiga), yaitu:
1. Polda Secara Mandiri
a.     perencanaan 
perencanaan penyelenggaraan Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polda oleh Polda secara mandiri dilakukan dengan  tahapan: 

1) rencana perencanaan operasi, Karoops Polda melaksanakan kegiatan:

a) meminta Kirsus Intelijen untuk mendasari dalam penyusunan perencanaan rencana operasi; 

b) rapat koordinasi dengan fungsi operasional untuk melaksanakan Analisa dan Evaluasi (Anev) terhadap perkembangan Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Sitkamtibmas), kalender Kamtibmas, kegiatan Pemerintah, kegiatan masyarakat secara periodik untuk kesiapan pelaksanaan operasi;

c) melaporkan kepada Kapolda tentang operasi yang akan dilaksanakan yang berisi tentang jenis operasi, sifat operasi, bentuk operasi, fungsi yang dikedepankan dan fungsi yang diikutsertakan; dan
d) pemberitahuan kepada Kapolri tentang rencana penyelenggaraan operasi Kepolisian Mandiri Polda dengan tembusan Asops Kapolri;

2) 
perencanaan operasi, Karoops Polda melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a) menyiapkan direktif pelaksanaan kegiatan perencanaan operasi;
b) menyelenggarakan rapat koordinasi dengan fungsi yang diikutsertakan dan/atau stakeholders/pemangku kepentingan sesuai kebutuhan;

c) menyusun Rencana Operasi (Renops) dengan mendasari Kirsus Intelijen;
d) menyiapkan dan menyusun rencana pengamanan (Renpam) (bila diperlukan); 
e) menyusun Rencana Garis Besar (RGB) Latihan praoperasi (Latpraops) yang berisi tentang tema, waktu, tempat, materi dan dukungan anggaran Latpraops;

f) membuat Surat Perintah Operasi (Sprinops) dan pelibatan personel;

g) menyusun HTCK operasi yang dilampirkan dalam Rencana Operasi (Renops);

h) menyiapkan format laporan/blangko dan dokumen lain yang diperlukan dalam Renops; 

i) menyiapkan tanda pengenal operasi Kepolisian berupa pita  dan menyiapkan ban lengan, dengan ketentuan: 

(1) operasi Intelijen tidak menggunakan tanda operasi;
(2) operasi penegakan hukum tidak menggunakan tanda operasi kecuali operasi lalu lintas menggunakan pita warna biru; 

(3) operasi pengamanan kegiatan menggunakan warna merah putih;

(4) operasi pemeliharaan keamanan menggunakan warna merah; dan
(5) operasi pemulihan keamanan menggunakan warna kuning; 

pita operasi digunakan oleh seluruh anggota yang terlibat operasi, khusus pejabat operasi menggunakan ban lengan berwarna kuning di sebelah kiri;

j) merencanakan dan menyusun dukungan anggaran dan logistik operasi Kepolisian yang dilampirkan dalam Rencana Operasi (Renops); 

k) menyiapkan  ruang Posko operasi yang berisi piranti lunak, piranti keras dan panel data dalam bentuk manual dan/atau digital;
l) membuat  Perintah Operasi (PO); dan
m) menyusun dan melaksanakan Asistensi dan/atau Supervisi;

3) 
pelaporan tentang kesiapan pelaksanaan operasi, Karops Polda melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a) memaparkan Rencana Operasi (Renops) di hadapan Kapolda yang dihadiri para pejabat yang diikutsertakan dalam operasi Kepolisian;

b) menyerahkan Rencana Operasi (Renops) kepada pejabat operasi Kepolisian, dilanjutkan pengarahan dan pernyataan Kapolda tentang dimulainya operasi Kepolisian; dan
c) melaporkan kesiapan penyelenggaraan operasi kepada Kapolri dengan tembusan Asops Kapolri; 
b. 
pengorganisasian 

1) dalam pengorganisasian penyelenggaraan Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polda oleh Polda secara mandiri, maka susunan organisasi  dibagi dalam unsur-unsur, yang meliputi:

a) unsur pimpinan, terdiri dari:
(1) Penanggung Jawab Kebijakan Operasi (PJKO) dijabat oleh Kapolda; dan

(2) Wakil Penanggung Jawab Kebijakan Operasi (Wakil PJKO) dijabat oleh Wakil Kapolda (Wakapolda); 

b) Kepala Pengawasan Operasi (Kawasops) dijabat oleh Irwasda Polda;
c) unsur staf pimpinan, Kepala Perencanaan dan Pengendalian Operasi (Karendalops) dijabat oleh Karoops Polda khusus Operasi Intelijen dijabat oleh Pejabat dari unsur ops pada  Ditintelkam, dalam pelaksanaan tugasnya  dibantu:

(1) Kepala Sekretariat Operasi (Kasetops) dijabat oleh Kabagbinops Roops Polda atau pejabat yang ditunjuk dari unsur Roops Polda, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Perencanaan Administrasi Operasi (Karenminops) dijabat oleh pejabat unsur Ops dari fungsi utama yang dikedepankan atau pejabat yang ditunjuk, dan Kepala Administrasi Logistik Operasi (Kaminlogops) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari fungsi utama  yang dikedepankan atau pejabat yang ditunjuk; dan
(2) Kepala Pusat Pengendalian Operasi (Kapusdalops) dijabat oleh Kabagdalops Roops Polda atau pejabat yang ditunjuk dari unsur Roops Polda, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Data Operasi (Kadataops) dijabat oleh  pejabat yang ditunjuk dari unsur Roops Polda atau pejabat yang ditunjuk serta Kepala Analisa dan Evaluasi Operasi (Kaanevops) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari unsur Anev di Roops Polda atau pejabat yang ditunjuk;

d) Unsur pelaksana, terdiri dari:

Kepala Operasi (Kaops) dijabat oleh pejabat dari fungsi utama yang dikedepankan dibantu oleh Wakil Kepala Operasi (Wakaops) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari fungsi utama lainnya dan dibantu oleh Kepala Administrasi Operasi (Kaminops) dijabat oleh pejabat unsur ops yang ditunjuk dari Satker Kepala Operasi dan  Kepala Pos Komando (Kaposko) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari Satker Kepala Operasi serta  Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) dijabat oleh pejabat  yang ditunjuk dari fungsi utama yang dikedepankan atau fungsi utama lainnya.

Tugas dan peran Satgas satu dan seterusnya disesuaikan dengan Tupoksi Operasi yang dilaksanakan;
2) 
Tugas dan tanggung jawab pada Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polda oleh Polda secara mandiri, meliputi:

a) PJKO, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(1) menetapkan arah kebijakan operasi; 

(2) memberikan direktif penyelenggaraan operasi;

(3) melaporkan hasil pelaksanaan operasi kepada Kapolri tembusan Asops Kapolri; dan
(4) bertanggung jawab atas pelaksanaan operasi kepada Kapolri;
b) Wakil PJKO, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(1) membantu tugas PJKO dalam penetapan arah kebijakan dan pelaksanaan operasi Kepolisian; 
(2) memberikan saran pertimbangan kepada PJKO;  
(3) mewakili tugas PJKO apabila berhalangan dan melaporkan hasilnya pada kesempatan pertama; dan
(4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;

c) Kawasops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
(1) melaksanakan pengawasan operasi yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian operasi; dan

(2) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;

d) Karendalops, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(1) menerima arahan atau petunjuk dari PJKO untuk diteruskan kepada pelaksana operasi; 
(2) menjabarkan dan meneruskan arahan atau petunjuk dari PJKO kepada pelaksana operasi; 
(3) menyusun dan menyiapkan rencana administrasi operasi; 
(4) melaksanakan rapat koordinasi dengan fungsi operasional yang dilibatkan/stakeholders;
(5) memimpin pelaksanaan Anev operasi secara periodik;
(6) memberikan saran masukan kepada Kaops; 
(7) mengoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya; dan

(8) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;

e) Kasetops, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(1) melaksanakan tugas kesekretariatan operasi;

(2) mengoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya; 
(3) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan
(4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Karendalops;

f) Karenminops, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(1) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas administrasi operasi;
(2) menyalurkan anggaran serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran (Perwabku);

(3) menyiapkan format dan/atau blangko dan dokumen lain yang diperlukan;

(4) menyelenggarakan Latpraops;
(5) membuat laporan penyelenggaraan Latpraops;
(6) membuat dan mengirim Perintah Operasi (PO); dan
(7) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasetops;

g) Kaminlogops, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(1) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas administrasi logistik;
(2) menyalurkan kebutuhan logistik;

(3) melaksanakan pengecekan dan pembagian dukungan logistik operasi Kepolisian sesuai kebutuhan;

(4) menyiapkan bekal kesehatan bekerja sama dengan Dokkes;
(5) menyiapkan akses komunikasi (voice data video/teleconference, internet, faximile, handy talky, dan telepon); dan
(6) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasetops;

h) Kapusdalops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pengendalian operasi;

(2) mengoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya; 

(3) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan

(4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Karendalops;

i) Kadataops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas penyiapan data operasi;
(2) menyiapkan data tentang peta situasi, struktur organisasi, tugas pokok, pelaksanaan, administrasi, dan Kodal operasi Kepolisian yang ditempatkan di ruangan posko operasi dalam bentuk manual dan/atau digital;
(3) mengumpulkan, memperbarui dan menyajikan data serta informasi terkait penyelenggaraan operasi Kepolisian; dan
(4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalops;

j) Kaanevops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas analisa dan evaluasi;
(2) memimpin kegiatan analisa dan evaluasi serta melaporkan hasilnya kepada Kapusdalopsda;

(3) menyusun dan menyiapkan laporan analisa dan evaluasi operasi; dan
(4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalops;
k) Kaops, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(1) memimpin pelaksanaan operasi; 

(2) memberikan petunjuk atau arahan kepada Satgas;
(3) mengatur Satgas sesuai dengan dinamika perkembangan situasi;

(4) melaksanakan pengecekan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Satgas dilapangan; 

(5) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik;  dan 
(6) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;

l) Wakaops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) memberikan saran pertimbangan dan membantu pelaksanaan tugas Kaops;

(2) mewakili dan mengendalikan pelaksanaan operasi, bila Kaops berhalangan dan melaporkan hasilnya kepada Kaops pada kesempatan pertama; 

(3) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik;  dan 
(4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaops;

m) Kaminops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) menyusun Rengiat harian dan mingguan Kaops;

(2) menghimpun Rengiat harian dan mingguan Kasatgas;

(3) membuat laporan hasil kegiatan harian, mingguan, insidentil dan tengah operasi;

(4) membuat laporan akhir operasi; dan

(5) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaops;

n) Kaposko, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pengendalian posko operasi;

(2) menyiapkan Posko dan perlengkapannya, meliputi:
(a) instrumen data kejahatan, meliputi:

· Data Crime Total (CT);
· Data Crime Rate (CR);
· Data Crime Clearence (CC);
· Data Crime Clock;
· Data Crime Indek;
· Data Crime Pattern;
· Data Crime Trend;
· modus operandi kejahatan;
· peta kerawanan Kamtibmas (peta rawan situasi);
· peta kekuatan;
· peta pengendalian operasi; dan
· data-data lain sesuai perkembangan situasi;
(b) instrumen data kerusuhan massa, meliputi:

· data unjuk rasa;
· data keramaian; 

· tabulasi data rusuh massa (Riot);
· data kerugian/korban akibat rusuh massa;
· data pengerahan petugas;
· plotting data rusuh massa;
· peta lokasi kerawanan rusuh massa;
· peta kekuatan;
· peta pengendalian operasi; dan
· data-data lain sesuai perkembangan situasi;


(c) instrumen data bencana/bencana alam, meliputi:

· tabulasi data bencana;
· peta lokasi rawan bencana;
· data korban kerugian bencana;
· plotting data bencana;
· peta kejadian bencana;
· tabulasi data penanggulangan bencana;

· data kejahatan pada lokasi bencana;
· peta kekuatan;
· peta pengendalian operasi; dan
· data-data lain sesuai perkembangan situasi;
(d) instrumen data kecelakaan, antara lain :

· data kecelakaan darat, laut dan udara;
· data kecelakaan kerja;
· data pelanggaran angkutan darat, laut dan udara;
· data korban/kerugian akibat kecelakaan;

· tabulasi data kecelakaan;
· peta lokasi rawan kecelakaan;
· rekayasa lalu lintas;
· peta kekuatan;
· peta pengendalian operasi; dan
· data-data lain sesuai perkembangan situasi;
(3) memimpin, mengawasi dan mengendalikan seluruh petugas Posko;

(4) mengatur jadwal tugas Posko;

(5) menerima dan menghimpun laporan hasil pelaksanaan tugas Satgas di lapangan; 

(6) memaparkan kegiatan operasi pada saat kunjungan supervisi atau Wasopsda; 
(7) mengisi buku mutasi, tabulasi kegiatan, tabulasi kejadian pelaksanaan operasi; dan
(8) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalops;

o) Kasatgas, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) membuat Rengiat dan melaporkan hasil giat kepada Kaops dengan memberikan tembusan kepada Karendalops;

(2) menentukan Cara Bertindak (CB);

(3) memimpin Satgas dalam pengungkapan atau penyelesaian Target Operasi (TO);  

(4) mengendalikan operasional Satgas dilapangan; 

(5) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan
(6) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaops;

c. 
pelaksanaan

pelaksanaan penyelenggaraan Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polda oleh Polda secara mandiri, dilakukan  dengan tahapan:

1) menyelenggarakan gelar pasukan sebagai tanda dimulainya operasi Kepolisian yang bersifat terbuka;

2) satgas operasi  Kepolisian untuk menangani Target Operasi (TO) yang telah ditetapkan;

3) memonitor, memetakan, dan plotting kegiatan operasi Kepolisian;

4) menghimpun dan mendata laporan harian hasil operasi Kepolisian;

5) membuat analisa dan evaluasi harian dan/atau mingguan; 

6) membuat Perkiraan Cepat (Kirpat) perubahan Target Operasi (TO), berdasarkan hasil Anev;
7) membuat perubahan Cara Bertindak (CB) apabila terjadi perubahan Target Operasi (TO); dan
8) melaporkan pelaksanaan dan hasil operasi secara berjenjang kepada penanggungjawab kebijakan operasi melalui Karendalopsda;

d. 
pengendalian

pengendalian penyelenggaraan Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polda oleh Polda secara mandiri, dilakukan dengan kegiatan:

1) memantau setiap pentahapan operasi dan hasil yang dicapai;

2) pemberian petunjuk atau arahan secara langsung, melalui surat atau voice data video (video conference);

3) melaksanakan asistensi dan supervisi;

4) melakukan konsolidasi sumber daya yang digunakan dalam operasi Kepolisian;

5) penilaian yang berpedoman pada standar keberhasilan operasional kepolisian;

6) melaksanakan kaji ulang/wash up;

7) melaporkan hasil akhir operasi Kepolisian kepada Kapolri tembusan Asops Kapolri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah operasi berakhir, dengan memuat:

(a) pendahuluan;

(b) pelaksanaan; 

(c) hasil yang dicapai; 

(d) kesimpulan dan sarana; dan

(e) penutup;

2. Polda melibatkan personel Mabes Polri dan/atau personel Polres

a.     perencanaan 
perencanaan penyelenggaraan Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polda melibatkan personel Mabes Polri dan/atau personel Polres dilakukan dengan tahapan: 

1) rencana perencanaan operasi, Karops Polda melaksanakan kegiatan:

a) meminta Kirsus Intelijen untuk mendasari dalam penyusunan perencanaan rencana operasi; 

b) rapat koordinasi dengan fungsi operasional untuk melaksanakan Analisa dan Evaluasi (Anev) terhadap perkembangan Situasi Keamananan dan Ketertiban Masyarakat (Sitkamtibmas) kalender Kamtibmas, kegiatan Pemerintah, kegiatan masyarakat secara periodik untuk kesiapan pelaksanaan operasi;

c) melaporkan kepada Kapolda tentang operasi yang akan dilaksanakan yang berisi tentang jenis operasi, sifat operasi, bentuk operasi, fungsi yang dikedepankan dan fungsi yang diikut sertakan; dan

d) pemberitahuan kepada Kapolri tentang rencana penyelenggaraan operasi Kepolisian dengan tembusan Asops Kapolri;
2) 
perencanaan, Karoops Polda melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a) menyiapkan direktif pelaksanaan kegiatan perencanaan operasi;

b) menyelenggarakan rapat koordinasi dengan fungsi yang diikutsertakan dan/atau stakeholders/pemangku kepentingan sesuai kebutuhan;

c) menyusun Rencana Operasi (Renops) dengan berdasarkan pada  Kirsus Intelijen;
d) menyiapkan dan menyusun rencana pengamanan (Renpam) (bila diperlukan); 
e) menyusun Rencana Garis Besar (RGB) Latihan Praoperasi (Latpraops) yang berisi tentang tema, waktu, tempat, materi dan dukungan anggaran Latpraops;

f) membuat Surat Perintah Operasi (Sprinops) dan pelibatan personel;

g) menyusun HTCK operasi yang dilampirkan dalam Rencana Operasi (Renops);

h) menyiapkan format laporan/blangko dan dokumen lain yang diperlukan dalam Renops;

i) menyiapkan tanda pengenal operasi Kepolisian berupa pita  dan menyiapkan ban lengan, dengan ketentuan: 

(1) operasi Intelijen tidak menggunakan tanda operasi;
(2) operasi penegakan hukum tidak menggunakan tanda operasi; kecuali operasi lalu lintas mengunakan pita warna biru;
(3) operasi pengamanan kegiatan menggunakan warna merah putih;

(4) operasi pemeliharaan keamanan menggunakan warna merah; dan
(5) operasi pemulihan keamanan menggunakan warna kuning; 

pita operasi digunakan oleh seluruh anggota yang terlibat operasi, khusus pejabat operasi menggunakan ban lengan berwarna kuning di sebelah kiri;

j) merencanakan dan menyusun dukungan anggaran dan logistik operasi Kepolisian yang dilampirkan dalam Rencana Operasi (Renops); 

k) menyiapkan  ruang Posko operasi yang berisi piranti lunak, piranti keras dan panel data dalam bentuk manual dan/atau digital;
l) membuat  Perintah Operasi (PO); 

m) menyusun dan melaksanakan Asistensi dan/atau Supervisi;

n) membuat surat permohonan bantuan kekuatan kepada Kapolri u.p. Asops; dan

o) mempersiapkan penerimaan personel Mabes Polri dan/atau personel Polres, administratif, logistik dan anggaran pada Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polda oleh Polda melibatkan personel Mabes Polri dan/atau personel Polres;

3) 
pelaporan tentang kesiapan pelaksanaan operasi, Karoops Polda melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a) memaparkan Rencana Operasi (Renops) di hadapan Kapolda yang dihadiri para pejabat yang diikutsertakan dalam operasi Kepolisian;

b) menyampaikan Rencana Operasi (Renops) kepada pejabat operasi Kepolisian, dilanjutkan pengarahan dan pernyataan Kapolda tentang dimulainya operasi Kepolisian; dan
c) melaporkan kesiapan penyelenggaraan operasi kepada Kapolri dengan tembusan Asops Kapolri;

b. 
pengorganisasian 

1) dalam pengorganisasian penyelenggaraan Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polda, oleh Polda melibatkan personel Mabes Polri dan/atau personel Polres, maka susunan organisasi  dibagi dalam unsur-unsur, yang meliputi:

(1) unsur pimpinan, terdiri dari:

(a) 
Penanggungjawab Kebijakan Operasi (PJKO) dijabat oleh Kapolda; dan

(b)
Wakil Penanggung jawab Kebijakan Operasi (Wakil PJKO) dijabat oleh Wakil Kapolda (Wakapolda); 
(2)
Kepala Pengawasan Operasi (Kawasops) dijabat oleh  Irwasda Polda;

(3)
Unsur staf pimpinan, Kepala Perencanaan dan Pengendalian Operasi (Karendalops) dijabat oleh Karoops Polda, dalam pelaksanaan tugasnya  dibantu:

(a) Kepala Sekretariat Operasi (Kasetops) dijabat oleh Kabagbinops Roops Polda atau dari  unsur Roops Polda, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Perencanaan Administrasi Operasi (Karenminops) dijabat oleh unsur ops dari fungsi yang dikedepankan, Kepala Administrasi Logistik Operasi (Kaminlogops) dijabat oleh pejabat dari fungsi utama yang dikedepankan; dan
(b) Kepala Pusat Pengendalian Operasi (Kapusdalops) dijabat oleh Kabagdalops Roops Polda atau pejabat yang ditunjuk dari  unsur Roops Polda, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Data Operasi (Kadataops) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari unsur Roops Polda dan Kepala Analisa dan Evaluasi Operasi (Kaanevops) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari unsur Anev di Roops Polda;

(4)
unsur pelaksana, terdiri dari:

Kepala Operasi (Kaops) dijabat oleh pejabat fungsi utama yang dikedepankan dibantu oleh Wakil Kepala Operasi (Wakaops) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari fungsi utama lainnya dan dibantu oleh Kepala Administrasi Operasi (Kaminops) dijabat oleh pejabat unsur ops yang ditunjuk dari Satker Kepala Operasi dan Kepala Pos Komando (Kaposko) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari Satker Staf Operasi serta Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari fungsi utama yang dikedepankan atau fungsi utama lainnya dan ditambah satgas personel Mabes Polri dan kewilayahan.

Tugas dan peran Satgas 1 (satu) dan seterusnya disesuaikan dengan Tupoksi Operasi yang dilaksanakan;

2) 
tugas dan tanggung jawab pada operasi Kepolisian tingkat Polda oleh Polda melibatkan personel Mabes Polri dan/atau personel Polres, meliputi:

a) PJKO, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) menetapkan arah kebijakan operasi; 

(2) memberikan direktif penyelenggaraan operasi;

(3) melaporkan hasil pelaksanaan operasi kepada Kapolri u.p. Asops; dan
(4) bertanggung jawab atas pelaksanaan operasi kepada Kapolri;
b) Wakil PJKO, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) membantu tugas PJKO dalam penetapan arah kebijakan dan pelaksanaan operasi Kepolisian;

(2) memberikan saran pertimbangan kepada PJKO; 

(3) mewakili tugas PJKO apabila berhalangan dan melaporkan hasilnya pada kesempatan pertama; dan
(4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;

c) Kepala Pengawasan Operasi (Kawasops), mempunyai tugas dan tanggung jawab:
(1) melaksanakan Pengawasan operasi yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian Operasi; dan

(2) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;
d) Karendalops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:  

(1) menerima arahan atau petunjuk dari PJKO untuk diteruskan kepada pelaksana operasi;

(2) menjabarkan dan meneruskan arahan atau petunjuk dari PJKO kepada pelaksana operasi;

(3) menyusun dan menyiapkan rencana administrasi operasi;
(4) melaksanakan rapat koordinasi dengan fungsi operasional yang dilibatkan/stake holder;

(5) memimpin pelaksanaan Anev operasi secara periodik;
(6) memberikan saran masukan kepada Kaops; 

(7) mengkoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya; dan

(8) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;

e) Kasetops, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(1) melaksanakan tugas kesekretariatan operasi;

(2) menkoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya; 
(3) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan
(4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Karendalops;

f) Karenminops, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(1) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas administrasi operasi;
(2) menyalurkan anggaran serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran (Perwabku);

(3) menyiapkan format dan/atau blangko dan dokumen lain yang diperlukan; 

(4) menyelenggarakan Latpraops;
(5) membuat laporan penyelenggaraan Latpraops;
(6) membuat dan mengirim Perintah Operasi (PO); dan
(7) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasetops;

g) Kaminlogops, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(1) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas administrasi logistik;
(2) menyusun dan menyiapkan kebutuhan logistik;

(3) melaksanakan pengecekan dan pembagian dukungan logistik operasi Kepolisian sesuai kebutuhan;

(4) menyiapkan bekal kesehatan berkerjasama dengan Dokkes; 

(5) menyiapkan akses komunikasi (voice data video/teleconference, internet, faximile, handy talky, dan telepon); dan
(6) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasetops;

h) Kapusdalops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pengendalian operasi;

(2) mengoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya; 

(3) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan

(4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Karendalops;

i) Kadataops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas penyiapan data operasi;
(2) menyiapkan data tentang peta situasi, struktur organisasi, tugas pokok, pelaksanaan, administrasi dan Kodal operasi Kepolisian yang ditempatkan di ruangan posko operasi dalam bentuk manual dan/atau digital;
(3) mengumpulkan, memperbarui dan menyajikan data serta informasi terkait penyelenggaraan operasi Kepolisian; dan
(4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalops;

j) Kaanevops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas analisa dan evaluasi;
(2) memimpin kegiatan analisa dan evaluasi serta melaporkan hasilnya kepada Kapusdalopsda;

(3) menyusun dan menyiapkan laporan analisa dan evaluasi operasi; dan
(4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalops;

k) Kaops, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(1) memimpin pelaksanaan operasi; 

(2) memberikan petunjuk atau arahan kepada Satgas;
(3) mengatur Satgas operasi sesuai dengan dinamika perkembangan situasi;

(4) melaksanakan pengecekan, pengawasan dan pengendalian pelaksana Satgas di lapangan;  

(5) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan 
(6) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;

l) Wakaops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) memberikan saran pertimbangan dan membantu pelaksanaan tugas Kaops;

(2) mewakili dan mengendalikan pelaksanaan operasi, bila Kaops berhalangan dan melaporkan hasilnya kepada Kaops pada kesempatan pertama; 

(3) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik;  dan 
(4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaops;

m) Kaminops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) menyusun Rengiat harian dan mingguan Kaops;

(2) menghimpun Rengiat harian dan mingguan kasatgas;

(3) membuat laporan hasil kegiatan harian, mingguan, insidentil dan tengah operasi;

(4) membuat laporan akhir operasi; dan

(5) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaops;
n) Kaposko, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pengendalian posko operasi;

(2) menyiapkan Posko dan perlengkapannya, meliputi:
(a) instrumen data kejahatan, meliputi:

· Data Crime Total (CT);
· Data Crime Rate (CR);
· Data Crime Clearence (CC);
· Data Crime Clock;
· Data Crime Indek;
· Data Crime Pattern;
· Data Crime Trend;
· modus operandi kejahatan;
· peta kerawanan Kamtibmas (peta rawan situasi);
· peta kekuatan;
· peta pengendalian operasi; dan
· data-data lain sesuai perkembangan situasi;
(b) instrumen data kerusuhan massa, meliputi:
· data unjuk rasa;
· data keramaian; 

· tabulasi data rusuh massa (Riot);
· data kerugian/korban akibat rusuh massa;
· data pengerahan petugas;
· plotting data rusuh massa;
· peta lokasi kerawanan rusuh massa;
· peta kekuatan;
· peta pengendalian operasi; dan
· data-data lain sesuai perkembangan situasi;


(c) instrumen data bencana/bencana alam, meliputi:

· tabulasi data bencana;
· peta lokasi rawan bencana;
· data korban kerugian bencana;
· ploting data bencana;
· peta kejadian bencana;
· tabulasi data penanggulangan bencana;

· data kejahatan pada lokasi bencana;
· peta kekuatan;
· peta pengendalian operasi; dan
· data-data lain sesuai perkembangan situasi;
(d) instrumen data kecelakaan, antara lain:

· data kecelakaan darat, laut dan udara;
· data kecelakaan kerja;
· data pelanggaran angkutan darat, laut dan udara;
· data korban/kerugian akibat kecelakaan;

· tabulasi data kecelakaan;
· peta lokasi rawan kecelakaan;
· rekayasa lalu lintas;
· peta kekuatan;
· peta pengendalian operasi; dan
· Data-data lain sesuai perkembangan situasi;
(3) memimpin, mengawasi dan mengendalikan seluruh petugas Posko;

(4) mengatur jadwal tugas Posko;

(5) menerima dan menghimpun laporan hasil pelaksanaan tugas Satgas di lapangan; 

(6) memaparkan kegiatan operasi pada saat kunjungan supervisi atau Wasops; 
(7) mengisi buku mutasi, tabulasi kegiatan, tabulasi kejadian pelaksanaan operasi; dan
(8) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalops;

o) Kasatgas, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) membuat Rengiat dan melaporkan hasil giat kepada Kaops dengan memberikan tembusan kepada Karendalops;

(2) menentukan Cara Bertindak (CB);

(3) memimpin Satgas dalam pengungkapan atau penyelesaian Target Operasi (TO);  

(4) mengendalikan operasional pelaksanaan tugas-tugas Satgas; 

(5) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik;  dan 
(6) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaops;

c. 
pelaksanaan

pelaksanaan penyelenggaraan Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polda oleh Polda melibatkan personel Mabes Polri dan/atau personel Polres, dilakukan  dengan tahapan:

1) menyelenggarakan gelar pasukan sebagai tanda dimulainya operasi Kepolisian yang bersifat terbuka;

2) satgas operasi  Kepolisian untuk menangani Target Operasi (TO) yang telah ditetapkan;

3) memonitor, memetakan, dan plotting kegiatan operasi Kepolisian;

4) menghimpun dan mendata laporan harian hasil operasi Kepolisian;

5) membuat analisa dan evaluasi harian dan/atau mingguan; 

6) membuat Perkiraan Cepat (Kirpat) perubahan Target Operasi (TO) berdasarkan hasil Anev;

7) membuat perubahan Cara Bertindak (CB) apabila terjadi perubahan Target Operasi (TO); dan

8) melaporkan pelaksanaan dan hasil operasi secara berjenjang kepada penanggungjawab kebijakan operasi melalui Karendalopsda;

d. 
pengendalian

pengendalian penyelenggaraan Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polda oleh Polda melibatkan personel Mabes Polri dan/atau personel Polres, dilakukan dengan kegiatan:

1) memantau setiap pentahapan operasi dan hasil yang dicapai;

2) memberikan petunjuk atau arahan secara langsung, melalui surat atau voice data video (video conference);

3) melaksanakan asistensi dan supervisi;

4) melakukan konsolidasi sumber daya yang digunakan dalam operasi Kepolisian;

5) penilaian yang berpedoman pada standar keberhasilan operasional kepolisian;

6) melaksanakan kaji ulang/wash up;

7) pergeseran personel Mabes Polri dan/atau Polres dari Polres ke Mabes Polri dan Polda;
8) pelaporkan hasil akhir operasi Kepolisian kepada Kapolri tembusan Asops Kapolri dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah operasi berakhir, dengan memuat:

a) pendahuluan;

b) pelaksanaan; 

c) hasil yang dicapai; 

d) analisa dan evaluasi (memuat hasil yang dicapai dan kendala yang dihadapi);

e) kesimpulan dan saran; dan
f) penutup;

3. Polda dan Polres

a.     perencanaan 
a)
perencanaan penyelenggaraan Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polda oleh Polda dan Polres, melaksanakan tahapan: 

(1)
Polda

(a) rencana perencanaan operasi, Karops Polda melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

· meminta Kirsus Intelijen untuk mendasari dalam penyusunan perencanaan rencana operasi;
· rapat koordinasi dengan fungsi operasional untuk melaksanakan Analisa dan Evaluasi (Anev) terhadap perkembangan Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Sitkamtibmas), kalender Kamtibmas, kegiatan pemerintah, kegiatan masyarakat secara periodik untuk kesiapan pelaksanaan operasi; dan

· melaporkan kepada Kapolda tentang operasi yang akan dilaksanakan yang berisi tentang jenis operasi, sifat operasi, bentuk operasi, fungsi yang dikedepankan dan fungsi yang diikutsertakan;

· pemberitahuan kepada Kapolri tentang rencana penyelenggaraan operasi Kepolisian Mandiri Polda dan Polres tembusan Asops Kapolri;
(b)
perencanaan, Karoops Polda melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
i. menyiapkan direktif pelaksanaan kegiatan perencanaan operasi;
ii. menyelenggarakan rapat koordinasi dengan fungsi yang diikutsertakan, para Kapolres dan/atau stakeholders/pemangku kepentingan sesuai kebutuhan;

iii. menyusun Rencana Operasi (Renops) dengan mendasari  Kirsus Intelijen;
iv. mengirimkan Rencana Operasi (Renops) ke Polres jajaran;
v. menyiapkan dan menyusun rencana pengamanan (Renpam) (bila diperlukan); 
vi. menyusun Rencana Garis Besar (RGB) Latihan praoperasi (Latpraops) yang berisi tentang tema, waktu, tempat, materi dan dukungan anggaran Latpraops;

vii. membuat Surat Perintah Operasi (Sprinops) dan pelibatan personel;

viii. menyusun HTCK operasi yang dilampirkan dalam Renops;

ix. menyiapkan format laporan/blangko dan dokumen lain yang diperlukan dalam Renops;

x. menyiapkan tanda pengenal operasi Kepolisian berupa pita  dan menyiapkan ban lengan, dengan ketentuan: 

i) operasi Intelijen tidak menggunakan tanda operasi;
ii) operasi penegakan hukum tidak menggunakan tanda operasi kecuali operasi lalu lintas mengunakan pita warna biru;  
iii) operasi pengamanan kegiatan menggunakan warna merah putih;

iv) operasi pemeliharaan keamanan menggunakan warna merah; dan
v) operasi pemulihan keamanan menggunakan warna kuning; 

pita operasi digunakan oleh seluruh anggota yang terlibat operasi, khusus pejabat operasi menggunakan ban lengan berwarna kuning di sebelah kiri;

xi. merencanakan dan menyusun dukungan anggaran dan logistik operasi Kepolisian yang dilampirkan dalam Rencana Operasi (Renops); 

xii. menyiapkan  ruang Posko operasi yang berisi piranti lunak, piranti keras dan panel data dalam bentuk manual dan/atau digital;
xiii. membuat  Perintah Operasi (PO); dan

xiv. menyusun Rencana Asistensi dan/atau Supervisi;

(c)
pelaporan tentang kesiapan pelaksanaan operasi, Karoops Polda melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
i. memaparkan Rencana Operasi (Renops) di hadapan Kapolda yang dihadiri para pejabat yang diikutsertakan dalam operasi Kepolisian serta para Kapolres jajaran;

ii. menyerahkan Rencana Operasi (Renops) kepada pejabat operasi, dilanjutkan pengarahan dan pernyataan Kapolda tentang dimulainya operasi Kepolisian; 

iii. mengirimkan  Perintah Operasi (PO) kePolres jajaran bahwa pelaksanaan Operasi dimulai pada jam J dan Renops berubah menjadi Perintah Operasi (PO); dan
iv. melaporkan kesiapan penyelenggaraan operasi kepada Kapolri dengan tembusan Asops Kapolri;

(2)
Polres

(a)
Rencana perencanaan operasi, Kabagops Polres melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
i. meminta Kirsus Intelijen untuk mendasari dalam penyusunan perencanaan rencana operasi tingkat Polda;
ii. rapat koordinasi dengan fungsi operasional untuk melaksanakan Analisa dan Evaluasi (Anev) terhadap perkembangan Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Sitkamtibmas), kalender Kamtibmas, kegiatan pemerintah, kegiatan masyarakat, secara periodik untuk kesiapan pelaksanaan operasi; dan

iii. melaporkan kepada Kapolres tentang operasi yang akan dilaksanakan yang berisi tentang jenis operasi, sifat operasi, bentuk operasi, fungsi yang dikedepankan dan fungsi yang diikutsertakan;

(b)
perencanaan, Kabagops Polres melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
i. menjabarkan direktif pelaksanaan kegiatan perencanaan operasi dari Polda untuk tingkat Polres;
ii. menyelenggarakan rapat koordinasi dengan fungsi yang diikutsertakan, para Kapolsek dan/atau stakeholders/pemangku kepentingan sesuai kebutuhan;

iii. menyusun Rencana Operasi (Renops) dengan mendasari  Rencana Operasi (Renops) Polda dan Kirsus Intelijen;
iv. menyiapkan dan menyusun rencana pengamanan (Renpam) (bila diperlukan); 
v. menyusun Rencana Garis Besar (RGB) Latihan praoperasi (Latpraops) yang berisi tentang tema, waktu, tempat, materi dan dukungan anggaran Latpraops;

vi. membuat surat perintah personel yang terlibat operasi yang dijadikan lampiran Rencana Operasi (Renops);
vii. menyusun HTCK operasi yang dilampirkan dalam Prinlakops; 

viii. menyiapkan format laporan/ blangko dan dokumen lain yang diperlukan dalam Renops;

ix. menyiapkan tanda pengenal operasi Kepolisian berupa pita  dan menyiapkan ban lengan, dengan ketentuan: 

i) operasi Intelijen tidak menggunakan tanda operasi;
ii) operasi penegakan hukum tidak menggunakan tanda operasi kecuali operasi lalu lintas mengunakan pita warna biru;  
iii) operasi pengamanan kegiatan menggunakan warna merah putih;

iv) operasi pemeliharaan keamanan menggunakan warna merah; dan
v) operasi pemulihan keamanan menggunakan warna kuning; 

pita operasi digunakan oleh seluruh anggota yang terlibat operasi, khusus pejabat operasi menggunakan ban lengan berwarna kuning di sebelah kiri;

x. merencanakan dan menyusun dukungan anggaran dan logistik operasi Kepolisian yang dilampirkan dalam Rencana Operasi (Renops); 

xi. menyiapkan  ruang Posko operasi yang berisi piranti lunak, piranti keras dan panel data dalam bentuk manual dan/atau digital;
xii. membuat  Perintah Operasi (PO); dan
xiii. menyusun Rencana Asistensi dan/ atau Supervisi;

 (c)
pelaporan tentang kesiapan pelaksanaan operasi, Kabagops Polres melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
i. memaparkan Rencana Operasi (Renops) di hadapan Kapolres yang dihadiri para pejabat yang diikutsertakan dalam operasi Kepolisian dan Kapolsek jajaran;

ii. menyerahkan Rencana Operasi (Renops) kepada pelaksana operasi; dan
iii. menerima dan menjawab Perintah Operasi (PO) dari Kapolda bahwa sudah mengerti dan siap melaksanakan;
b) dalam hal penyelenggaraan Operasi Kepolisian Kewilayahan Polda dan Polres, apabila Polres memerlukan bantuan (backup) personel Polda, maka yang dilaksanakan sebagai berikut:

(1) Polda menyelenggarakan tugas dan tanggung jawab administrasi dan teknis; dan
(2) Polres menyelenggarakan tugas dan tanggung jawab administrasi dan taktis;
b. 
pengorganisasian 
1) dalam pengorganisasian penyelenggaraan Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polda, oleh Polda dan Polres, maka susunan organisasi  dibagi dalam unsur-unsur, yang meliputi:

a) unsur pimpinan, terdiri dari:

(1) Penanggung jawab Kebijakan Operasi (PJKO) dijabat oleh Kapolda; dan

(2) Wakil Penanggung jawab Kebijakan Operasi (Wakil PJKO)  dijabat oleh Wakil Kapolda (Wakapolda); 
b) Kepala Pengawasan Operasi Polda (Kawasopsda) dijabat oleh Irwasda Polda;

c) unsur staf pimpinan, Kepala Perencanaan dan Pengendalian Operasi Polda (Karendalopsda) yaitu Karoops Polda, dalam pelaksanaan tugasnya  dibantu:

(1) Kepala Sekretariat Operasi Polda (Kasetopsda) dijabat oleh Kabagbinops Roops Polda atau pejabat yang ditunjuk dari  unsur Roops Polda, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Perencanaan Administrasi Operasi Polda (Karenminopsda) dijabat oleh pejabat unsur ops dari fungsi yang dikedepankan, dan Kepala Administrasi Logistik Operasi Polda (Kaminlogopsda) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari fungsi utama yang dikedepankan; dan 
(2) Kepala Pusat Pengendalian Operasi Polda (Kapusdalopsda) dijabat oleh Kabagdalops Roops Polda atau pejabat yang ditunjuk dari  unsur Roops Polda, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Data Operasi Polda (Kadataopsda) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari unsur Roops Polda dan Kepala Analisa dan Evaluasi Operasi Polda (Kaanevopsda) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari unsur Anev di sops Polri;

d) unsur pelaksana tingkat Polda, terdiri dari:

Kepala Operasi Polda (Kaopsda) dijabat oleh pejabat dari fungsi utama yang dikedepankan dibantu oleh Wakil Kepala Operasi  Polda (Wakaopsda) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari fungsi utama lainnya dan dibantu oleh Kepala Administrasi Operasi (Kaminops) dijabat oleh pejabat unsur ops yang ditunjuk dari Satker Kepala Operasi dan Kepala Pos Komando (Kaposko) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari Satker Kepala Operasi serta Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari fungsi utama yang dikedepankan atau fungsi utama lainnya.

Tugas dan peran Satgas satu dan seterusnya disesuaikan dengan Tupoksi Operasi yang dilaksanakan;

e) unsur pelaksana tingkat Polres, terdiri dari:

(1) Kepala Operasi Polres (Kaopsres) dijabat oleh Kapolres;

(2) Wakil Kepala Operasi  Polres (Wakaopsres) dijabat oleh Wakapolres;

(3) Kepala Pengawasan Operasi Polres (Kawasopsres) dijabat oleh Kasiwas Polres;

(4) Kepala Perencanaan Pengendalian Operasi Polres (Karendalopsres) dijabat oleh Kabagops, dalam pelaksanan tugasnya dibantu:

(a) Kepala Sekretariat Operasi Polres (Kasetopsres) dijabat oleh Kasubagbinops Bagops Polres atau pejabat dari unsur Bagops Polres, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Perencanaan Administrasi Operasi Polres (Karenminopsres) dijabat oleh pejabat dari  unsur Ops dari fungsi utama yang dikedepanka, dan Kepala Administrasi Logistik Operasi Polres (Kaminlogopsres) dijabat oleh pejabat dari fungsi  utama yang dikedepankan; 
(b) Kepala Pusat Pengendalian Operasi  Polres (Kapusdalopsres) dijabat oleh Kasubagdalops Bagops Polres atau pejabat dari  unsur Bagops Polres, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Data Operasi Polres (Kadataopsres) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari unsur Bagops Polres dan Kepala Analisa dan Evaluasi Operasi Polres (Kaanevopsres) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari unsur Anev di Bagops Polres; dan

(c) Kepala Pos Komando (Kaposko) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari Satker Kepala Operasi;

(5) Kepala satuan Tugas  (Kasatgas) dijabat oleh pejabat dari fungsi utama Polres.

Tugas dan peran Satgas satu dan seterusnya disesuaikan dengan Tupoksi Operasi yang dilaksanakan;

2) 
tugas dan tanggung jawab pada Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polda oleh Polda dan Polres, meliputi:

a) PJKO, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) menetapkan arah kebijakan operasi; dan
(2) memberikan direktif penyelenggaraan operasi.

(3) melaporkan hasil pelaksanaan operasi kepada Kapolri tembusan Asops Kapolri; dan
(4) bertanggung jawab atas pelaksanaan operasi kepada Kapolri;
b) wakil PJKO, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) membantu tugas PJKO dalam penetapan arah kebijakan dan pelaksanaan operasi Kepolisian;

(2) memberikan saran dan pertimbangan kepada PJKO; 

(3) mewakili tugas PJKO apabila berhalangan dan melaporkan hasilnya pada kesempatan pertama; dan

(4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;

c) Kepala Pengawasan Operasi Polda (Kawasopsda), mempunyai tugas dan tanggung jawab:
(1) melaksanakan pengawasan kebijakan Operasi yang diberikan arahan dan petunjuk PJKO;

(2) melaksanakan pengawasan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian Operasi; dan

(3) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;
d) Karendalopsda, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(1) menerima arahan atau petunjuk dari PJKO tentang pelaksana operasi;

(2) menjabarkan dan meneruskan arahan atau petunjuk dari PJKO kepada pelaksana operasi;

(3) menyusun dan menyiapkan rencana administrasi operasi;
(4) melaksanakan rapat koordinasi dengan fungsi operasional yang dilibatkan/stakeholders/pemangku kepentingan;

(5) memimpin pelaksanaan Anev operasi secara periodik;

(6) memberikan saran masukan kepada Kaopsda;

(7) mengoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya; dan
(8) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;

e) Kasetopsda, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(1) melaksanakan tugas kesekretariatan operasi;

(2) mengoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya; 
(3) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan
(4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Karendalopsda;
f) Karenminopsda, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(1) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas administrasi operasi;
(2) menyalurkan anggaran operasi serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran (Perwabku);

(3) menyiapkan format dan/atau blangko dan dokumen lain yang diperlukan;

(4) menyelenggarakan Latpraops;

(5) membuat laporan penyelenggarakan Latpraops;
(6) membuat dan mengirim Perintah Operasi (PO); dan
(7) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasetopsda;

g) Kaminlogopsda, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(1) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas administrasi logistik;

(2) menyalurkan kebutuhan logistik;

(3) melaksanakan pengecekan dan pembagian dukungan logistik operasi Kepolisian sesuai kebutuhan;

(4) menyiapkan bekal kesehatan berkerja sama dengan Dokkes; 

(5) menyiapkan akses komunikasi (voice data video/teleconference, internet, faximile, handy talky, dan telepon); dan
(6) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasetopsda;

h) Kapusdalopsda, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pengendalian operasi;

(2) mengoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya; 

(3) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan

(4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Karendalopsda;

i) Kadataopsda, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas penyiapan data operasi;

(2) menyiapkan data tentang peta situasi, struktur organisasi, tugas pokok, pelaksanaan, administrasi dan Kodal operasi Kepolisian yang ditempatkan di ruangan posko operasi dalam bentuk manual dan/atau digital;
(3) mengumpulkan, memperbarui dan menyajikan data serta informasi terkait penyelenggaraan operasi Kepolisian; dan
(4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalopsda;

j) Kaanevopsda, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas analisa dan evaluasi;
(2) memimpin kegiatan analisa dan evaluasi serta melaporkan hasilnya kepada Kapusdalopsda;

(3) menyusun dan menyiapkan laporan analisa dan evaluasi operasi; dan
(4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalopsda;

k) Kaopsda, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(1) memimpin pelaksanaan operasi; 

(2) memberikan petunjuk atau arahan kepada Satgas operasi;
(3) mengatur Satgas operasi sesuai dengan dinamika perkembangan situasi;

(4) melaksanakan pengecekan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Satgas;  

(5) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan
(6) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada penanggung jawab Kebijakan Operasi;

l) Wakaopsda, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) memberikan saran pertimbangan dan membantu pelaksanaan tugas Kaopsda;

(2) mewakili dan mengendalikan pelaksanaan operasi, bila Kaopsda berhalangan dan melaporkan hasilnya kepada Kaopsda pada kesempatan pertama; 

(3) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan
(4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaopsda;

m) Kaminops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) menyusun Rengiat harian dan mingguan Kaops;

(2) menghimpun Rengiat harian dan mingguan Kasatgas;

(3) membuat laporan hasil kegiatan harian, mingguan, insidentil dan tengah operasi;

(4) membuat laporan akhir operasi; dan

(5) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaopsda;
n) 
Kaposko, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pengendalian posko operasi;

(2) menyiapkan Posko dan perlengkapannya, meliputi:
(a) instrumen data kejahatan, meliputi:

· Data Crime Total (CT);
· Data Crime Rate (CR);
· Data Crime Clearence (CC);
· Data Crime Clock;
· Data Crime Indek;
· Data Crime Pattern;
· Data Crime Trend;
· modus operandi kejahatan;
· peta kerawanan Kamtibmas (peta rawan situasi);
· peta kekuatan;
· peta pengendalian operasi;
· data-data lain sesuai perkembangan situasi;
(b) instrumen data kerusuhan massa, meliputi:
· data unjuk rasa;
· data keramaian; 

· tabulasi data rusuh massa (Riot);
· data kerugian/korban akibat rusuh massa;
· data pengerahan petugas;
· plotting data rusuh massa;
· peta lokasi kerawanan rusuh massa;
· peta kekuatan;
· peta pengendalian operasi; dan
· data-data lain sesuai perkembangan situasi;


(c) instrumen data bencana/bencana alam, meliputi:

· tabulasi data bencana;
· peta lokasi rawan bencana;
· data korban kerugian bencana;
· ploting data bencana;
· peta kejadian bencana;
· tabulasi data penanggulangan bencana;

· data kejahatan pada lokasi bencana;
· peta kekuatan;
· peta pengendalian operasi; dan
· data-data lain sesuai perkembangan situasi;
(d) instrumen data kecelakaan, antara lain :

· data kecelakaan darat, laut dan udara;
· data kecelakaan kerja;
· data pelanggaran angkutan darat, laut dan udara;
· data korban/kerugian akibat kecelakaan;

· tabulasi data kecelakaan;
· peta lokasi rawan kecelakaan;
· rekayasa lalu lintas;
· peta kekuatan;
· peta pengendalian operasi; dan
· data-data lain sesuai perkembangan situasi;
(3) memimpin, mengawasi dan mengendalikan seluruh petugas Posko;

(4) mengatur jadwal tugas Posko;

(5) menerima dan menghimpun laporan hasil pelaksanaan tugas Satgas di lapangan; 

(6) memaparkan kegiatan operasi pada saat kunjungan supervisi atau Wasops; 
(7) mengisi buku mutasi, tabulasi kegiatan, tabulasi kejadian pelaksanaan operasi; dan
(8) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalopsda;

o) Kasatgasda (tingkat Polda), mempunyai tugas dan tanggung jawab:
(1) membuat dan melaporkan Rengiat serta hasil giat kepada Kaopsda dengan memberikan tembusan kepada Kaposko;

(2) menentukan Cara Bertindak (CB);

(3) memimpin Satgas dalam pengungkapan atau penyelesaian Target Operasi (TO);  

(4) mengendalikan operasional pelaksanaan tugas-tugas Satgas; 

(5) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; melaporkan rencana kegiatan dan hasil operasi kepada Kaopsda; dan

(6) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaopsda;

p) Kaopsres, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(1) memimpin pelaksanaan operasi; 

(2) memberikan petunjuk dan arahan kepada Kasatgasopsres;

(3) mengatur  Satgas operasi sesuai dengan dinamika perkembangan situasi;

(4) melaksanakan pengecekan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Satgas; 

(5) memimpin pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan

(6) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;

q) Wakaopsres, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) memberikan saran pertimbangan dan membantu pelaksanaan tugas Kaopsres;

(2) mewakili dan mengendalikan pelaksanaan operasi, bila Kaops berhalangan dan melaporkan hasilnya kepada Kaops pada kesempatan pertama; 

(3) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan

(4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaopsres;

r) Kepala Pengawasan Operasi Polres (Kawasopsres), mempunyai tugas dan tanggung jawab:
(1) melaksanakan pengawasan kebijakan Operasi yang diberikan arahan dan petunjuk penanggung jawab Kebijakan Operasi;

(2) melaksanakan Pengawasan yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan pengendalian operasi; 

(3) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik;  dan

(4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaopsres;
s) Karendalopsres, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(1) menerima arahan atau petunjuk dari Kaopsres tentang pelaksanaan operasi;

(2) menjabarkan dan meneruskan arahan atau petunjuk dari Kaopsres kepada pelaksana operasi;

(3) menyusun dan menyiapkan rencana administrasi operasi;
(4) melaksanakan rapat koordinasi dengan fungsi operasional yang dilibatkan/stakeholders/pemangku kepentingan;

(5) memimpin pelaksanaan Anev operasi secara periodik;
(6) memberikan saran masukan kepada Kaopsres;
(7) mengoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya; dan

(8) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaopsres;

t) Kasetopsres, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(1) melaksanakan tugas kesekretariatan operasi;

(2) mengoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya; 
(3) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik;  dan
(4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Karendalopsres;

u) Karenminopsres, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(1) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas administrasi operasi;

(2) menyalurkan anggaran serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran (Perwabku);

(3) menyiapkan format dan/atau blangko dan dokumen lain yang diperlukan;

(4) menyelenggarakan Latpraops;

(5) membuat laporan penyelenggarakan Latpraops;
(6) membuat dan mengirim Perintah Operasi (PO); dan
(7) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasetopsres;
v) Kaminlogopsres, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(1) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas administrasi logistik;

(2) menyusun dan menyiapkan kebutuhan logistik operasi;

(3) melaksanakan pengecekan dan pembagian dukungan logistik operasi Kepolisian sesuai kebutuhan;

(4) menyiapkan bekal kesehatan berkerja sama dengan Dokkes; 

(5) menyiapkan akses komunikasi (voice data video/teleconference, internet, faximile, handy talky, dan telepon); dan
(6) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasetopsres;

w) Kapusdalopsres, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pengendalian operasi;

(2) mengoordinir pelaksanaan tugas usur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya; 

(3) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan
(4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Karendalopsres;

x) Kadataopsres, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas penyiapan data operasi;

(2) menyiapkan data tentang peta situasi, struktur organisasi, tugas pokok, pelaksanaan, administrasi dan Kodal operasi Kepolisian yang ditempatkan di ruangan posko operasi dalam bentuk manual dan/atau digital;
(3) mengumpulkan, memperbarui dan menyajikan data serta informasi terkait penyelenggaraan operasi Kepolisian; dan
(4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalopsres;

y) Kaanevopsres, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas analisa dan evaluasi;
(2) memimpin kegiatan analisa dan evaluasi serta melaporkan hasilnya kepada Kapusdalopsres; 

(3) menyusun dan menyiapkan laporan analisa dan evaluasi operasi; 

(4) membuat laporan hasil kegiatan harian, mingguan, insidentil dan tengah operasi;

(5) membuat laporan akhir operasi; dan
(6) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalopsres;

z) Kaposko, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pengendalian Posko;

(2) menyiapkan Posko dan perlengkapannya, meliputi:
(a) instrumen data kejahatan, meliputi:

· Data Crime Total (CT);
· Data Crime Rate (CR);
· Data Crime Clearence (CC);
· Data Crime Clock;
· Data Crime Indek;
· Data Crime Pattern;
· Data Crime Trend;
· modus operandi kejahatan;
· peta kerawanan Kamtibmas (peta rawan situasi);
· peta kekuatan;
· peta pengendalian operasi; dan
· data-data lain sesuai perkembangan situasi;
(b) instrumen data kerusuhan massa, meliputi:

· data unjuk rasa;
· data keramaian; 

· tabulasi data rusuh massa (Riot);
· data kerugian/korban akibat rusuh massa;
· data pengerahan petugas;
· ploting data rusuh massa;
· peta lokasi kerawanan rusuh massa;
· peta kekuatan;
· peta pengendalian operasi; dan
· data-data lain sesuai perkembangan situasi;


(c) instrumen data bencana/bencana alam, meliputi:

· tabulasi data bencana;
· peta lokasi rawan bencana;
· data korban kerugian bencana;
· ploting data bencana;
· peta kejadian bencana;
· tabulasi data penanggulangan bencana;

· data kejahatan pada lokasi bencana;
· peta kekuatan;
· peta pengendalian operasi; dan
· data-data lain sesuai perkembangan situasi;
(d) instrumen data kecelakaan, antara lain:

· data kecelakaan darat, laut dan udara;
· data kecelakaan kerja;
· data pelanggaran angkutan darat, laut dan udara;
· data korban/kerugian akibat kecelakaan;

· tabulasi data kecelakaan;
· peta lokasi rawan kecelakaan;
· rekayasa lalu lintas;
· peta kekuatan;
· peta pengendalian operasi; dan
· data-data lain sesuai perkembangan situasi;
(3) memimpin, mengawasi dan mengendalikan seluruh petugas Posko;

(4) mengatur jadwal tugas Posko;

(5) menerima dan menghimpun laporan hasil pelaksanaan tugas Satgas di lapangan; 

(6) memaparkan kegiatan operasi pada saat kunjungan supervisi atau Wasops; 
(7) mengisi buku mutasi, tabulasi kegiatan, tabulasi kejadian pelaksanaan operasi; dan
(8) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalopsres;

aa) Kasatgasres, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) membuat dan melaporkan Rengiat serta hasil giat kepada Kaopsres dengan memberikan tembusan kepada Kaposko;

(2) menentukan Cara Bertindak (CB);

(3) memimpin Satgas dalam pengungkapan atau penyelesaian Target Operasi (TO);  

(4) mengendalikan operasional pelaksanaan tugas-tugas Satgas; 

(5) mengikuti pelaksanaan Anev  operasi secara periodik; dan
(6) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaopsres;

c. 
pelaksanaan

pelaksanaan penyelenggaraan Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polda oleh Polda dan Polres, dilakukan dengan tahapan:

1) gelar pasukan sebagai tanda dimulainya operasi kepolisian yang bersifat terbuka;

2) Satgas operasi  kepolisian untuk menangani Target Operasi (TO) yang telah ditetapkan;

3) memonitor, memetakan, dan plotting kegiatan operasi kepolisian;

4) menghimpun dan mendata laporan harian hasil operasi kepolisian;

5) membuat analisa dan evaluasi harian dan/atau mingguan; 

6) membuat Perkiraan Cepat (Kirpat) perubahan Target Operasi (TO) berdasarkan hasil Anev;

7) membuat perubahan Cara Bertindak (CB) apabila terjadinya perubahan Target Operasi (TO); dan
8) melaporkan pelaksanaan dan hasil operasi secara berjenjang kepada penanggung jawab kebijakan operasi melalui Karendalopsres;

d. 
pengendalian

pengendalian penyelenggaraan Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polda oleh Polda dan Polres dilakukan dengan kegiatan:

1) memantau setiap tahapan operasi dan hasil yang dicapai;

2) memberikan petunjuk atau arahan secara langsung, melalui surat atau voice data video (video conference);

3) melaksanakan asistensi dan supervisi;

4) melakukan konsolidasi sumber daya yang digunakan dalam operasi kepolisian;

5) penilaian yang berpedoman pada standar keberhasilan operasional kepolisian;

6) melaksanakan kaji ulang/wash up;

7) pelaporkan hasil akhir operasi Kepolisian kepada Kapolri dengan tembusan Asops Kapolri dalam waktu paling lambat 14(empat belas) hari kerja setelah operasi berakhir, dengan memuat:

a) pendahuluan;

b) pelaksanaan; 

c) hasil yang dicapai; 

d) analisa dan evaluasi (memuat hasil yang dicapai dan kendala yang dihadapi);

e) kesimpulan dan saran; dan
f) penutup. 
D. MANAJEMEN OPERASI KEPOLISIAN KEWILAYAHAN TINGKAT POLRES

Manajemen Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polres merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian terhadap gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang dilaksanakan dalam kurun waktu, sasaran, Cara Bertindak (CB), pelibatan kekuatan dan dukungan sumber daya tertentu, serta memiliki Target Operasi (TO)  oleh beberapa fungsi kepolisian dalam bentuk Satuan Tugas (Satgas) yang diselenggarakan pada tingkat Polres.
Dalam Manajemen Operasi Kepolisian tingkat Polda terbagi dalam 3(tiga) manajemen, yaitu:.
1. Polres secara Mandiri
a.     perencanaan 
perencanaan penyelenggaraan Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polres oleh Polres secara mandiri, Kabagops Polres melaksanakan tahapan: 
1) rencana perencanaan operasi, Kabagops Polres melaksanakan kegiatan, sebagai berikut:
a) meminta Kirsus Intelijen untuk mendasari dalam penyusunan perencanaan rencana operasi; 

b) rapat koordinasi dengan fungsi operasional untuk melaksanakan Analisa dan Evaluasi (Anev) terhadap perkembangan Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Sitkamtibmas), kalender Kamtibmas, kegiatan pemerintah, kegiatan masyarakat secara periodik untuk kesiapan pelaksanaan operasi;

c) melaporkan kepada Kapolres tentang operasi yang akan dilaksanakan yang berisi tentang jenis operasi, sifat operasi, bentuk operasi, fungsi yang dikedepankan dan fungsi yang diikutsertakan; dan

d) pemberitahuan kepada Kapolda tentang rencana penyelenggaraan operasi Kepolisian Mandiri Polres tembusan Karoops Polda;
2) 
perencanaan, Kabagops Polres melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a) membuat petunjuk dan arahan kepada pejabat operasi.
b) menyelenggarakan rapat koordinasi dengan fungsi yang diikutsertakan dan/atau stakeholders/pemangku kepentingan sesuai kebutuhan;
c) menyusun Rencana Operasi (Renops) dengan mendasari  Kirsus Intelijen;
d) menyiapkan dan menyusun rencana pengamanan (Renpam) (bila diperlukan); 
e) menyusun Rencana Garis Besar (RGB) Latihan praoperasi (Latpraops) yang berisi tentang tema, waktu, tempat, materi dan dukungan anggaran Latpraops;

f) membuat Surat Perintah Operasi (Sprinops) dan perlibatan personel;

g) menyusun HTCK operasiyang dilampirkan dalam Rencana Operasi (Renops); 

h) menyiapkan format laporan/blangko dan dokumen lain yang diperlukan dalam Renops;

i) menyiapkan tanda pengenal operasi kepolisian berupa pita  dan menyiapkan ban lengan, dengan ketentuan: 

(1) operasi Intelijen tidak menggunakan tanda operasi;
(2) operasi penegakan hukum tidak menggunakan tanda operasi kecuali operasi lalu lintas mengunakan pita warna biru; 

(3) operasi pengamanan kegiatan menggunakan warna merah putih;

(4) operasi pemeliharaan keamanan menggunakan warna merah; dan
(5) operasi pemulihan keamanan menggunakan warna kuning; 

pita operasi digunakan oleh seluruh anggota yang terlibat operasi, khusus pejabat operasi menggunakan ban lengan berwarna kuning di sebelah kiri;

j) merencanakan dan menyusun dukungan anggaran termasuk anggaran Asistensi dan/atau Supervisi serta logistik operasi Kepolisian yang dilampirkan dalam Rencana Operasi (Renops);

k) menyiapkan ruang posko operasi yang berisi piranti lunak, piranti keras dan panel data dalam bentuk manual dan/atau digital;

l) membuat Perintah Operasi (PO); dan
m) menyusun Rencana Asistensi dan/atau supervisi dari Pejabat Fungsi Polda;
3) pelaporan tentang kesiapan pelaksanaan operasi, Kabagops Polres melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a) memaparkan Rencana Operasi (Renops) di hadapan Kapolres yang dihadiri para pejabat yang diikutsertakan dalam operasi kepolisian serta Kapolsek jajaran;

b) menyerahkan Rencana Operasi (Renops) kepada pejabat operasi, dilanjutkan pengarahan dan pernyataan Kapolres tentang dimulainya operasi kepolisian; dan
c) melaporkan kesiapan penyelenggaraan operasi kepada Kapolda dengan tembusan Karoops Polda.

b. 
pengorganisasian 
1) dalam pengorganisasian penyelenggaraan Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polres, oleh Polres secara mandiri, maka susunan organisasi  dibagi dalam unsur-unsur, yang meliputi:
a) unsur pimpinan, terdiri dari:
(1) Penanggung jawab Kebijakan Operasi (PJKO) dijabat oleh Kapolda; dan

(2) Wakil Penanggung jawab Kebijakan Operasi (Wakil PJKO) dijabat oleh Wakapolda; 

b) Unsur pelaksana, terdiri dari:
(1) Kepala Operasi  (Kaops) dijabat oleh Kapolres;
(2) Wakil Kepala Operasi (Wakaops) dijabat oleh Wakapolres;

(3) Kepala Pengawasan Operasi (Kawasops) dijabat oleh Kasiewas Polres;

(4) Kepala Perencanaan dan Pengendalian Operasi (Karendalops) dijabat oleh Kabagops Polres khusus Operasi Intelijen dijabat oleh Pejabat dari unsur Ops pada  Satintel Polres, dalam pelaksanan tugasnya dibantu: 
(a) Kepala Sekretariat Operasi (Kasetops) dijabat oleh Ksbgbinops Bagops Polres atau pejabat yang ditunjuk, dalam  pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Perencanaan Administrasi Operasi (Karenminops) dijabat oleh pejabat unsur Ops dari fungsi utama yang dikedepankan atau pejabat yang ditunjuk, Kepala Administrasi Logistik Operasi (Kaminlogops) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari fungsi utama yang dikedepankan atau pejabat yang ditunjuk; 

(b) Kepala Pusat Pengendalian Operasi (Kapusdalops) dijabat oleh Kasubbagdalops Bagops Polres atau pejabat yang ditunjuk, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Data Operasi (Kadataops) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari unsur Bagops Polres atau pejabat yang ditunjuk serta Kepala Analisa dan Evaluasi Operasi (Kaanevops) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari unsur Anev di Bagops Polres atau pejabat yang ditunjuk; dan

(c) Kepala Pos Komando (Kaposko) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk;

(5) Kepala Satuan Tugas (Satgas) dijabat oleh pejabat dari fungsi utama atau pejabat yang ditunjuk.


Tugas dan peran Satgas satu dan seterusnya disesuaikan dengan Tupoksi Operasi yang dilaksanakan;

2) 
tugas dan tanggung jawab pada Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polres oleh Polres secara mandiri, meliputi:

a) PJKO, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(1) menetapkan arah kebijakan operasi; 

(2) memberikan direktif penyelenggaraan operasi;
(3) melaporkan hasil pelaksanaan operasi kepada Kapolri dengan tembusan Asops Kapolri; dan
(4) bertanggungjawab atas pelaksanaan operasi kepada Kapolri;
b) Wakil PJKO, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) membantu tugas PJKO dalam penetapan arah kebijakan dan pelaksanaan operasi Kepolisian; 
(2) memberikan saran pertimbangan kepada PJKO;  
(3) mewakili tugas PJKO apabila berhalangan dan melaporkan hasilnya pada kesempatan pertama; dan 
(4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;

c) Kaops, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(1) memimpin pelaksanaan operasi; 

(2) memberikan petunjuk dan arahan kepada Satgas;

(3) mengatur  Satgas sesuai dengan dinamika perkembangan situasi;

(4) melaksanakan pengecekan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Satgas; 

(5) melaksanakan Anev operasi secara periodik; dan 
(6) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;

d) Wakaops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) memberikan saran pertimbangan dan membantu pelaksanaan tugas Kaops;

(2) mewakili dan mengendalikan pelaksanaan operasi, bila Kaops berhalangan dan melaporkan hasilnya kepada Kaops pada kesempatan pertama; 

(3) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan 
(4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaops;

e) Kawasops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
(1) melaksanakan pengawasan operasi yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian operasi; dan

(2) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaops;
f) Karendalops, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(1) menerima arahan atau petunjuk dari Kaops tentang pelaksana operasi;

(2) menjabarkan dan meneruskan arahan atau petunjuk dari Kaops kepada pelaksana operasi;

(3) menyusun dan menyiapkan rencana administrasi operasi;
(4) melaksanakan rapat koordinasi dengan fungsi operasional yang dilibatkan/stakeholders; 
(5) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; 

(6) memberikan saran masukan kepada Kaops; 

(7) mengoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya; dan

(8) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaops;

g) Kasetops, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(1) melaksanakan tugas kesekretariatan operasi;

(2) mengkoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya;
(9) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan

(3) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Karendalops;

h) Karenminops, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(1) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas administrasi operasi;

(2) menyalurkan anggaran serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran (Perwabku);

(3) menyiapkan format dan/atau belangko dan dokumen lain yang diperlukan;

(4) menyelenggarakan Latpraops;

(5) membuat laporan penyelenggarakan Latpraops;
(6) menyusun dan mengirim Perintah Operasi (PO); dan
(7) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasetops;

i) Kaminlogops, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(1) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas administrasi logistik;

(2) menyusun dan menyiapkan kebutuhan logistik;

(3) melaksanakan pengecekan dan pembagian dukungan logistik operasi kepolisian sesuai kebutuhan;

(4) menyiapkan bekal kesehatan berkerja sama dengan Dokkes; 

(5) menyiapkan akses komunikasi (voice data video/teleconference, internet, faximile, handy talky dan telepon); dan
(6) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasetops;

j) Kapusdalops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pengendalian operasi;

(2) mengoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya; 

(3) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan

(4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Karendalops;

k) Kadataops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas penyiapan data operasi;

(2) menyiapkan data tentang peta situasi, struktur organisasi, tugas pokok, pelaksanaan, administrasi dan Kodal operasi kepolisian yang ditempatkan di ruangan posko operasi dalam bentuk manual dan/atau digital;

(3) mengumpulkan, memperbarui dan menyajikan data serta informasi terkait penyelenggaraan operasi kepolisian; dan
(4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalops;

l) Kaanevops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas analisa dan evaluasi;
(2) memimpin kegiatan analisa dan evaluasi serta melaporkan hasilnya kepada Kapusdalopsres; 

(3) menyusun dan menyiapkan laporan analisa dan evaluasi operasi; 

(4) membuat laporan hasil kegiatan harian, mingguan, insidentil dan tengah operasi;

(5) membuat laporan akhir operasi; dan
(6) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalops;

m) Kaposko, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pengendalian posko operasi;

(2) menyiapkan Posko, spanduk dan perlengkapannya, meliputi:
(a) instrumen data kejahatan, meliputi:
· Data Crime Total (CT);
· Data Crime Rate (CR);
· Data Crime Clearence (CC);
· Data Crime Clock;
· Data Crime Indek;
· Data Crime Pattern;
· Data Crime Trend;
· modus operandi kejahatan;
· peta kerawanan Kamtibmas (peta rawan situasi);
· peta kekuatan;
· peta pengendalian operasi; dan
· data-data lain sesuai perkembangan situasi;
(b) instrumen data kerusuhan massa, meliputi:

· data unjuk rasa;
· data keramaian; 

· tabulasi data rusuh massa (Riot);
· data kerugian/korban akibat rusuh massa;
· data pengerahan petugas;
· plotting data rusuh massa;
· peta lokasi kerawanan rusuh massa;
· peta kekuatan;
· peta pengendalian operasi; dan
· data-data lain sesuai perkembangan situasi;


(c) instrumen data bencana/bencana alam meliputi:, 

· tabulasi data bencana;
· peta lokasi rawan bencana;
· data korban kerugian bencana;
· plotting data bencana;
· peta kejadian bencana;
· tabulasi data penanggulangan bencana;

· data kejahatan pada lokasi bencana;
· peta kekuatan;
· peta pengendalian operasi; dan
· data-data lain sesuai perkembangan situasi;
(d) instrumen data kecelakaan, antara lain :

· data kecelakaan darat, laut dan udara;
· data kecelakaan kerja;
· data pelanggaran angkutan darat, laut dan udara;
· data korban/kerugian akibat kecelakaan;

· tabulasi data kecelakaan;
· peta lokasi rawan kecelakaan;
· rekayasa lalu lintas;
· peta kekuatan;
· peta pengendalian operasi; dan
· data-data lain sesuai perkembangan situasi;
(3) memimpin, mengawasi dan mengendalikan seluruh petugas Posko;

(4) mengatur jadwal tugas Posko;

(5) menerima dan menghimpun laporan hasil pelaksanaan tugas Satgas di lapangan; 

(6) memaparkan kegiatan operasi pada saat kunjungan supervisi atau Wasops; 
(7) mengisi buku mutasi, tabulasi kegiatan, tabulasi kejadian pelaksanaan operasi; dan

(8) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalops;
n) Kasatgas, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) membuat Rengiat dan melaporkan hasil giat kepada Kaops dengan memberikan tembusan kepada Karendalops;

(2) menentukan Cara Bertindak (CB);

(3) memimpin Satgas dalam pengungkapan atau penyelesaian Target Operasi (TO);  

(4) mengendalikan operasional pelaksanaan tugas-tugas Satgas; 

(5) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan
(6) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaops;

c. 
pelaksanaan

pelaksanaan penyelenggaraan Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polres oleh Polres secara mandiri, dilakukan  dengan tahapan:

1) gelar pasukan sebagai tanda dimulainya operasi Kepolisian yang bersifat terbuka;

2) Satgas operasi  Kepolisian untuk menangani Target Operasi (TO) yang telah ditetapkan;

3) memonitor, memetakan dan plotting kegiatan operasi kepolisian;

4) menghimpun dan mendata laporan harian hasil operasi kepolisian;

5) membuat Perkiraan Cepat (Kirpat) perubahan Target Operasi (TO) berdasarkan hasil Anev;

6) membuat analisa dan evaluasi harian dan/atau mingguan; dan
7) melaporkan pelaksanaan dan hasil operasi kepada Kapolda tembusan Karoops Polda;
d. 
pengendalian

pengendalian penyelenggaraan Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polres oleh Polres secara mandiri, dilakukan dengan tahapan:

1) memantau setiap tahapan operasi dan hasil yang dicapai;

2) memberikan petunjuk atau arahan secara langsung, melalui surat atau voice data video (video conference);

3) melaksanakan asistensi dan supervisi oleh Pejabat fungsi Polda;

4) melakukan konsolidasi sumber daya yang digunakan dalam operasi kepolisian;

5) melaksanakan kaji ulang/wash up;

6) pelaporan hasil akhir operasi Kepolisian kepada penanggungjawab Kebijakan Operasi tembusan Karoops Polda dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah operasi berakhir, dengan memuat:

(a) pendahuluan;

(b) pelaksanaan; 

(c) hasil yang dicapai; 

(d) analisa dan evaluasi (memuat hasil yang dicapai dan kendala yang dihadapi);

(e) kesimpulan dan saran; dan
(f) penutup;

2. Polres di backup personel Polda
a.     perencanaan 

perencanaan penyelenggaraan Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polres oleh Polres di backup personel Polda, Kabagops Polres melaksanakan tahapan: 
1) rencana perencanaan operasi, Kabagops Polres melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
a) meminta Kirsus Intelijen untuk mendasari dalam penyusunan perencanaan rencana operasi;

b) rapat koordinasi dengan fungsi operasional untuk melaksanakan Analisis dan Evaluasi (Anev) terhadap perkembangan Situasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Sitkamtibmas), kalender Kamtibmas, kegiatan pemerintah, kegiatan masyarakat secara periodik, untuk kesiapan pelaksanaan operasi;

c) melaporkan kepada Kapolres tentang operasi yang akan dilaksanakan yang berisi tentang jenis operasi, sifat operasi, bentuk operasi, fungsi yang dikedepankan dan fungsi yang diikutsertakan; dan

d) pemberitahuan kepada Kapolda tentang rencana penyelenggaraan operasi Kepolisian dengan tembusan Karoops Polda;

2) 
Perencanaan, Kabagops Polres melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a) membuat petunjuk dan arahan kepada pejabat operasi;
b) menyelenggarakan rapat koordinasi dengan fungsi yang dikedepankan, fungsi pendukung (Ops/bin) dan/atau stakeholders/pemangku kepentingan sesuai kebutuhan;

c) menyusun Rencana Operasi (Renops) dengan mendasari  Kirsus Intelijen;
d) menyiapkan dan menyusun rencana pengamanan (Renpam) (bila diperlukan); 
e) menyusun Rencana Garis Besar (RGB) Latihan praoperasi (Latpraops) yang berisi tentang tema, waktu, tempat, materi dan dukungan anggaran Latpraops;

f) membuat Surat Perintah Operasi (Sprinops) dan pelibatan personel; 
g) menyusun HTCK operasi yang dilampirkan dalam Renops; 

h) menyiapkan format laporan/blangko dan dokumen lain yang diperlukan dalam Renops;

i) menyiapkan tanda pengenal operasi Kepolisian berupa pita  dan menyiapkan ban lengan, dengan ketentuan: 

(1) operasi Intelijen tidak menggunakan tanda operasi;
(2) operasi penegakan hukum tidak menggunakan tanda operasi kecuali operasi lalu lintas mengunakan pita warna biru; 

(3) operasi pengamanan kegiatan menggunakan warna merah putih;

(4) operasi pemeliharaan keamanan menggunakan warna merah; dan
(5) operasi pemulihan keamanan menggunakan warna kuning; 

pita operasi digunakan oleh seluruh anggota yang terlibat operasi, khusus pejabat operasi menggunakan ban lengan berwarna kuning di sebelah kiri;

j) merencanakan dan menyusun dukungan anggaran termasuk anggaran Asistensi dan/atau Supervisi serta logistik operasi kepolisian yang dilampirkan dalam Rencana Operasi (Renops);  
k) menyiapkan ruang Posko operasi yang berisi piranti lunak, piranti keras dan panel data dalam bentuk manual dan/atau digital;
l) membuat  Perintah Operasi (PO); dan

m) menyusun rencana asistensi dan/atau supervisi dari Pejabat Fungsi Polda; 
n) membuat surat permohonan bantuan kekuatan kepada Kapolda u.p. Karoops; dan
o) mempersiapkan penerimaan personel Polda, administratif, logistik dan anggaran pada Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polres oleh Polres di backup personel Polda;
3) 
pelaporan tentang kesiapan pelaksanaan operasi, Kabagops Polres melaksanakan kegiatan sebagai berikut:

a) memaparkan Rencana Operasi (Renops) di hadapan Kapolres yang dihadiri para pejabat yang diikutsertakan dalam operasi kepolisian serta Kapolsek jajaran;

b) menyampaikan dokumen Rencana Operasi kepada pejabat operasi, dilanjutkan pengarahan dan pernyataan Kapolres tentang dimulainya operasi Kepolisian; dan
c) melaporkan kesiapan penyelenggaraan operasi kepada Kapolda dengan tembusan Karoops Polda;

b. 
pengorganisasian
1)   dalam pengorganisasian penyelenggaraan Operasi Kepolisian Kewilayahan tingkat Polres, oleh Polres di backup Polda maka susunan organisasi  dibagi dalam unsur-unsur, yang meliputi:
(1)
unsur pimpinan, terdiri dari:

(a)
Penanggung jawab Kebijakan Operasi (PJKO) dijabat oleh Kapolda; dan

(b)
Wakil Penanggung jawab Kebijakan Operasi (Wakil PJKO) dijabat oleh Wakapolda;

(2)
unsur pelaksana, terdiri dari:

(a)
Kepala Operasi (Kaops) dijabat oleh Kapolres;

(b)
Wakil Kepala Operasi (Wakaops) dijabat oleh Wakapolres;

(c)
Kepala Pengawasan Operasi (Kawasops) dijabat oleh Kasiewas Polres;

(d)
Kepala Perencanaan dan Pengendalian Operasi (Karendalops) dijabat oleh Kabagops Polres, dalam pelaksanan tugasnya dibantu:

i. 
Kepala Sekretariat Operasi (Kasetops) dijabat oleh Kasubbagbinops Bagops Polres atau dari  unsur Bagops Polres, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Perencanaan Administrasi Operasi (Karenminops) dijabat oleh unsur ops dari fungsi utama yang dikedepankan, dan Kepala Administrasi Logistik Operasi (Kaminlogops) dijabat oleh pejabat dari fungsi utama yang dikedepankan; 
ii. 
Kepala Pusat Pengendalian Operasi (Kapusdalops) dijabat oleh Kasubbagdalops Bagops Polres atau pejabat yang ditunjuk dari  unsur Bagops Polres, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Kepala Data Operasi (Kadataops) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari unsur Bagops Polres dan Kepala Analisa dan Evaluasi Operasi (Kaanevops) dijabat oleh pejabat yang ditunjuk dari unsur Anev di Bagops Polres; dan

iii.
Kepala Pos Komando (Kaposko) pejabat yang ditunjuk dari fungsi utama yang dikedepankan;

(e)
Kepala Satuan Tugas (Kasatgas) dijabat oleh pejabat dari fungsi utama atau pejabat yang ditunjuk dan ditambah satgas backup dari Polda.

Tugas dan peran Satgas 1 (satu) dan seterusnya disesuaikan dengan Tupoksi Operasi yang dilaksanakan;

2) 
tugas dan tanggung jawab pada Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polres oleh Polres di backup Polda, meliputi:

a) PJKO, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) menetapkan arah kebijakan operasi;


(2) memberikan direktif penyelenggaraan operasi;

(3) melaporkan hasil pelaksanaan operasi kepada Kapolri melalui Asops Kapolri; dan
(4) bertanggung jawab atas pelaksanaan operasi kepada Kapolri
b) Wakil PJKO, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) membantu tugas PJKO dalam penetapan arah kebijakan dan pelaksanaan operasi Kepolisian;

(2) memberikan saran pertimbangan kepada PJKO; 

(3) mewakili tugas PJKO apabila berhalangan dan melaporkan hasilnya pada kesempatan pertama; dan
(4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;

c) Kaops, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(1) memimpin pelaksanaan operasi; 

(2) memberikan petunjuk dan arahan kepada Kasatgas;

(3) mengatur  Satgas operasi sesuai dengan dinamika perkembangan situasi;

(4) melaksanakan pengecekan, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan Satgas; 

(5) melaksanakan Anev operasi secara periodik; dan
(6) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PJKO;

d) Wakaops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) memberikan saran pertimbangan dan membantu pelaksanaan tugas Kaops;

(2) mewakili dan mengendalikan pelaksanaan operasi, bila Kaops berhalangan dan melaporkan hasilnya kepada Kaops pada kesempatan pertama; 

(3) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan
(4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaops;

e) Kawasops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:
(1) melaksanakan pengawasan Operasi yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian operasi; dan

(2) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaops;
f) Karendalops, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(1) menerima arahan atau petunjuk dari Kaops tentang pelaksana operasi;

(2) menjabarkan dan meneruskan arahan atau petunjuk dari Kaops kepada pelaksana operasi;

(3) menyusun dan menyiapkan rencana administrasi operasi; 

(4) melaksanakan rapat koordinasi dengan fungsi operasional yang dilibatkan/instansi terkait;

(5) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; 

(6) memberikan saran masukan kepada Kaops;

(7) mengoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya; dan

(8) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaops;

g) Kasetops, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(1) melaksanakan tugas kesekretariatan operasi;

(2) mengoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksana operasi dibawahnya; 
(3) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan
(4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Karendalops;

h) Karenminops, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(1) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas administrasi operasi; 

(2) menyalurkan anggaran serta mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran (Perwabku);

(3) menyiapkan format dan/atau blangko dan dokumen lain yang diperlukan;

(4) menyelenggarakan Latpraops;

(5) membuat laporan penyelenggarakan Latpraops;
(6) membuat dan mengirim Perintah Operasi (PO); dan
(7) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasetops;

i) Kaminlogops, mempunyai tugas dan tanggung jawab: 

(1) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas administrasi logistik;

(2) menyusun dan menyiapkan kebutuhan logistik;

(3) melaksanakan pengecekan dan pembagian dukungan logistik operasi Kepolisian sesuai kebutuhan;

(4) menyiapkan bekal kesehatan bekerja sama dengan Dokkes; 

(5) menyiapkan akses komunikasi (voice data video/teleconference, internet, faximile, handy talky dan telepon); dan
(6) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kasetops;

j) Kapusdalops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pengendalian operasi;

(2) mengoordinir pelaksanaan tugas unsur-unsur pelaksanaan operasi dibawahnya; 

(3) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan
(4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Karendalops;

k) Kadataops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas penyiapan data operasi;

(2) menyiapkan data tentang peta situasi, struktur organisasi, tugas pokok, pelaksanaan, administrasi dan Kodal operasi Kepolisian yang ditempatkan di ruangan Posko operasi dalam bentuk manual dan/atau digital;

(3) mengumpulkan, memperbarui dan menyajikan data serta informasi terkait penyelenggaraan operasi kepolisian; dan
(4) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalops;

l) Kaanevops, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas analisa dan evaluasi;
(2) memimpin kegiatan analisa dan evaluasi serta melaporkan hasilnya kepada Kapusdalops; 

(3) menyusun dan menyiapkan laporan analisa dan evaluasi operasi; 

(4) membuat laporan hasil kegiatan harian, mingguan, insidentil dan tengah operasi;

(5) membuat laporan akhir operasi; dan
(6) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalops;

m) Kaposko, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) melaksanakan dan menyelenggarakan tugas pengendalian Posko operasi; 

(2) menyiapkan Posko dan perlengkapannya, meliputi:
(a) instrumen data kejahatan, meliputi:
· Data Crime Total (CT);
· Data Crime Rate (CR);
· Data Crime Clearence (CC);
· Data Crime Clock;
· Data Crime Indek;
· Data Crime Pattern;
· Data Crime Trend;
· modus operandi kejahatan;
· peta kerawanan Kamtibmas (peta rawan situasi);
· peta kekuatan;
· peta pengendalian operasi; dan
· data-data lain sesuai perkembangan situasi;
(b) instrumen data kerusuhan massa, meliputi:
· data unjuk rasa;
· data keramaian; 

· tabulasi data rusuh massa (Riot);
· data kerugian/korban akibat rusuh massa;
· data pengerahan petugas;
· plotting data rusuh massa;
· peta lokasi kerawanan rusuh massa;
· peta kekuatan;
· peta pengendalian operasi; dan
· data-data lain sesuai perkembangan situasi;


(c) instrumen data bencana/bencana alam, meliputi:

· tabulasi data bencana;
· peta lokasi rawan bencana;
· data korban kerugian bencana;
· plotting data bencana;
· peta kejadian bencana;
· tabulasi data penanggulangan bencana;

· data kejahatan pada lokasi bencana;
· peta kekuatan;
· peta pengendalian operasi; dan
· data-data lain sesuai perkembangan situasi;
(d) instrumen data kecelakaan, antara lain :

· data kecelakaan darat, laut dan udara;
· data kecelakaan kerja;
· data pelanggaran angkutan darat, laut dan udara;
· data korban/kerugian akibat kecelakaan;

· tabulasi data kecelakaan;
· peta lokasi rawan kecelakaan;
· rekayasa lalu lintas;
· peta kekuatan;
· peta pengendalian operasi; dan
· data-data lain sesuai perkembangan situasi;
(3) memimpin, mengawasi dan mengendalikan seluruh petugas Posko;

(4) mengatur jadwal tugas Posko;

(5) menerima dan menghimpun laporan hasil pelaksanaan tugas Satgas di lapangan; 

(6) memaparkan kegiatan operasi pada saat kunjungan supervisi atau Wasops; 
(7) mengisi buku mutasi, tabulasi kegiatan, tabulasi kejadian pelaksanaan operasi; dan
(8) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapusdalops;

n) Kasatgas, mempunyai tugas dan tanggung jawab:

(1) membuat dan melaporkan Rengiat serta hasil giat kepada Kaops dengan memberikan tembusan kepada Kaposko;

(2) menentukan Cara Bertindak (CB);

(3) memimpin Satgas dalam pengungkapan atau penyelesaian Target Operasi (TO);  

(4) mengendalikan operasional pelaksanaan tugas-tugas Satgas di lapangan;  

(5) mengikuti pelaksanaan Anev operasi secara periodik; dan
(6) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kaops;

c. 
pelaksanaan

pelaksanaan penyelenggaraan Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polres oleh Polres di backup Polda, dilakukan  dengan tahapan:

1) gelar pasukan sebagai tanda dimulainya operasi kepolisian;

2) Satgas operasi  kepolisian untuk menangani Target Operasi (TO) yang telah ditetapkan;

3) memonitor, memetakan, dan plotting kegiatan operasi kepolisian;

4) menghimpun dan mendata laporan harian hasil operasi kepolisian;

5) membuat analisa dan evaluasi harian atau mingguan; 

6) membuat Perkiraan Cepat (Kirpat) perubahan Target Operasi (TO) berdasarkan hasil Anev;
7) membuat perubahan Cara Bertindak (CB) apabila terjadi perubahan Target Operasi (TO); dan
8) melaporkan pelaksanaan dan hasil operasi secara berjenjang kepada penanggung jawab kebijakan operasi melalui Karendalops;

d. 
pengendalian

pengendalian penyelenggaraan Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polres oleh Polres di backup personel Polda, dilakukan dengan kegiatan:

1) memantau setiap pentahapan operasi dan hasil yang dicapai;

2) memberikan petunjuk dan arahan secara langsung, melalui surat atau voice data video (video conference);

3) melaksanakan asistensi dan supervisi oleh Pejabat fungsi Polda;
4) melakukan konsolidasi sumber daya yang digunakan dalam operasi kepolisian; 
5) melaksanakan kaji ulang/wash up;

6) pergeseran personel backup Polda dari Polres ke Polda;
7) pelaporan hasil akhir operasi kepolisian kepada penanggung jawab kebijakan operasi tembusan Karoops Polda dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah operasi berakhir, dengan memuat:

(a) pendahuluan;

(b) pelaksanaan; 

(c) hasil yang dicapai; 

(d) analisa dan evaluasi (memuat hasil yang dicapai dan kendala yang dihadapi);

(e) kesimpulan dan saran; dan
(f) penutup. 

E. MANAJEMEN FORMAT ADMINISTRASI MANAJEMEN KEPOLISIAN

1. Format Administrasi Operasi Kepolisian Terpusat
2. Format Administrasi Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polda

3. Format Administrasi Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polres
F. MEMPRAKTEKAN/MENERAPKAN MANAJEMEN (RENORLAKSDAL) OPERASI KEPOLISIAN TERPUSAT, TINGKAT POLDA MAUPUN TINGKAT POLRES

1. Manajemen (Renorlaksdal) Operasi Kepolisian Terpusat
2. Manajemen (Renorlaksdal) Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polda

3. Manajemen (Renorlaksdal) Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polres
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	POKOK BAHASAN 1

MANAJEMEN KEGIATAN KEPOLISIAN
A. Pengertian, Dasar dan kegiatan fungsi utama kepolisian 
Manajemen Kegiatan Kepolisian yang selanjutnya disingkat MKK adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terencana, sistematis dan integratif melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan kepolisian.

berdasarkan Tugas Pokok Kepolisian.
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:
2. Penjabaran tugas pokok Polri dalam Kegiatan Kepolisian
B.   Manajemen Kegiatan Rutin

Manajemen Kegiatan Rutin merupakan Kegiatan Kepolisian yang disusun dalam rangka menghadapi ancaman serta gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat yang dilaksanakan oleh satuan fungsi utama srtiap hari sepanjang tahun dan  diklasifikasikan sebagai sasaran rutin.

1. Perencanaan

2. Pengorganisasian
3. Pelaksanaan
4. Pengendalian

C.   Manajemen Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD) 

1. Perencanaan

2. Pengorganisasian

3. Pelaksanaan

4. Pengendalian
D. Ketentuan Pemberian Dukungan Dalam Kegiatan Kepolisian 

1. Fungsi bantuan
2. Fungsi pendukung

fungsi pendukung mempersipkan personel, logistik dan anggaran sesuai permintaan fungsi utama/Satwil atas perintah:

d.    untuk tingkat Mabes Polri oleh Kapolri;

e.    untuk tingkat Polda oleh Kapolda; dan

f.    untuk tingkat Polres oleh Kapolres.
E. Format Administrasi Manajemen Operasi Kepolisian

c. Format administrasi rutin

d. Format administrasi rutin yang ditingkatkan 
POKOK BAHASAN 2

Manajemen operasi kepolisian

A. Pengertian dan Dasar Manajemen Operasi Kepolisian
1. Pengertian
Operasi Kepolisian adalah serangkaian kegiatan Polri yang diorganisir secara khusus dalam rangka pencegahan, penanggulangan dan penindakan terhadap gangguan Kamtibmas yang diselenggarakan dalam kurun waktu, sasaran/target operasi, cara bertindak, kekuatan personel, dukungan logistik dan anggaran tertentu.
2. Dasar

a. Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

b. Peraturan Kapolri nomor 1 tahun 2019 tentang Sistem, Manajemen dan Standar Keberhasilan Operasional Kepolisian Negara Republik Indonesia
B. Manajemen Operasi Kepolisian Terpusat

1.     Mabes Polri secara mandiri:
a. perencanaan 
b. pengorganisasian
c. pelaksanaan
d. pengendalian
2.    Mabes Polri dengan Mengikutsertakan Personel Kewilayahan
a. perencanaan 
b. pengorganisasian
c. pelaksanaan
d. pengendalian
C. MANAJEMEN OPERASI KEPOLISIAN KEWILAYAHAN TINGKAT POLDA

1.       Polda Secara Mandiri
a.     perencanaan 
b.     pengorganisasian 
c.     Pelaksanaan
d.     Pengendalian
2. Polda melibatkan personel Mabes Polri dan/atau personel Polres
a.     perencanaan 
b.     pengorganisasian 
c.     Pelaksanaan
d.     Pengendalian
3. Polda dan Polres
a.     perencanaan 

b.     pengorganisasian 
c.     Pelaksanaan

d.     Pengendalian

D. MANAJEMEN OPERASI KEPOLISIAN KEWILAYAHAN TINGKAT POLRES

1.        Polres secara Mandiri
a.     perencanaan 

b.     pengorganisasian 
c.     Pelaksanaan

d.     Pengendalian
2. Polres di backup personel Polda
a.     perencanaan 

b.     pengorganisasian 
c.     Pelaksanaan

d.     Pengendalian
E. MANAJEMEN FORMAT ADMINISTRASI MANAJEMEN KEPOLISIAN

1. Format Administrasi Operasi Kepolisian Terpusat
2. Format Administrasi Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polda

3. Format Administrasi Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polres
F. MEMPRAKTEKAN/MENERAPKAN MANAJEMEN (RENORLAKSDAL) OPERASI KEPOLISIAN TERPUSAT, TINGKAT POLDA MAUPUN TINGKAT POLRES

1. Manajemen (Renorlaksdal) Operasi Kepolisian Terpusat
2. Manajemen (Renorlaksdal) Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polda

3. Manajemen (Renorlaksdal) Operasi Kepolisian Kewilayahan Tingkat Polres
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	LATIHAN



	
	1. Jelaskan Pengertian, dasar MKK dan kegiatan fungsi utama kepolisian;
2. Jelaskan Manajemen kegiatan rutin;
3. Jelaskan Manajemen Kegiatan rutin yang ditingkatkan;
4. Jelaskan Ketentuan pemberian dukungan dalam kegiatan kepolisian.
5. Jelaskan Format administrasi manajemen kegiatan kepolisian
6. Jelaskan Pengertian dan dasar manajemen operasi kepolisian;
7. Jelaskan Manajemen operasi kepolisian terpusat;
8. Jelaskan Manajemen operasi kepolisian kewilayahan tingkat Polda;
9. Jelaskan Manajemen operasi kepolisian kewilayahan tingkat Polres;
10. Jelaskan Format administrasi manejemen operasi kepolisaian;
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